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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-
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Rancangan Aktualisasi dan akan terus membimbing selama pelaksanaan
Rancangan Aktualisasi hingga penyusunan Laporan Aktualisasi.
Para Widyaiswara dan Pusdiklat Sekeretariat Jenderal DPR Rl sebagai Panitia
penyelenggara yang telah mendampingi, membina dan memfasilitasi peserta dalam
mengikuti Pendidikan Pelatihan Dasar CPNS.
Seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI terutama di Lingkungan
Biro Perencanaan dan Keuangan yang telah memberi dukungan, bantuan, dan
partisipasi dalam penyusunan Laporan Aktualisasi.
Pak Agung, Bu Dewi, mas Daus, mas Wahyu, mbak Maya, mbak Ulfa, dan mas Aviz
yang telah berpartisipasi, baik dalam sosialisasi BANG NOPAN dan/atau
pembuatan video testimoni.
Teman-teman peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan Il
Angkatan VII, CPNS Setjen MPR RI khususnya Mbak lka, Eti, Lintang, Manda, dan
Nabila yang telah bersama-sama menjalani suka dan duka selama mengikuti
pelatihan,
Keluarga tercinta yaitu, orang tua, kakak hingga semua yang memiliki hubungan
kekerabatan dengan penulis yang telah mendoakan kelancaran penulis dalam
mengikuti pelatihan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada Laporan Aktualisasi

ini, oleh karena itu penulis berharap kepada semua pihak agar dapat memberikan saran

dan masukan serta kritik yang membangun untuk penyempurnaan Laporan Aktualisasi

ini.

Jakarta, 15 September 2022

Mochammad Imron Alamsyah, A.Md.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui serangkaian kegiatan seleksi untuk
diterima di sebuah instansi pemerintahan yang dipilih sendiri oleh peserta yang
bersangkutan. Masing-masing instansi pemerintahan memiliki persyaratan masing-
masing dalam proses seleksinya. Namun, sesuai dengan Peraturan Badan
Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Bagian V mengenai Seleksi dan
Pengumuman Hasil Seleksi, penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS terdiri dari 3
tahap, yaitu Seleksi Administrasi, SKD (Seleksi Kompetensi Dasar) dan SKB (Seleksi
Kompetensi Bidang). Penyelenggaraan tahapan-tahapan seleksi berikut bertujuan
untuk mendapatkan CPNS berkualitas terbaik mengingat jumlah peserta yang
mengikuti seleksi penerimaan CPNS cukup banyak sehingga meningkatkan tingkat
kompetisi yang tinggi. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik
Indonesia (BKN) Nomor 14 Tahun 2018 Bagian VI mengenai Pengangkatan dan Masa
Percobaan Menjadi Calon PNS, peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi diangkat
dan ditetapkan sebagai Calon PNS oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) setelah
mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Peserta yang lolos Seleksi Penerimaan CPNS yang memenuhi persyaratan dan
kelengkapan administrasi diberikan NIP oleh Kepala BKN/Kepala Kantor Regional
BKN. Sesuai Peraturan BKN No. 14 Tahun 2018 Bagian VII mengenai Pengangkatan
Menjadi PNS dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS, Calon PNS yang diangkat menjadi
PNS harus memenuhi persyaratan, yaitu lulus pendidikan dan pelatihan serta sehat
jasmani dan rohani. Syarat pertama yang harus dipenuhi oleh CPNS untuk diangkat
menjadi PNS adalah lulus pendidikan dan pelatihan atau yang disebut dengan
LATSAR CPNS (Pelatihan Dasar CPNS). Latsar diselenggarakan oleh instansi terkait
berkoordinasi dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Menurut Peraturan
Lembaga Administrasi Negara No. 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon

Pegawai Negeri Sipil Pasal 5, Latsar bertujuan untuk mengembangkan kompetensi



CPNS yang dilakukan secara terintegrasi. Terintegrasi merupakan penyelenggaraan
Pelatihan Dasar CPNS yang memadukan antara jalur pelatihan klasikal dengan
nonklasikal serta kompetensi sosial kultural dengan kompetensi bidang. Kompetensi
yang dikembangkan dalam Pelatihan Dasar CPNS merupakan kompetensi
pembentukan karakter PNS yang profesional sesuai bidang tugas. Kompetensi diukur
berdasarkan berdasarkan kemampuan menunjukkan sikap perilaku bela negara,
mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya,
mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia serta menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang
dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas. Oleh karena itu, pada kegiatan Latsar CPNS
di Sekretariat Jenderal MPR RI yang bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan
Pelatihan DPR RI (Pusdiklat DPR RI) melaksanakan kegiatan Latsar dengan 4 agenda
kegiatan.

Agenda | membahas mengenai Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara. Pada
Agenda ini dijelaskan mengenai Wawasan Kebangsaan melalui pemaknaan terhadap
nilai nilai Bela Negara sehingga memiliki kemampuan untuk menunjukkan Sikap
Perilaku Bela Negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani
dan mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai
PNS profesional pelayan masyarakat. Agenda Il membahas mengenai Nilai Dasar
PNS, yaitu BerAKHLAK yang merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan,
Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kompeten. Pada tanggal 27 Juli
2021, Presiden Joko Widodo meresmikan Nilai Dasar PNS BerAKHLAK dan Employer
Branding #BanggaMelayaniBangsa. Pada sambutannya, Presiden menyampaikan
bahwa setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) dimanapun bertugas seharusnya
memegang teguh nilai-nilai dasar yang sama dan mempunyai semboyan yang sama.
Selain itu, setiap ASN harus mempunyai orientasi yang sama yaitu memberikan
pelayanan terbaik untuk masyarakat, bukan selayaknya pejabat yang justru minta
dilayani seperti pejabat pada jaman colonial dulu. Agenda Ill membahas mengenai
Manajemen ASN dan SMART ASN. Manajemen ASN bertujuan agar CPNS
memahami Fungsi, Tugas dan Peran ASN serta Kode Etik dan Kode Perilaku ASN.
Fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik serta perekat

dan pemersatu bangsa. Kode Etik dan Kode Perilaku ASN bertujuan untuk menjaga



martabat dan kehormatan ASN. Agenda terakhir, yaitu Agenda IV membahas
mengenai Rancangan Aktualisasi yang akan dilakukan oleh CPNS. Sebagai bentuk
pemahaman dan penerapan Agenda | sampai Ill, CPNS membuat proyek Aktualisasi
untuk menyelesaikan isu yang ada di instansi yang terkait dengan Tugas dan Fungsi
CPNS.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Jabatan
Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Lampiran 5
mengenai Rincian Kegiatan Tugas Jabatan untuk Jabatan Fungsional Pranata
Keuangan APBN, khususnya untuk Pelaksana Tugas Terampil, yang terbagi dalam 5
Sub Unsur Tugas Jabatan, yaitu Perikatan dan Penyelesaian Tagihan, Pelaksanaan
Perintah Pembayaran, Kebendaharaan, Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai,
dan Penyiapan Analisis Laporan Keuangan Instansi. Selain dalam Peraturan
Permenpan RB, Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN juga diatur dalam
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 151/PMK.05/2019 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan
Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pelaksanaan tugas jabatan di Sekretariat Jenderal MPR RI (Setien MPR RI),
Calon Pranata Keuangan APBN Terampil ditempatkan di Bagian Perbendaharaan
Subbagian Perbendaharaan Belanja Majelis Biro Perencanaan dan Keuangan yang
ditugaskan dalam pelaporan pajak dan pengarsipan dokumen yang meliputi dokumen
pajak dan SPM (Surat Perintah Membayar) beserta lampiran pendukungnya. Dalam
penerapannya, ditemukan isu terkait proses pelaporan pajak yang kurang optimal dan
kurang terintegrasi dengan baik. Sesuai dengan arahan dari pemerintah mengenai
Transformasi Digital maka diperlukan perbaikan atas isu tersebut agar tercipta
pelaporan pajak dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, penulis
akan merancang kegiatan untuk proses aktualisasi yaitu “Optimalisasi Pelaporan
PPh dan PPN dengan BANG NOPAN (Pembaruan Data Master, Penggabungan
Register SSP, Penomoran Bukti Bayar, dan Penyimpanan Bukti Potong) di Satker

Majelis Bagian Perbendaharaan Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen MPR RI



Tahun 2022 dengan menerapkan nilai dari berbagai mata pelatihan yang telah

diajarkan pada tugas pokok dan fungsi jabatan penulis sehingga mampu berkontribusi

terhadap visi dan misi organisasi yang diharapkan mampu meningkatkan mutu

pelayanan.

B. Dasar Hukum

1.

10.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pranata
Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/PMK.05/2019
tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata
Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1
Tahun 2021 Tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-26/PB/2020 tentang

Pedoman Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis



Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Jabatan
Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

11. Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

12. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor :14/K.1/Pdp.07/2022
Tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

13. RENSTRA (Rencana Strategis) Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2020-2024

. Tujuan

Adapun tujuan dari pembuatan rancangan aktualisasi ini adalah agar dapat
menghabituasikan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK melalui aktualisasi kegiatan
dengan menggunakan pendekatan esensi Manajemen ASN dan SMART ASN untuk
memecahkan isu “Belum Optimalnya Data Master dan Register Surat Setoran Pajak
(SSP) serta Dokumentasi Bukti Bayar dan Bukti Potong Pajak Penghasilan Unifikasi
(PPh Unifikasi), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan Pasal 21
(PPh 21) di Satker Majelis Bagian Perbendaharaan Biro Perencanaan dan Keuangan
Setjen MPR RI Tahun 2022".

. Manfaat

Atas pembuatan rancangan aktualisasi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:
1. Calon PNS
Bagi calon PNS diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK
saat aktualisasi dengan pendekatan esensi Manajemen ASN dan SMART ASN
sehingga dapat memenuhi kriteria kelulusan untuk menjadi ASN.
2. Instansi dan Unit Kerja Biro Perencanaan dan Keuangan
Bagi instansi Sekretariat Jenderal MPR RI dan unit kerja Biro Perencanaan dan
Keuangan diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan kepada Alat Kelengkapan
MPR RI dan Rekanan Setjen MPR RI terutama terkait pelayanan perpajakan,
sehingga dapat membantu mengoptimalkan pelaporan pajak dengan baik dan benar.
Hal ini akan membawa nama baik instansi dan unit kerja terutama pada aspek
pengelolaannya sehingga Setjen MPR Rl mempunyai citra yang baik di mata seluruh

pihak yang dilayani.



3. Alat Kelengkapan MPR RI dan Rekanan Setjen MPR RI
Membantu Alat Kelengkapan MPR RI dan Rekanan Setjen MPR RI untuk melaporkan
Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan menerbitkan

Bukti Potong bagi masing-masing pihak yang dapat disediakan dengan mudah dan
cepat.



BAB I
PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN

A. Visi dan Misi

Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
(Sekretariat Jenderal MPR RI) merupakan instansi pemerintah yang dalam
menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Sekretariat Jenderal
dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Visi Sekretariat Jenderal MPR Rl adalah Terwujudnya Birokrasi Berkelas Dunia
dalam melayani Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Alat
Kelengkapan dan Masyarakat. Visi Sekretariat Jenderal MPR RI terdiri dari 3 (tiga) kata
kunci yang akan dijelaskan sebagai berikut:
1. Birokrasi berkelas dunia

Sekretariat Jenderal MPR RI sebagai lembaga pemerintahan yang profesional
dan berintegritas tinggi, mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada
Pimpinan MPR RI, Anggota MPR RI, Alat Kelengkapan dan Masyarakat.
Manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan
pada abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik.

2. Melayani Pimpinan MPR RI, Anggota MPR RI dan Alat Kelengkapan.

Sekretariat Jenderal MPR RI memberikan layanan prima kepada Pimpinan
MPR RI, Anggota MPR RI dan Alat Kelengkapan untuk mendukung tugas dan
wewenang konstitusional. Memastikan layanan prima berkontribusi positif terhadap
capaian strategis MPR R, baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Melayani Masyarakat.

Sekretariat Jenderal MPR RI memberikan layanan publik yang prima
berdasarkan asas penyelenggaraan pelayanan publik, meliputi: kepentingan umum;
kepastian hukum; kesamaan hak dan kewajiban; keprofesionalan; paritisipatif;
persamaan perlakukan/tidak diskriminatif, keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas dan
perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; serta kecepatan,
kemudahan dan keterjangkauan.



Misi Sekretariat Jenderal MPR RI adalah:
1. Memberikan layanan prima sesuai kebutuhan strategis MPR RI dalam
menjalankan tugas konstitusional.

Misi pertama dilaksanakan dalam rangka mendukung kata kunci visi
kedua yaitu Melayani Pimpinan MPR RI, Anggota MPR RI dan Alat Kelengkapan.
Layanan konstitusi yang dimaksud mencakup layanan teknis, layanan
administrasi dan layanan keahlian. Layanan prima merupakanlayanan yang
diselenggarakan dengan standar tertentu, sesuai dengankebutuhan dan harapan
penerima layanan.

2. Melaksanakan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI berdasarkan
standar dan praktik terbaik nasional.

Misi kedua dilaksanakan dalam rangka mendukung kata kunci visi
pertama dan ketiga yaitu Birokrasi berkelas dunia dan Melayani masyarakat.
Sebagai Aparatur Pemerintah, Sekretariat Jenderal MPR RI wajib untuk
memberikan layanan publik kepada masyarakat. Penyelenggaraan layanan
publik yang prima dapat terwujud jika Sekretariat Jenderal MPR RI memiliki tata
kelola yang baik. Untuk dapat mewujudkan tata kelola yang baik, Sekretariat
Jenderal MPR RI melaksanakan area perubahan Reformasi Birokrasi dengan
barometer, standar dan praktik terbaik di tingkat nasional.

Tujuan Sekretariat Jenderal MPR RI adalah:
1. Terwujudnya layanan konstitusi yang prima sesuai kebutuhan strategis Majelis
Pemusyawaratan Rakyat RI.

Tujuan ini berkontribusi terhadap misi nomor 1 (satu) Memberikan
layanan prima sesuai kebutuhan strategis MPR Rl dalam menjalankan tugas
konstitusional. Sekretariat Jenderal MPR Rl memberikan layanan berupa
layanan teknis, layanan administrasi dan layanan keahlian yang berkontribusi
terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang MPR RI. Layanan prima yang
diberikan sesuai standar, kebutuhan dan harapan MPR RI. Sesuai standar yaitu
setiap proses pemberian layanan mengacu dan sesuai dengan standar yang
berlaku untuk menjaga kualitas pemberian layanan. Sesuai kebutuhan yaitu
Sekretariat Jenderal MPR Rl menginventarisasi kebutuhan-kebutuhan MPR RI

dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang konstitusinya, sehingga



terdapat gambaran mengenai prioritas layanan dan kebutuhankebutuhan lain
yang wajib dipenuhi. Dalam memenuhi kebutuhan, Sekretariat Jenderal MPR RI
fokus pada detail-detail kecil penerima layanan untuk memenuhi harapan
penerima layanan. Setiap layanan Sekretariat Jenderal MPR RI diarahkan untuk
mendukung kebutuhan strategis Pimpinan 45 MPR RI, Anggota MPR RI dan Alat
Kelengkapan. Pada akhirnya, Sekretariat Jenderal MPR RI dapat berkontribusi
terhadap capaian visi MPR RI 2020 — 2024.

2. Terselenggaranya Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR Rl yang bersih,
akuntabel dan sesuai standar serta praktik terbaik nasional.

Tujuan ini berkontribusi terhadap misi Melaksanakan Reformasi Birokrasi
Sekretariat Jenderal MPR RI berdasarkan standar dan praktik terbaik nasional.
Sekretariat Jenderal MPR RI berkomitmen untuk mengimplementasi Reformasi
Birokrasi sebagai komitmen terhadap perubahan menuju birokrasi berkelas
dunia. Melalui implementasi 8 (delapan) area perubahan, diharapkan dapat
meningkatkan  kapasitas dan akuntabilitas organisasi, mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan meningkatkan kualitas layanan
publik.

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Pasal 2,
Tugas Sekretariat Jenderal adalah memberikan dukungan administrasi dan keahlian
terhadap kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia. Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Sekretaris Jenderal
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020, dalam
melaksanakan tugasnya, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
1. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Sekretariat Jenderal;
2. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di

lingkungan Sekretariat Jenderal;



. Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan bidang pengkajian
dan pemasyarakatan konstitusi, serta penyerapan aspirasi masyarakat kepada
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

. Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan bidang
administrasi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan
Sekretariat Jenderal;

. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia; dan

. Pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia.

“.Eég

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal MPR RI
Sumber. Website Setjen MPR RI: https://setien.mpr.go.id/

|
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Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020, dalam

menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal MPR RI terdiri atas Deputi

Bidang Administrasi dan Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi.

Menurut Pasal 6 Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020, Deputi Bidang Administrasi mempunyai
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tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan dan pelaksanaan

dukungan administrasi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

dan Sekretariat Jenderal. Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan

Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 7 menjelaskan fungsi dari

Deputi Bidang Administrasi, yaitu :

1. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Deputi Bidang Administrasi;

2. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di
lingkungan Deputi Bidang Administrasi;

3. Penyiapan perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan di
bidang sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, dan hukum;

4. Penyiapan perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan di
bidang perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan dan pelaporan
keuangan;

5. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan di bidang hubungan
masyarakat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan
Sekretariat Jenderal;

6. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan pengelolaan sistem
informasi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

7. Penyiapan perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan di
bidang perlengkapan serta pengelolaan barang milik negara di lingkungan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal,

8. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekretaris Jenderal; dan

9. Pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal.

Menurut Pasal 8 Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020, Deputi Bidang Administrasi terdiri
atas Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum; Biro Perencanaan dan
Keuangan; Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi; dan Biro Umum.
Berdasarkan dengan Pasal 86 Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020, Deputi Bidang
Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan dan pelaksanaan dukungan pengkajian

dan pemasyarakatan konstitusi kepada MPR. Sesuai dengan Pasal 87 Peraturan
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Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2020, Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi
menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Deputi Bidang Pengkajian dan
Pemasyarakatan Konstitusi;

2. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di
lingkungan Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi;

3. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian sistem
ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan pelaksanaan dukungan penyerapan aspirasi masyarakat berkaitan dengan
pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan pemasyarakatan
Ketetapan MPR, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal lka;

5. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kesekretariatan
pimpinan MPR dan Sekretariat Jenderal;

6. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan musyawarah
pimpinan dan keprotokolan pimpinan MPR dan Sekretariat Jenderal;

7. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan persidangan dan
rapat, serta kesekretariatan badan dan lembaga kepada MPR;

8. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekretaris Jenderal; dan

9. Pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal.

Menurut Pasal 88 Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020, Deputi Bidang Pengkajian dan
Pemasyarakatan Konstitusi terdiri atas Biro Pengkajian Konstitusi; Biro Persidangan
dan Pemasyarakatan Konstitusi; dan Biro Sekretariat Pimpinan. Selain Depulti,
terdapat Inspektorat yang sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 137
bertugas dalam pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal. Berdasarkan
Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 138, dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat

menyelenggarakan fungsi:
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1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;

2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit,
review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris
Jenderal;

4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan

5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 136, Inspektorat terdiri atas
Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Berdasarkan Peraturan
Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2020 Pasal 28, Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas
melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan di bidang
perencanaan program anggaran, perbendaharaan, administrasi gaji, tunjangan, dan
perjalanan dinas, serta akuntansi dan evaluasi. Dalam melaksanakan tugasnya,
sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 29, Biro Perencanaan dan Keuangan
menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Biro Perencanaan dan Keuangan;

2. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Perencanaan dan Keuangan;

3. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro Perencanaan dan
Keuangan;

4. Koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Biro Perencanaan dan
Keuangan;

5. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan perencanaan anggaran dan program
kegiatan MPR dan Sekretariat Jenderal;

6. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan perbendaharaan MPR dan Sekretariat
Jenderal;

7. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan administrasi gaji, tunjangan, perjalanan
dinas MPR dan Sekretariat Jenderal;

8. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan akuntansi dan monitoring evaluasi; dan

9. Penyusunan evaluasi dan pelaporan Biro Perencanaan dan Keuangan.
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Menurut Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 30, Biro Perencanaan dan Keuangan
terdiri atas Bagian Perencanaan; Bagian Perbendaharaan; Bagian Gaji dan

Administrasi Perjalanan Dinas; serta Bagian Akuntansi dan Evaluasi.

Kepala Biro
Perencanaan dan Keuvangan

Bagian
Aluntansi dan Evaloasi

Bagian Bagian

Bagian
Perencanann Perbendaharaam Gaji dan Administrasi Perjalanan Dinas

Subbagian
Perencanaan

Program

Subbagian Subbagian
Administrasi Perjalanan Dinas Monitoring dan
Evaluasi

Gambar 2. Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan
Sumber. Diolah Sendiri berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020

Calon Pranata Keuangan APBN Terampil ditugaskan di Subbagian
Perbendaharaan Belanja Majelis Bagian Perbendaharaan. Berdasarkan Peraturan
Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2020 Pasal 35, Bagian Perbendaharaan melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan dan pelaksanaan dukungan di bidang perbendaharaan dan administrasi
keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal. Menurut Peraturan Sekretaris Jenderal
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 36,
Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Perbendaharaan;

b. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan perbendaharaan satuan kerja MPR dan
Sekretariat Jenderal;
c. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan perbendaharaan Sekretariat

Jenderal; dan
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d. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di
lingkungan Bagian Perbendaharaan.
Sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 38, Subbagian Perbendaharaan Belanja
Majelis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan
pelaksanaan verifikasi, pengujian, dan penilaian penggunaan anggaran,
pembiayaan, pembukuan dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan,
melakukan pembayaran, pembukuan serta administrasi perjalanan dinas Pimpinan
dan Anggota MPR serta verifikasi dokumen penggunaan anggaran untuk perjalanan
dinas serta penyelesaian administrasi pembayaran kerugian negara satuan kerja

Majelis.

. Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Jabatan
Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 3,
Pranata Keuangan APBN berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di
bidang Pengelolaan Keuangan APBN pada Instansi Pusat dan Instansi Vertikal.
Menurut Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018, Tugas Jabatan Fungsional
Pranata Keuangan APBN yaitu melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan
APBN yang meliputi:
1. Perikatan dan penyelesaian tagihan;
Pelaksanaan perintah pembayaran;
Kebendaharaan;

Pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan

o M w0

Penyiapan analisis laporan keuangan instansi.

Menurut Pasal 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018, uraian kegiatan
Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN dengan jenjang jabatan Terampil,
meliputi:

1. Menginventarisasi dokumen analisis realisasi belanja;
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24,
25.

Menginventarisasi dokumen capaian output;

Menginventarisasi dokumen pengembalian belanja;

Menginventarisasi dokumen penentuan target penerimaan;
Menginventarisasi dokumen realisasi penerimaan;

Menginventarisasi dokumen kepatuhan penerimaan dan penyetoran
penerimaan,;

Menginventarisasi dokumen analisis ekstensifikasi/intensifikasi penerimaan;
Menginventarisasi dokumen pengembalian penerimaan;

Menyiapkan dokumen analisis revolving;

Menyiapkan dokumen analisis realisasi belanja;

Menyiapkan dokumen capaian output;

Menyiapkan dokumen pengembalian belanja;

Menginventarisir dokumen kepegawaian/dokumen sumber;

Menyiapkan perekaman dokumen sumber transaksi/dokumen kepegawaian;
Menyiapkan dokumen dasar pencetakan laporan transaksi;
Menginventarisir bahan monitoring dan evaluasi;

Melaksanakan pengelolaan data Arsip Data Komputer (ADK);
Menginventarisir data transaksi;

Menginventarisir bahan rekonsiliasi laporan keuangan;

Menginventarisir data/dokumen pendukung laporan keuangan;
Menginventarisir data/dokumen penyusunan laporan keuangan;
Menginventarisir data/dokumen perencanaan monitoring dan evaluasi
penyusunan laporan keuangan;

Menginventarisir data/bahan temuan atas laporan keuangan;
melaksanakan penatausahaan dokumen tingkat dasar; dan
Menginventarisir data/bahan/dokumen perikatan dan pembayaran tagihan.
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BAB Il
PENETAPAN ISU PRIORITAS

A. Identifikasi Isu

AA1.

Belum Optimalnya Data Master, Register Surat Setoran Pajak (SSP),
Dokumentasi Bukti Bayar dan Bukti Potong atas Pajak Penghasilan
Unifikasi (PPh Unifikasi), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak
Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) di Satker Majelis Bagian Perbendaharaan
Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen MPR RI Tahun 2022

Calon Pranata Keuangan APBN Terampil menerima dokumen fisik
setoran pajak dari juru bayar dan pengadministrasi umum yang berupa Bukti
Bayar dari bank satker. Dokumen tersebut dilakukan scanning sebagai
dokumentasi dalam bentuk digital. Mengisi register Billing pajak yang sumber
datanya dari scan dokumen Bukti Bayar yang digunakan untuk menyusun
Lampiran Surat Konfirmasi Penerimaan Negara dan Arsip Data Komputer (ADK).
Data lain terkait Bukti Bayar yang diperlukan dalam pengisian register Billing
pajak adalah Form Kode Billing. Kesulitan muncul saat mengisi register Billing
pajak yang mana membutuhkan kedua dokumen tersebut. Membuat Surat
Konfirmasi Penerimaan Negara yang ditujukan kepada KPPN Jakarta VIl dan
dikirim melalui email beserta lampiran suratnya dan ADK. Jika disetujui, maka
KPPN akan mengirimkan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara. Kemudian
dokumen fisik bukti bayar diserahkan kepada bagian pungut atau setor pajak
untuk dilakukan pemungutan atau penyetoran PPh dan PPN. Dalam proses ini
terdapat kesulitan dalam mengidentifikasi jenis transaksi dan masa pajak yang
tidak tercantum pada bukti bayar.

Selanjutnya, dilakukan perekaman data di Register SSP. Di dalam Register
SSP, terdapat data master yang berisi nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) rekanan. Data Master ini belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk
pengisian data pada Register SSP terkait PPh Unifikasi (PPh 22, PPh 23, PPh
4(2)) dan PPN bersumber dari tiga dokumen, yaitu Billing Code, Bukti Bayar dan
Nota Konfirmasi Penerimaan Negara serta didukung dengan data rincian pajak

Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang sudah
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dibuat oleh validator keuangan dan disimpan di Folder Sharing. Untuk PPh 21
Final bersumber dari dokumen Laporan Monitoring Potongan SPM (Satker
Pembayar) yang dapat diunduh melalui website OM-SPAN Kementerian
Keuangan. Pengisian pada register ini berkaitan dengan data rekanan yang
meliputi nama dan NPWP, jumlah Dasar Pengenaan Pajak (DPP), pajak yang
dipotong (baik PPh maupun PPN), No. Urut, NTPN atau No. SP2D yang
membutuhkan waktu yang lebih lama dan ketelitian yang cukup tinggi.

Dalam proses pengisian Register SSP, disertai dengan melakukan rename
pada scan Bukti Bayar serta Laporan Monitoring Potongan SPM (Satker
Pembayar) sesuai dengan nomor urut pada register. Pada proses ini ditemukan
kesulitan dalam mengidentifikasi dokumen satker majelis dengan dokumen
satker setjen. Kegiatan dilanjutkan dengan pembuatan script upload yang
datanya diambil dari Register SSP dan akan diunggah ke laman Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) online untuk penerbitan bukti potong PPh dan PPN. Bukti
potong yang telah terbit dapat diunduh pada laman DJP online yang dapat
digunakan untuk kepentingan instansi, seperti Biro Perencanaan dan Keuangan
dan Alat Kelengkapan MPR RI, maupun kepentingan pihak eksternal, seperti
Rekanan Setjen MPR RI. Namun, sering ditemui kesulitan dalam menyediakan
bukti potong ketika ada permintaan, khususnya dari Rekanan Setjen MPR RI
yang meminta bukti potong atas transaksinya selama setahun.

Kesulitan yang muncul saat mengisi register Billing pajak, kesulitan dalam
mengidentifikasi jenis transaksi dan masa pajak yang tidak tercantum pada bukti
bayar, pemanfaatan data master yang belum optimal, pengisian Register SSP
yang membutuhkan waktu yang lebih lama dan ketelitian yang cukup tinggi,
kesulitan dalam mengidentifikasi dokumen satker majelis dengan dokumen
satker setjen serta kesulitan dalam menyediakan bukti potong ketika ada
permintaan menunjukkan bahwa kurangnya implementasi Manajemen ASN
terkait kode etik dan kode perilaku ASN dalam bekerja yang menyatakan bahwa
ASN harus melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin serta
menunjukkan juga bahwa kurangnya penerapan SMART ASN pada Aspek

Tl/Literasi Digital dan Profesionalisme.

18



Kendala pertama yang dihadapi pada isu ini adalah pengisian Register
SSP dibutuhkan waktu yang lebih lama dan ketelitian yang cukup tinggi. Hal ini
disebabkan karena Register SSP PPh Unifikasi dan PPN terpisah dengan
Register PPh 21. Pemisahan kedua register mengakibatkan harus adanya
pengisian data secara dua kali yang meningkatkan potensi salah pengisian yang
dapat terjadi seperti data PPh Unifikasi dan PPN diisi pada Register SSP PPh 21
dan sebaliknya sehingga hal inilah mengapa disebutkan bahwa dibutuhkan
ketelitian yang cukup tinggi. Selain itu, karena adanya 2 register SSP maka waktu

pengerjaan menjadi lebih lama yang seharusnya dapat lebih cepat.

S

Gambar 3. Register SSP PPh 21
Sumber: Folder Sharing Biro Perencanaan dan Keuangan

>

=
"

Gambar 4.Register SSP PPh Unifikasi
Sumber: Folder Sharing Biro Perencanaan dan Keuangan
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Gambar 3 merupakan Data Register SSP untuk PPh 21, sedangkan
Gambar 4 merupakan Data Register SSP untuk PPh Unifikasi dan PPN yang
menunjukkan bahwa perekaman SSP PPh 21 dengan SSP PPh Unifikasi dan
PPN dilakukan pada register yang terpisah. Dapat dilihat juga, format kedua
register tersebut juga berbeda yang berarti data yang dibutuhkan berbeda.
Padahal, data kedua register tersebut sama. Hal ini juga salah satu faktor
penyebab munculnya kesalahan pengisian data register. Apabila kesulitan atau
kendala ini tidak diselesaikan akan berdampak pada data yang disajikan salah
dan berpengaruh pada jumlah PPh Unifikasi, PPN dan PPh 21 yang dilaporkan
tidak sesuai dengan jumlah pajak yang dibayar serta dapat menyebabkan
terlambatnya pelaporan pajak tiap bulannya.

Kendala yang kedua adalah kesulitan yang muncul saat mengisi register
Biling pajak.Hal ini disebabkan dokumen fisik yang diberikan dari
pengadministrasi umum dan juru bayar hanya Bukti Bayar dari bank Satker,
sehingga ketika melakukan scan dokumen hanya berupa Bukti Bayar sedangkan
saat mengisi register Billing pajak diperlukan juga data dari dokumen Kode Billing
yang sebenarnya secara digital sudah ada di Folder Sharing. Namun, tetap saja
ditemui kesulitan dalam melakukan pengisian Register Billing Pajak karena scan
kedua dokumen tersebut terpisah.

Kendala yang ketiga adalah kesulitan dalam mengidentifikasi jenis
transaksi dan masa pajak yang tidak tercantum pada bukti bayar. Kendala ini
berkaitan dengan dokumentasi Bukti Bayar yang tidak dilampiri dengan dokumen
Kode Billing. Terdapat informasi yang tidak ada di dalam rincian Bukti Bayar
seperti masa pajak dan jenis transaksi atas bukti bayar tersebut, seperti UP/TUP
ke berapa. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi dokumen fisik
bukti bayar terkait masa pajak dan atas UP/TUP ke berapa.

Kendala yang keempat adalah pemanfaatan data master yang belum
optimal. Data master adalah database yang berisi informasi mengenai nama dan
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Data master ini sudah ada di Register SSP
sehingga ketika akan mengisi nama rekanan pada lembar kerja Register SSP
sudah otomatis terisi dengan hanya menggunakan NPWP. Namun,

pemanfaatannya belum optimal karena apabila ada data rekanan baru tidak
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ditambahkan ke data master yang menyebabkan data master kurang update
sehingga nama rekanan baru tersebut tidak muncul secara otomatis pada lembar
kerja Register SSP. Hal ini akan berdampak pada lamanya pengerjaan register
dan potensi human error yang lebih tinggi saat pengisian nama rekanan
Kendala yang kelima adalah ditemukannya kesulitan dalam
mengidentifikasi dokumen satker majelis dengan dokumen satker setjen. Hal ini
disebabkan karena sistem penomoran yang digunakan antara 2 satker sama
sehingga sulit membedakan dokumen Satker Majelis dan Satker Setjen. Apabila
hal ini tidak diselesaikan, maka akan berdampak pada kebutuhan dokumen saat
audit oleh BPK RI dan saat dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan, seperti
Unit Kerja lain, anggota MPR RI, rekanan MPR RI maupun Biro Perencanaan

dan Keuangan sendiri.

Times Mew Forns

Pt = | BT,

A4
- =
1 Ha. NFWP it Fama NPHT
2 nn _|ANOGERAH [aTa BENT Cak
& 000 |ARDTAR
4 mg _|BAMBAHS FOTANTO (FD MARGEANT)
5 mo: [BENCAHE ARA FENGELUARAN MATELE
% D0dd
7 0lga _|CALADI L1604 CEMEILAY
ERIETET) |ovart oowa avA PRASETTA
s mon Jev Dt BoTae PERMATA
E EETET) _|ov aERsaGIE
1] 0ies ¥ AGA AVAWTA TUTEA
n mEn _|CR AGIL AHOGERAH
13 23 v ARATY A CATEEING
¥ u1 OV AEHAR TEHHINDG EEATAML
15| n23s _|ov aRsa R BERSANA MANDIR]
B i CV ALAFASY IHTT
17| oe o ALFA CIFTA MUICTE
13 0338 JCT ALSYTRAFA
EARTEY i atlas DICYTAL PRINTONG
;| mu v AnATA KESIMA
21 mer |oT amrsRAR PRATAMA
=] mwm _|c¥ ANUSRAR PUTEA FEEDANA
23 7350 CT ARAS PRIMA STRSES
al wn Je¥ aBe NuzaTARL
= | 1em |ow amramara
% M¥H _|C¥ ARMALCH SAXTL
| 3w _|ow arTHA MamRGEAL
R 7 ABT & FAFF PERSATA
AT |o asiee ase wascm
- BETET e amo s
| s C7 A0LL4 BONDA
- BIETTE) _|ov azks FUTEA tanDE
83 031 C¥ EABAGIA ABATIC
| Master Pajak | Shest] Sheet2 | Sheetd | +

Gambar 5. Data Master Register SSP
Sumber: Folder Sharing Biro Perencanaan dan Keuangan
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Gambar 6. Bukti Bayar Satker Majelis dan Setjen
Sumber. Folder Sharing Biro Perencanaan dan Keuangan
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Gambar 7. Penomoran Satker Majelis
Sumber: Folder Sharing Biro Perencanaan dan Keuangan

22



= T e el Nl Bl

¥ - . - s = Aartes = An
Tirnes blew Rama =10 = & # == ¥- Fwepl General 2 —;F . LT ol [] . ofasa

EEEElemanms

[t
s
1
"

ERTEHE

Gambar 8. Penomaran Satker Setjen
Sumber: Folder Sharing Biro Perencanaan dan Keuangan

Pada Gambar 6 merupakan dokumen Bukti Bayar Bank Satker Majelis dan
Setjen. Keduanya memiliki bentuk dan memuat informasi yang sama namun
seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7 dan Gambar 8, nomor urut antara
Satker Setjen dan Satker Majelis memiliki sistem penomoran yang juga sama,
yaitu menggunakan angka. Kendala yang terakhir adalah kesulitan dalam
menyediakan bukti potong ketika ada permintaan dari Alat Kelengkapan MPR RI
atau Rekanan Setjen MPR RI. Hal ini disebabkan karena bukti potong yang telah
terbit di laman DJP Online tidak diunduh secara bulanan dan tidak dilakukan
dokumentasi secara digital dengan rapi dan baik sehingga saat kedua pihak
tersebut melakukan permintaan yang biasanya dilakukan secara tahunan, maka
harus mengunduh terlebih dahulu bukti potong dari bulan Januari hingga
Desember tahun tersebut yang menyebabkan permintaan dari kedua pihak
tersebut tidak dapat dilayani dengan cepat.

Pihak-pihak yang terkena dampak atas isu ini adalah Bagian
Perbendaharaan Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen MPR RI selaku pihak
yang memproses bukti potong karena akan mengalami kesulitan dalam proses
pelaporan hingga bukti potong terbit dan dikirim serta pihak Alat Kelengkapan
MPR RI dan Rekanan Setjen MPR RI karena isu tersebut dapat berpotensi

keterlambatan penerbitan atau pengiriman bukti potong sehingga rekanan tidak
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A.2.

dapat menerima bukti potong tersebut tepat waktu. Selain itu, Biro Perencanaan
dan Keuangan juga akan menghadapi kesulitan dalam proses audit oleh BPK RI
karena mengalami kendala dalam mencari dokumen untuk kebutuhan audit.

Keterkaitan isu ini dengan Manajemen ASN adalah melaksanakan
tugasnya dengan cermat dan disiplin sesuai dengan kode etik dan kode perilaku
ASN dalam hal melakukan perekaman data pajak dengan cermat menggunakan
register data yang tidak terpisah, dokumentasi Bukti Bayar dan Form Billing Code
secara digital dengan rapi dan baik serta pengoptimalan data master, sedangkan
keterkaitan dengan SMART ASN berhubungan dengan Aspek Tl/Literasi Digital
yaitu pengoptimalan data master dan dokumentasi bukti potong secara digital
dengan teratur dan rapi serta Aspek Profesionalisme yaitu membuat penomoran
yang berbeda pada dokumen Satker Majelis agar berbeda dengan Satker Setjen
sehingga memudahkan dalam pencarian dokumen jika dibutuhkan.
Belum Optimalnya Pengiriman Bukti Potong Pajak Penghasilan Unifikasi
(PPh Unifikasi ), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan
Pasal 21 (PPh 21) di Satker Majelis Bagian Perbendaharaan Biro
Perencanaan dan Keuangan Setjen MPR RI Tahun 2022

Bukti potong ini PPh dan PPN yang telah terbit akan diminta oleh Alat
Kelengkapan MPR RI dan Rekanan Setjen MPR RI untuk kebutuhan pajak yang
biasanya akan diminta dalam periode bulanan, triwulan, semester atau tahunan.
Bukti potong akan dikirim langsung kepada Alat Kelengkapan atau Rekanan.
Namun, bukti potong juga dapat dikirim kepada Alat Kelengkapan atau Rekanan
melalui unit kerja yang terkait. Pada proses ini, ditemui kendala dalam
menentukan koordinator pengiriman bukti potong. Selain itu, pengiriman bukti
potong juga harus menunggu permintaan dari Alat Kelengkapan atau Rekanan
terlebih dahulu, baik permintaan langsung dari Alat Kelengkapan atau Rekanan
maupun melalui unit kerja yang terkait. Bukti potong saat ini sudah ada dalam
bentuk digital sehingga tidak perlu mengirimkan dokumen fisik. Namun,
ditemukan kendala dalam proses pengirimannya kepada Alat Kelengkapan,
Rekanan atau Unit Kerja yang terkait.

Terkendala dalam menentukan koordinator pengiriman bukti potong,

pengiriman bukti potong harus menunggu permintaan dari Alat Kelengkapan
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atau Rekanan terlebih dahulu, dan ditemukannya kendala dalam proses
pengiriman bukti potong menunjukkan bahwa kurangnya implementasi
Manajemen ASN terkait kode etik dan kode perilaku ASN dalam bekerja yang
menyatakan bahwa ASN harus memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu
menjaga reputasi dan integritas ASN serta menunjukkan juga bahwa kurangnya
penerapan SMART ASN pada Aspek Tl/Literasi Digital, Profesionalisme dan
Networking.

Ditemukan tiga kendala dalam isu ini, yaitu yang pertama menentukan
koordinator pengiriman bukti potong. Belum adanya daftar koordinator dari Alat
Kelengkapan MPR RI, Rekanan Setjen MPR RI maupun Unit Kerja yang terkait
menjadi penyebab timbulnya kendala ini sehingga pengiriman bukti potong dapat
dikirimkan kepada orang yang berbeda dan mengakibatkan timbulnya kesalahan
informasi, seperti seharusnya bukti potong sudah dikirimkan namun dari pihak
merasa belum menerima karena dari koordinator belum mengirimkan. Saat akan
melakukan konfirmasi koordinator, timbul kesulitan karena koordinator yang
berbeda.

Kendala yang kedua adalah pengiriman bukti potong harus menunggu
permintaan dari anggota atau rekanan dan kesulitan saat mencari bukti potong.
Pengiriman bukti potong oleh instansi Setjen MPR RI harus menunggu
permintaan terlebih dahulu dari anggota MPR RI atau rekanan karena dari Biro
Perencanaan dan Keuangan belum mempunyai daftar kontak dari seluruh
anggota dan rekanan, baik nomor telepon maupun e-mail sehingga Biro
Perencanaan dan Keuangan Setjen MPR RI tidak dapat mengirim langsung
kepada anggota atau rekanan setelah bukti potong terbit. Apabila hal ini tidak
diselesaikan, maka bukti potong rekanan atau anggota tidak akan terkirim ke
pihak yang bersangkutan mengingat instansi hanya mengandalkan konfirmasi
permintaan dari rekanan maupun anggota sehingga dapat menyebabkan
rekanan atau anggota tidak memiliki dokumen bukti potong sebagai bukti

pemotongan penghasilan.
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Gambar 9. Tangkapan Layar Dashboard Laman DJP Online
Sumber. Laman DJP Online (https://djponline.pajak.go.id/

Kendala yang ketiga adalah kesulitan dalam melakukan pengiriman bukti
potong yang disebabkan karena media pengiriman bukti potong yang beragam
kepada Alat Kelengkapan MPR RI, rekanan Setjen MPR RI atau Unit Kerja. Hal
ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam mencari bukti bahwa bukti potong dari
Setjen MPR RI sudah dikirim ke pihak terkait.

Pihak yang terkena dampak apabila isu ini tidak diselesaikan adalah Biro
Perencanaan dan Keuangan yang hanya menunggu konfirmasi permintaan dari
anggota atau rekanan dalam mengirim bukti potong yang memunculkan potensi
bukti potong tidak dikirim dan tidak diterima oleh anggota dan rekanan apabila
anggota atau rekanan tidak menghubungi Biro Perencanaan dan Keuangan.
Selain itu, Biro Perencanaan dan Keuangan juga akan mengalami kesulitan
dalam melakukan pengiriman bukti potong jika pada akhir tahun anggota atau
rekanan baru melakukan konfirmasi permintaan karena tidak ada proses
penyimpanan lebih awal terhadap bukti potong yang sudah terbit. Anggota atau
rekanan MPR RI juga dapat terkena dampak dengan lamanya penerimaan bukti
potong saat sudah diminta ataupun kemungkinan tidak diterimanya bukti potong.

Keterkaitan isu ini dengan Manajemen ASN adalah terkait dengan kode
etik dan kode perilaku ASN yang menyatakan bahwa ASN harus memegang
teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN yang
dalam hal ini menjaga hubungan baik antara Setjen MPR RI, khususnya Biro
Perencanaan dan Keuangan, dengan anggota dan rekanan MPR RI dalam
pengiriman bukti potong sedangkan keterkaitannya dengan SMART ASN pada

Aspek Tl/Literasi Digital adalah penyimpanan bukti potong secara langsung
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A.3.

setelah terbit, Aspek Profesionalisme dalam mengatur penyimpanan bukti
potong dan Aspek Networking dalam menjaga hubungan baik antara Setjen MPR
RI, khususnya Biro Perencanaan dan Keuangan, dengan anggota maupun
rekanan MPR RI perihal pengiriman bukti potong.
Belum Optimalnya Pengarsipan Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM)
dan Lampiran Pendukung di Satker Majelis Bagian Perbendaharaan Biro
Perencanaan dan Keuangan Setjen MPR RI Tahun 2022

Bendahara Pengeluaran memberikan dokumen SPM dan lampiran
pendukungnya kepada Calon Pranata Keuangan APBN Terampil untuk
dilakukan pengarsipan. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah mengunduh
dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) melalui website OM-SPAN
Kementerian Keuangan. Kegiatan dilanjutkan dengan melepas steples yang ada
di seluruh dokumen. Setelah itu, menyusun urutan dokumen yang mana
dokumen SP2D berada di lembar pertama, dilanjutkan dengan dokumen SPM,
kemudian dokumen SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan dokumen
pendukung lainnya. Kegiatan selanjutnya adalah melakukan scanning seluruh
dokumen yang dilakukan oleh admin scan dan photo copy untuk disimpan di
Folder Sharing. Dalam kegiatan ini muncul kesulitan dalam proses penyimpanan
hasil scan dokumen. Kemudian, dokumen fisik disimpan pada bantex. Saat
dokumen disimpan dalam bantex, muncul kesulitan saat akan mencari kembali
dokumen tersebut apabila dibutuhkan, seperti untuk kelengkapan audit BPK RI.

Kesulitan dalam proses penyimpanan hasil scan dokumen dan kesulitan
saat akan mencari kembali dokumen tersebut apabila dibutuhkan menunjukkan
bahwa kurangnya implementasi Manajemen ASN terkait kode etik dan kode
perilaku ASN dalam bekerja yang menyatakan bahwa ASN harus melaksanakan
tugasnya dengan cermat dan disiplin serta menunjukkan juga bahwa kurangnya
penerapan SMART ASN pada Aspek IT/Literasi Digital dan Profesionalisme.

Dalam isu ini, ditemukan 2 kendala, yaitu kesulitan dalam proses
penyimpanan hasil scan dokumen SPM dan Lampiran Pendukung. Hal ini
disebabkan karena belum ditentukan Folder penyimpanan scan dokumen
tersebut pada Folder Sharing Biro Perencanaan dan Keuangan. Apabila kendala

ini tidak diselesaikan maka akan mengalami kesulitan dalam mencari scan
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dokumen tersebut saat dibutuhkan untuk keperluan audit oleh BPK RI atau
diminta oleh pihak yang berkepentingan. Kendala yang kedua mengenai
kesulitan saat akan mencari kembali dokumen fisik tersebut apabila dibutuhkan.
Hal ini disebabkan karena belum adanya penomoran arsip pada bantex. Dampak
apabila kendala ini tidak diselesaikan adalah kesulitan dalam menemukan
dokumen fisik saat dibutuhkan seperti saat audit BPK RI.
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MAJSLIE
sima T PRRINTAH HEMEAYAR
Mamor CDOMEA Tamgpe G2Fes-203 Hatiermn in
LTS Ty PR Jakails Wi 1 ES)
| ATOMEIR IDgTEN saLinah Fp
Tanen Angparmn 9022 [T
Dy Pemmayain Sagmin
| mmi SRR
| AN 08 A TH JrHy
| 7o
| 1 HERACEY & TAHLIRL 2021 TENTANG |
| &PEN TR ARG GARSH 200 1
| FEMGELUARAN JURLAA JMII:-_
Juswish Peogsiusrai 1
POTONGAN JUALEH ARG

Turlah Poioegoes L

TOTAL FEMBAT ARAN

LAKARTA. & Fediume 2022
41 Fuaze Pefgure Angguet
Pajabai Panardatorga EPE

fduu

Habinaran, darniLngan dan 5] yoeg feruang delem SP it DRA, TRITATM
[EngQLny jawah Friabal Fenastalargen SF [T

Gambar 10. Surat Perintah Membayar (SPM)
Sumber: Folder Sharing Biro Perencanaan dan Keuangan
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Gambar 11. Tangkapan Layar Laman OM SPAN Kementerian Keuangan
Sumber. Laman OM SPAN (https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/)

Pihak yang terkena dampak apabila isu ini tidak diselesaikan adalah Biro
Perencanaan dan Keuangan yang kesulitan dalam melakukan penyimpanan
arsip fisik dan digital yang berakibat pada kesulitan dalam beberapa kegiatan
seperti audit BPK RI dan unit kerja pengarsipan yang juga kesulitan dalam
meregistrasikan arsip dokumen.

Keterkaitan isu ini dengan Manajemen ASN adalah melaksanakan
tugasnya dengan cermat dan disiplin sesuai dengan kode etik dan kode perilaku
ASN dalam hal melakukan pengarsipan fisik dan digital dokumen SPM dan
Lampiran Pendukung secara rapi dan teratur, sedangkan keterkaitan dengan
SMART ASN berhubungan dengan Aspek Tl/Literasi Digital yaitu pembuatan
nomor arsip fisik pada bantex melalui Ms. Word dan Aspek Profesionalisme yaitu
mengubah cara pengarsipan dokumen dari yang tidak teratur menjadi tertata dan

rapi.

B. Penetapan Isu Prioritas
B.1. Teknik Tapisan Isu
Setelah memahami isu yang ada di instansi, khususnya di Biro

Perencanaan dan Keuangan, maka selanjutnya perlu dilakukan analisis untuk
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memahami isu tersebut secara utuh dan kemudian dengan menggunakan
kemampuan berpikir konseptual dicarikan alternatif jalan keluar pemecahan isu.
Untuk menetapkan isu yang berkualitas, diperlukan kemampuan berpikir kritis
yang ditandai dengan penggunaan alat bantu penetapan kriteria kualitas isu.
Salah satunya adalah menggunakan Teknik Tapisan Isu USG (Urgency,
Seriousness, dan Growth). Urgency, seberapa mendesak suatu isu harus
dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. Seriousness, seberapa serius suatu isu
harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Growth,
seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani
segera. Penilaian kualitas isu dengan teknik tapisan ini menggunakan indikator
penilaian yang pada masing-masing indikator memiliki rentang nilai dari angka 1-

5. Berikut Indikator Penilaian Isu :

U: Urgency
Nilai Indikator Deskripsi Nilai
1 Sangat tidak mendesak Tindak lanjut dalam kurun waktu > 1 tahun
2 Tidak mendesak Tindak lanjut dalam kurun waktu 1 tahun
3 Cukup mendesak Tindak lanjut dalam kurun waktu 6 bulan
4 Mendesak Tindak lanjut dalam kurun waktu 3 bulan
5 Sangat mendesak Tindak lanjut dalam kurun waktu 1 bulan

Tabel 1. Indikator Penilaian U (Urgency)

S: Seriousness

Nilai Indikator Deskripsi Nilai
1 Sangat tidak serius Dampaknya pada level individu
2 Tidak serius Dampaknya pada tim kerja
3 Cukup serius Dampaknya pada unit kerja
Nilai Indikator Deskripsi Nilai
4 Serius Dampaknya pada instansi
5 Sangat serius Dampaknya pada nasional

Tabel 2. Indikator Penilaian S (Seriousness)
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G: Growth

Nilai

Indikator

Deskripsi Nilai

1

Sangat tidak cepat memburuk

Memburuk dalam kurun waktu > 1 tahun

Tidak cepat memburuk

Memburuk dalam kurun waktu 1 tahun

Cukup cepat memburuk

Memburuk dalam kurun waktu 6 bulan

Cepat memburuk

Memburuk dalam kurun waktu 3 bulan

gl b WN

Sangat cepat memburuk

Memburuk dalam kurun waktu 1 bulan

Tabel 3. Indikator Penilaian G (Growth)

B.2. Pemilihan Isu Prioritas

NO

ISU

Belum Optimalnya Data Master,

Register Surat Setoran Pajak (SSP),

Dokumentasi Bukti Bayar dan Bukti
Potong atas Pajak Penghasilan Uni
(PPh Unifikasi ), Pajak Pertambaha
Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan

Pasal 21 (PPh 21) di Satker Majelis

Bagian Perbendaharaan Biro

Perencanaan dan Keuangan Setjen

MPR RI Tahun 2022

fikasi
n 514 |5 14 |

Belum Optimalnya Pengiriman Bukti
Potong Pajak Penghasilan Unifikasi

(PPh Unifikasi ), Pajak Pertambaha
Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan

Pasal 21 (PPh 21) di Satker Majelis

Bagian Perbendaharaan Biro

Perencanaan dan Keuangan Setjen

MPR RI Tahun 2022

n

Belum Optimalnya Pengarsipan
Dokumen Surat Perintah Membaya

r

(SPM) dan Lampiran Pendukung Satker | 4 | 4 | 4 12 Il

Majelis Bagian Perbendaharaan Biro
Perencanaan dan Keuangan Setjen

MPR RI Tahun 2022

Tabel 4. Matrik Pemilihan Isu Prioritas dengan Analisis USG

Pada indikator Urgency (U), isu pertama diberikan nilai 5 yang

dikategorikan sangat mendesak yang dibutuhkan tindak lanjut dalam kurun waktu

1 bulan. Hal ini dikarenakan kegiatan perekaman register SSP dan dokumentasi

dokumen SSP dilakukan tiap bulan.

Isu kedua diberikan nilai 2 yang

dikategorikan tidak mendesak yang dibutuhkan tindak lanjut dalam kurung waktu

1 tahun. Hal ini dikarenakan anggota MPR RI dan rekanan Setjen MPR RI
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meminta bukti potong di akhir tahun. Isu ketiga diberikan nilai 4 yang
dikategorikan mendesak dan dibutuhkan tindak lanjut dalam kurun waktu 3 bulan.
Hal ini dikarenakan biasanya arsip SPM dan Lampiran Pendukung akan
diarsipkan dalam 3 bulan sekali.

Pada indikator Seriousness (S), isu pertama sampai ketiga diberikan nilai
4 yang dikategorikan bahwa dampaknya akan berpengaruh pada instansi. Hal ini
dikarenakan masing-masing isu melibatkan pihak-pihak di luar Biro Perencanaan
dan Keuangan, baik dari dalam maupun dari luar Setjen MPR RI. Isu pertama
melibatkan anggota MPR RI dan rekanan Setjen MPR RI, DJP dan BPK. Isu
kedua melibatkan Unit Kerja Pengarsipan dan BPK, sedangkan isu ketiga
melibatkan anggota MPR RI dan rekanan Setjen MPR RI.

Pada indikator Growth (G), isu pertama diberikan nilai 5 yang dikategorikan
sangat cepat memburuk yang apabila isu ini tidak diselesaikan maka akan
memburuk dalam kurun waktu 1 bulan. Hal ini dikarenakan kegiatan yang terkait
dengan isu ini dilakukan tiap bulan. Isu kedua diberikan nilai 2 yang dikategorikan
tidak cepat memburuk yang apabila isu ini tidak diselesaikan maka akan
memburuk dalam waktu 1 tahun. Hal ini dikarenakan kegiatan yang terkait
dengan isu ini dilakukan tiap 1 tahun. Isu kedua diberikan nilai 4 yang
dikategorikan cepat memburuk yang apabila isu ini tidak diselesaikan maka akan
memburuk dalam kurun waktu 3 bulan. Hal ini dikarenakan kegiatan yang terkait
dengan isu ini dilakukan tiap 3 bulan.

Maka berdasarkan tabel penilaian kualitas isu dan penjelasannya di atas
dapat disimpulkan bahwa dari tingkat Urgency, Seriousness, dan Growth
prioritas isu yang harus segera dilakukan penyelesaian adalah isu no. 1, yaitu
“‘Belum Optimalnya Data Master, Register Surat Setoran Pajak (SSP),
Dokumentasi Bukti Bayar dan Bukti Potong atas Pajak Penghasilan Unifikasi
(PPh Unifikasi), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 21
(PPh 21) di Satker Majelis Bagian Perbendaharaan Biro Perencanaan dan
Keuangan Setjen MPR RI Tahun 2022”, dengan rumusan isu:

“Belum Optimalnya Pelaporan PPh dan PPN di Satker Majelis Bagian
Perbendaharaan Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen MPR RI Tahun
2022”
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C. Penentuan Penyebab Terjadinya Isu
Dari sejumlah isu yang telah dianalisis menggunakan teknik tapisan USG,
selanjutnya dilakukan analisis lebih mendalam terkait isu yang telah memenuhi
kriteria USG dengan menggunakan teknik analisis isu. Salah satunya adalah
Fishbone Diagram. Diagram ini akan mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari
satu efek, isu atau masalah dan menganalisis masalah tersebut melalui brainstorming
yang dipecah menjadi sejumlah kategori yang berkaitan, seperti manusia, material,

mesin, prosedur, kebijakan dan sebagainya.

Melakukan perekaman
data sebanyak dua kali
untuk PPh dan PPN

Data rekanan yang sudah pernah
I direkam tidak muncul otomatis

[
R

Bukti Bayar digital dan
Kurangnya Kode Billing digital tidak

pemsﬂfa:lan fitur menjadi 1 dokumen

Ms. Excel

Rekanan baru
belum dilakukan
register

| Belum Optimalnya Pelaporan
PPh dan PPN di Satker

o Majelis Bagian

&4 Perbendaharaan Biro
Perencanaan dan Keuangan
Setjen MPR RI Tahun 2022

Kode Billing digital
dan Bukti Bayar

digital idak menjadi
1 dokumen

Kesulitan dalam
menyediakan bukti
potong saat ada
permintaan dari Alat
Kelengkapan atau
Rekanan

Kode E.\fh'ngtlda{
dilampirkan dengan
Bukti Bayar
secara fisik

rd
Sulitnya mengidentifikasi
dokumen Satker Majelis
dan Satker Setjen

Gambar 12. Fishbone Diagram
Sumber Gambar: https://portaljember.pikiran-rakyat.com

1. Data Master yang belum lengkap dan terbaru. Data Master Register SSP
masih belum lengkap dan terbaru sehingga apabila mengisi kolom NPWP Alat
Kelengkapan dan/atau Rekanan yang sudah pernah direkam sebelumnya pada
Register SSP, tidak langsung muncul secara otomatis dan harus dilakukan input
manual. Hal ini juga berlaku sama untuk data Alat Kelengkapan atau Rekanan
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5.

baru yang belum ditambahkan ke Data Master. Hal ini berdampak pada waktu
pengerjaan yang lebih lama dan berisiko terlambat melakukan pelaporan pajak.
Register SSP terpisah. Register SSP PPh Unifikasi dan PPN dengan Register
SSP PPh 21 terpisah sehingga harus melakukan pengisian data SSP pada 2
register yang berbeda. Hal ini berdampak munculnya risiko kesalahan pengisian
data pada Register SSP sehingga dapat menyebabkan jumlah pajak yang
dilaporkan salah dan waktu pengerjaan menjadi lebih lama.

Penyimpanan Bukti Potong tidak dilakukan Bulanan. Hal ini disebabkan
karena Bukti Potong digital yang telah terbit dari laman DJP Online secara bulan.
Padahal, Bukti Potong dilaporkan di tiap bulan dan akan terbit di bulan yang
sama dengan pelaporan pajak, bahkan di hari yang sama. Namun dalam
praktiknya, Bukti Potong baru diunduh di akhir tahun. Belum adanya
penyimpanan Belum adanya sistem penyimpanan Bukti Potong digital di Folder
Sharing Biro Perencanaan dan Keuangan membuat dokumentasi Bukti Potong
tidak terorganisir dengan baik. Hal ini berdampak sulithya dalam menyediakan
Bukti Potong digital saat diminta oleh Alat Kelengkapan dan/atau Rekanan.
Sistem penomoran dokumen yang sama. Dokumen Kode Billing dan Bukti
Bayar antara Satker Majelis dan Satker Setjen memiliki nomor urut yang sama
sehingga hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi dokumen
Kode Billing dan Bukti Bayar antara kedua satker tersebut, khususnya apabila
dokumen tersebut dibutuhkan seperti untuk proses audit oleh BPK RI.
Dokumentasi Kode Billing dan Bukti Bayar terpisah. Secara fisik, Kode Billing
tidak dilampirkan dengan Bukti Bayar sehingga dalam praktiknya dokumentasi
hanya berupa Bukti Bayar. Hal ini menyebabkan kurangnya informasi pada
dokumentasi dokumen karena terdapat data yang ada di Kode Billing, namun
tidak ada di Bukti Bayar, yaitu jenis transaksi dan masa pajak. Secara digital,
dokumentasi kedua dokumen tersebut juga terpisah, tidak menjadi 1 dokumen.
Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pengisian Billing Pajak yang mana harus
melihat dari 2 dokumen yang berbeda sehingga waktu pengerjaan lebih lama

dan meningkatkan resiko salah pengisian.
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D. Gagasan Pemecahan Isu

Berdasarkan Teknik Tapisan Isu, diketahui bahwa isu yang menjadi
prioritas utama untuk diselesaikan terlebih dahulu adalah Belum Optimalnya
Data Master dan Register Surat Setoran Pajak (SSP) serta Dokumentasi Bukti
Bayar dan Bukti Potong atas Pajak Penghasilan Unifikasi (PPh Unifikasi), Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) di Satker
Maijelis Bagian Perbendaharaan Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen MPR
RI Tahun 2022, dengan rumusan isu Belum Optimalnya Pelaporan PPh dan PPN
di Satker Majelis Bagian Perbendaharaan Biro Perencanaan dan Keuangan
Setjen MPR RI Tahun 2022.

Maka sesuai dengan pendekatan esensi Manajemen ASN terkait Kode Etik
dan Kode Perilaku, yaitu melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin
sesuai dengan kode etik dan kode perilaku ASN dalam hal melakukan
perekaman data pajak dengan cermat menggunakan register data yang tidak
terpisah, dokumentasi Bukti Bayar dan Kode Billing secara digital dengan rapi
dan baik serta pengoptimalan data master; serta keterkaitan SMART ASN yang
berhubungan dengan Aspek Tl/Literasi Digital yaitu pengoptimalan data master
dan dokumentasi bukti potong secara digital dengan teratur dan rapi serta Aspek
Profesionalisme yaitu membuat penomoran yang berbeda pada dokumen Satker
Majelis agar berbeda dengan Satker Setjen sehingga memudahkan dalam
pencarian dokumen jika dibutuhkan, Gagasan Kreatif yang dirancang untuk
menyelesaikan isu tersebut adalalah:

“Optimalisasi Pelaporan PPh dan PPN dengan BANG NOPAN (Pembaruan
Data Master, Penggabungan Register SSP, Penomoran Bukti Bayar, dan
Penyimpanan Bukti Potong) di Satker Majelis Bagian Perbendaharaan Biro

Perencanaan dan Keuangan Setjen MPR RI Tahun 2022”.
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A. Rancangan Aktualisasi
Unit Kerja
Identifikasi Isu

Isu yang Diangkat

Gagasan Pemecahan Isu

BAB IV
RANCANGAN AKTUALISASI

Subbagian Perbendaharaan Belanja Majelis, Bagian Perbendaharaan, Biro Perencanaan dan Keuangan

1. Belum Optimalnya Data Master, Register Surat Setoran Pajak (SSP), Dokumentasi Bukti Bayar dan Bukti Potong
Pajak Penghasilan Unifikasi (PPh Unifikasi), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh
21) di Satker Majelis Bagian Perbendaharaan Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen MPR RI Tahun 2022

2. Belum Optimalnya Pengiriman Bukti Potong Pajak Penghasilan Unifikasi (PPh Unifikasi), Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) di Satker Majelis Bagian Perbendaharaan Biro Perencanaan dan
Keuangan Setjen MPR RI Tahun 2022

3. Belum Optimalnya Pengarsipan Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) dan Lampiran Pendukung di Satker
Majelis Bagian Perbendaharaan Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen MPR Rl Tahun 2022

Belum Optimalnya Data Master, Register Surat Setoran Pajak (SSP), Dokumentasi Bukti Bayar dan Bukti Potong Pajak
Penghasilan Unifikasi (PPh Unifikasi), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) di
Satker Majelis Bagian Perbendaharaan Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen MPR RI Tahun 2022

Optimalisasi Pelaporan PPh dan PPN dengan BANG NOPAN (Pembaruan Data Master, Penggabungan Register SSP,
Penomoran Bukti Bayar, dan Penyimpanan Bukti Potong) di Satker Majelis Bagian Perbendaharaan Biro Perencanaan
dan Keuangan Setjen MPR RI Tahun 2022
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Matriks Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS

Keterkaitan Substansi Mata

Kontribusi Terhadap

Penguatan Nilai

e ROEEE) VELE T REERIET ezl s Pelatihan Tusi/Tujuan Organisasi Organisasi

1. Penjelasan a) Bertemu dengan Mentor a) Isu utama untuk dibahas NILAI-NILAI DASAR: Kegiatan Penjelasan Dalam pelaksanaan
Rancangan melalui tatap muka langsung lebih lanjut sudah ditentukan; | a) Akuntabel: Penjelasan Rancangan Aktualisasi kegiatan Penjelasan
Aktualisasi untuk menjelaskan 3 isu yang b) Gagasan Kreatif untuk kepada Mentor dan Coach kepada Kasubag Rancangan Aktualisasi
kepada Kasubag | diambil; menyelesaikan isu utama menunjukkan transparansi Perbendaharaan Belanja | kepada Kasubag
Perbendaharaan | b) Penentuan isu utama yang sudah ditemukan; atas Rancangan Aktualisasi Maijelis selaku Mentor dan | Perbendaharaan

Belanja Majelis
selaku Mentor
dan Coach

akan dibahas lebih lanjut melalui
Teknik Tapisan Isu USG
(Urgency, Seriuosness, Growth);
c) Penjelasan penyebab-
penyebab isu menggunakan
Teknik Analisis Isu
menggunakan Fishbond
Diagram;

d)Penjelasan Gagasan Kreatif
yang diambil dan Matriks
Rancangan Aktualisasi;

e) Bertemu dengan Coach
melalui media Zoom untuk
menjelaskan Rancangan
Aktualisasi yang sudah disusun
dan sudah dikonsultasikan
dengan mentor.

c) Kegiatan dan tahapan
kegiatan untuk mewujudkan
Gagasan Kreatif sudah
tersusun.

Bukti:

a) Foto kegiatan konsultasi
dengan Mentor dan Coach
b) Matrikss Rancangan
Aktualisasi

c) Form Persetujuan Mentor
dan Coach

yang akan diterapkan pada
instansi, khususnya Biro
Perencanaan dan Keuangan;
b) Harmonis: Melibatkan
pihak-pihak terkait agar dapat
menerima saran dan masukan
terkait implementasi
Rancangan Aktualisasi;

c) Loyal: Menunjukkan
komitmen untuk membuat dan
menerapkan Rancangan
Aktualisasi di Biro
Perencanaan dan Keuangan;
d) Adaptif: Melakukan rencana
inovasi dalam bekerja sesuai
tugas yang diberikan di Biro
Perencanaan dan Keuangan;
e) Kolaboratif: Bekerja sama
dengan pihak-pihak terkait,
khususnya di Biro
Perencanaan dan Keuangan
dalam pembuatan Rancangan
Aktualisasi dan penerapannya.

Coach dapat membantu
dalam menerapkan
Rancangan Aktualisasi
yang sesuai dengan Visi
Sekretariat Jenderal MPR
RI, yaitu Terwujudnya
Birokrasi Berkelas Dunia
dalam melayani Majelis
Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia, Alat
Kelengkapan dan
Masyarakat dan Misi
Sekretariat Jenderal MPR
RI, yaitu Memberikan
layanan prima sesuai
kebutuhan strategis MPR
RI dalam menjalankan
tugas konstitusional serta
Melaksanakan Reformasi
Birokrasi Sekretariat
Jenderal MPR RI
berdasarkan standar dan
praktik terbaik nasional.
Kegiatan ini juga

Belanja Majelis selaku
Mentor dan Coach
mengimplementasikan
Nilai Dasar Akuntabel,
Harmonis, Loyal,
Adaptif, dan Kolaboratif
serta penerapan Kode
Etik dan Kode Perilaku
terkait Manajemen ASN
dan penerapan Aspek
SMART ASN yang
sesuai dengan Visi dan
Misi Sekretariat Jenderal
MPR RI serta bentuk
pelaksanaan dari salah
satu fungsi Bagian
Perbendaharaan Biro
Perencanaan dan
Keuangan.
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Keterkaitan Substansi Mata

Kontribusi Terhadap

Penguatan Nilai

warna pada sel tabel.

Bukti:

Timeline Pelaksanaan
Tahapan Kegiatan Matriks
Rancangan Aktualisasi

sehingga dapat dipercaya oleh
Mentor, Coach dan pihak-
pihak yang terkait, khususnya
di Biro Perencanaan dan
Keuangan;

b) Kompeten: Melakukan
usaha terbaik untuk
menerapkan Rancangan
Aktualisasi dengan membuat
Timeline agar selesai tepat
pada waktunya dan dengan
hasil yang optimal;

c) Adaptif: Siap menghadapi
perubahan apabila terdapat
kendala dalam pelaksanaan

Aktualisasi tepat waktu
yang sesuai dengan Visi
Sekretariat Jenderal MPR
RI, yaitu Terwujudnya
Birokrasi Berkelas Dunia
dalam melayani Majelis
Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia, Alat
Kelengkapan dan
Masyarakat dan Misi
Sekretariat Jenderal MPR
RI, yaitu Memberikan
layanan prima sesuai
kebutuhan strategis MPR
RI dalam menjalankan

e LA R L L Pelatihan Tusi/Tujuan Organisasi Organisasi
MANAJEMEN ASN: merupakan bentuk
Penerapan Kode Etik dan pelaksanaan dari fungsi
Kode Perilaku ASN, yaitu Bagian Perbendaharaan
memberikan informasi secara | Biro Perencanaan dan
benar dan tidak menyesatkan | Keuangan yang berkaitan
kepada pihak lain yang dengan penyiapan
memerlukan informasi. perumusan kebijakan dan

pelaksanaan
SMART ASN: perbendaharaan satuan
Penerapan Aspek SMART kerja MPR.
ASN, yaitu Aspek
Profesionalisme.

2. Pembuatan a) Menyusun Timeline berisi Terbentuknya Timeline NILAI-NILAI DASAR: Kegiatan Pembuatan Dalam pelaksanaan
Timeline uraian Tahapan Kegiatan dan Pelaksanaan Tahapan a) Akuntabel: Membuat Timeline Pelaksanaan kegiatan Pembuatan
Pelaksanaan tanggal pelaksanaannya; Kegiatan Matriks Rancangan | Timeline sebagai bukti Rancangan Aktualisasi Timeline Pelaksanaan
Rancangan b) Memberi tanda pada tanggal | Aktualisasi. keseriusan untuk menerapkan | membantu menyelesaikan | Rancangan Aktualisasi
Aktualisasi pelaksanaan dengan memberi Rancangan Aktualisasi penerapan Rancangan mengimplementasikan

nilai dasar Akuntabel,
Kompeten dan Adaptif
serta penerapan Kode
Etik dan Kode Perilaku
terkait Manajemen ASN
dan penerapan Aspek
SMART ASN serta yang
sesuai dengan Visi dan
Misi Sekretariat Jenderal
MPR RI serta bentuk
pelaksanaan dari salah
satu fungsi Bagian
Perbendaharaan Biro
Perencanaan dan
Keuangan.
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Tahapan Kegiatan

Output / Hasil

Keterkaitan Substansi Mata

Kontribusi Terhadap

Penguatan Nilai

Master Register
SSP

serta penulisan Nama dan
NPWP Rekanan Setjen MPR RI
yang telah terdaftar;

b) Menambahkan data Nama
dan NPWP Rekanan Setjen
MPR RI yang baru;

c) Menambahkan data Nama
dan NPWP Alat Kelengkapan
MPR RI;

d) Memperbarui formula di
kolom Nama pada Register
SSP.

rapi dengan data yang
terbaru mengenai Nama dan
NPWP Alat Kelengkapan
MPR RI dan Rekanan Setjen
MPR RI;

b) Formula di kolom Nama
Register SSP yang sudah
disesuaikan sehingga data
terbaru juga akan muncul
secara otomatis.

a) Berorientasi Pelayanan:
Mempercepat pengisian data
Alat Kelengkapan dan
Rekanan pada Register SSP
sehingga proses penerbitan
Bukti Potong menjadi lebih
cepat juga;

b) Kompeten: Menambahkan
data nama dan NPWP Alat
Kelengkapan MPR RI dan
Rekanan Setjen MPR RI pada
data master sehingga data
menjadi lebih terbaru dan

peningkatan kualitas Data
Master Register SSP
dapat menciptakan
proses kerja yang optimal
sesuai dengan Visi
Sekretariat Jenderal MPR
RI, yaitu Terwujudnya
Birokrasi Berkelas Dunia
dalam melayani Majelis
Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia, Alat
Kelengkapan dan
Masyarakat dan Misi
Sekretariat Jenderal MPR

Pelatihan Tusi/Tujuan Organisasi Organisasi
aktualisasi, maka dengan tugas konstitusional serta
Timeline dapat disusun Melaksanakan Reformasi
kembali rencana penerapan Birokrasi Sekretariat
agar selesai tepat waktu. Jenderal MPR RI
berdasarkan standar dan
MANAJEMEN ASN: praktik terbaik nasional.
Penerapan Kode Etik dan Kegiatan ini juga
Kode Perilaku ASN, yaitu merupakan bentuk
melaksanakan tugasnya pelaksanaan dari fungsi
dengan jujur, bertanggung Bagian Perbendaharaan
jawab dan berintegritas tinggi. | Biro Perencanaan dan
Keuangan yang berkaitan
SMART ASN: dengan penyiapan
Penerapan Aspek SMART perumusan kebijakan dan
ASN, yaitu Aspek Integritas. pelaksanaan
perbendaharaan satuan
kerja MPR.
3. Pembaruan Data | a) Memperbaiki format kolom a) Data Master yang lebih NILAI-NILAI DASAR: Kegiatan Pembaruan dan | Dalam pelaksanaan

kegiatan Pembaruan
Data Master Register
SSP
mengimplementasikan
nilai dasar Berorientasi
Pelayanan, Kompeten
dan Adaptif serta
penerapan Kode Etik
dan Kode Perilaku
terkait Manajemen ASN
dan penerapan Aspek
SMART ASN yang
sesuai dengan Visi dan
Misi Sekretariat Jenderal
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Keterkaitan Substansi Mata

Kontribusi Terhadap

Penguatan Nilai

e LA R L L Pelatihan Tusi/Tujuan Organisasi Organisasi
Bukti: muncul secara otomatis di RI, yaitu Memberikan MPR RI serta bentuk
Data Master dan Register Register SSP; layanan prima sesuai pelaksanaan dari salah
SSP dalam bentuk Kertas c) Adaptif: Meningkatkan kebutuhan strategis MPR | satu fungsi Bagian
Kerja Ms. Excel kualitas Data Master dengan RI dalam menjalankan Perbendaharaan Biro

memperbaiki format kolom tugas konstitusional serta | Perencanaan dan

serta penulisan nama dan Melaksanakan Reformasi | Keuangan.

NPWP agar lebih jelas dan Birokrasi Sekretariat

rapi. Memperbarui formula di Jenderal MPR RI

kolom nama pada Register berdasarkan standar dan

SSP sehingga nama Alat praktik terbaik nasional.

Kelengkapan dan Rekanan Kegiatan ini juga

yang baru ditambahkan pada merupakan bentuk

data master muncul secara pelaksanaan dari fungsi

otomatis. Bagian Perbendaharaan
Biro Perencanaan dan

MANAJEMEN ASN: Keuangan yang berkaitan

Penerapan Kode Etik dan dengan penyiapan

Kode Perilaku ASN, yaitu perumusan kebijakan dan

melaksanakan tugasnya pelaksanaan

dengan cermat dan disiplin. perbendaharaan satuan
kerja MPR.

SMART ASN:

Penerapan Aspek SMART

ASN, yaitu Aspek Tl/Literasi

Digital dan Aspek

Profesionalisme.

4. Penggabungan a) Menyesuaikan kolom a) Terbentuknya Register NILAI-NILAI DASAR: Kegiatan Penggabungan | Dalam pelaksanaan
Register SSP Register SSP dengan Data SSP | SSP Gabungan PPh a) Berorientasi Pelayanan: Register SSP PPh kegiatan Penggabungan
PPh Unifikasi dan | PPh Unifikasi, PPN dan PPh 21; | Unifikasi, PPN dan PPh 21 Memberikan penjelasan pada Unifikasi dan PPN dengan | Register SSP PPh
PPN dengan b) Memberikan penjelasan yang format kolomnya sudah | kolom Register SSP dan Register SSP PPh 21 Unifikasi dan PPN
Register SSP mengenai data yang harus disesuaikan dengan data dari | membuat Infografis mengenai | dapat memudahkan dengan Register SSP
PPh 21 diisikan dan sumber data cara pengisian Register SSP dalam proses perekaman | PPh 21
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Kegiatan

Tahapan Kegiatan
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Keterkaitan Substansi Mata
Pelatihan

Kontribusi Terhadap
Tusi/Tujuan Organisasi

Penguatan Nilai

Organisasi

tersebut pada masing-masing
kolom Register SSP
menggunakan fitur Insert
Comment;

c) Mengisi Data SSP PPh
Unifikasi, PPN dan PPh 21
dalam satu Register SSP;

d) Menambahkan huruf “M” dan
“J” serta mengubah jumlah
angka dari 1 digit menjadi 3 digit
pada penulisan nomor urut;

€) Memberikan informasi cara
pengisian Data Master dan
Register SSP.

masing-masing jenis pajak
dan sudah berisi penjelasan;
b) Nomor urut akan menjadi
seperti berikut: “MJ001”;

c) Infografis yang berisi cara
pengisian Data Master dan
Register SSP.

Bukti:

a) Register SSP dalam
bentuk Kertas Kerja Ms.
Excel

b) Infografis yang tercantum
di lembar kerja baru Register
SSP

dapat memudahkan pengguna
lain dalam menggunakan
Register SSP (User Friendly);
b) Kompeten: Menambahkan
huruf “M” dan “J” serta
mengubah jumlah angka dari 1
menjadi 3 digit pada nomor
urut bermanfaat agar dapat
lebih mudah dalam
mengidentifikasi dokumen
Satker Majelis;

c) Adaptif: Menyesuaikan
kolom pada lembar kerja
Register SSP sesuai dengan
data yang akan diisi dari
masing-masing jenis pajak
agar seluruh data dapat
terekam dengan lengkap dan
jelas;

d) Kolaboratif: Mengisi data
SSP PPh Unifikasi dan PPN
dalam satu register dengan
PPh 21 agar data tidak
terpisah sehingga perekaman
data menjadi lebih efektif dan
efisien.

MANAJEMEN ASN:
Penerapan Kode Etik dan
Kode Perilaku ASN, yaitu
melaksanakan tugasnya
dengan cermat dan disiplin.

data SSP untuk
kepentingan pelaporan
pajak yang sesuai dengan
Visi Sekretariat Jenderal
MPR RI, yaitu
Terwujudnya Birokrasi
Berkelas Dunia dalam
melayani Majelis
Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia, Alat
Kelengkapan dan
Masyarakat dan Misi
Sekretariat Jenderal MPR
RI, yaitu Memberikan
layanan prima sesuai
kebutuhan strategis MPR
RI dalam menjalankan
tugas konstitusional serta
Melaksanakan Reformasi
Birokrasi Sekretariat
Jenderal MPR RI
berdasarkan standar dan
praktik terbaik nasional.
Kegiatan ini juga
merupakan bentuk
pelaksanaan dari fungsi
Bagian Perbendaharaan
Biro Perencanaan dan
Keuangan yang berkaitan
dengan penyiapan
perumusan kebijakan dan
pelaksanaan

mengimplementasikan
nilai dasar Berorientasi
Pelayanan, Kompeten,
Adaptif dan Kolaboratif
serta penerapan Kode
Etik dan Kode Perilaku
terkait Manajemen ASN
dan penerapan Aspek
SMART ASN yang
sesuai dengan Visi dan
Misi Sekretariat Jenderal
MPR RI serta bentuk
pelaksanaan dari salah
satu fungsi Bagian
Perbendaharaan Biro
Perencanaan dan
Keuangan.

41




No.

Kegiatan

Tahapan Kegiatan

Output / Hasil

Keterkaitan Substansi Mata

Kontribusi Terhadap

Penguatan Nilai

Dokumentasi dan
Penomoran Bukti
Bayar dari Bank
Satker Majelis
dan Laporan
Monitoring
Potongan SPM
(Satker
Pembayar)

Billing dan dilampirkan dengan
Bukti Bayar;

b) Melakukan scan dokumen
Kode Billing dan Bukti Bayar
menjadi satu dokumen lengkap;
¢) Mengunduh Laporan
Monitoring Potongan SPM
(Satker Pembayar) dari laman
OM-SPAN Kementerian
Keuangan;

d) Menuliskan nomor urut dari
register pada hasil scan
dokumen Kode Billing dan Bukti
Bayar serta dokumen digital
Laporan Monitoring Potongan
SPM (Satker Pembayar) dari
laman OM-SPAN Kementerian
Keuangan;

e) Menyimpan dokumen digital
dengan nama dokumen sesuai
nomor urut disertai keterangan
nomor UP/TUP pada Register
SSP di Folder Sharing Biro
Perencanaan dan Keuangan
berdasarkan bulannya.

Bayar menjadi satu dokumen
lengkap, baik secara fisik
maupun digital;

b) Pada dokumen digital
Kode Billing dan Bukti Bayar
tercantum nomor urut sesuai
register dengan format yang
terbaru;

c) Dokumen digital Kode
Billing dan Bukti Bayar diberi
nama dengan format sebagai
berikut: “MJXXX (UP/TUP
XX)";

d) Pembentukan Folder baru
khusus untuk dokumen dan
kertas kerja yang terkait
dengan Perpajakan di Satker
Maijelis dengan nama Folder
PERPAJAKAN SATKER
MAJELIS. Untuk dokumen
digital Kode Billing dan Bukti
Bayar disimpan dalam
SubFolder BUKTI BAYAR,
sedangkan untuk dokumen
digital Laporan Monitoring
Potongan SPM (Satker

a) Berorientasi Pelayanan:
Melampirkan Kode Billing pada
Bukti Bayar, melakukan scan
pada kedua dokumen tersebut
sehingga menjadi dokumen
yang lengkap dan mengunduh
Laporan Monitoring Potongan
SPM (Satker Pembayar) dapat
memberikan informasi yang
lebih utuh dan jelas saat
dokumen digunakan oleh
pihak yang berkepentingan
atau untuk kegiatan yang
membutuhkan dokumen
tersebut;

b) Akuntabel: Bertanggung
jawab dalam menyimpan
dokumen digital Kode Billing
dan Bukti Bayar serta Laporan
Monitoring Potongan SPM
(Satker Pembayar) di Folder
Sharing Biro Perencanaan dan
Keuangan sebagai arsip digital
sehingga apabila ada pihak
yang membutuhkan dokumen
tersebut dapat diberikan

Kode Billing dan Kode
Bayar menjadi dokumen
yang lengkap serta
menyimpan dokumen
Kode Billing, Kode Bayar
dan Laporan Monitoring
Potongan SPM (Satker
Pembayar) sebagai arsip
digital dapat
memudahkan pihak yang
berkepentingan dalam
mencari dokumen
tersebut saat dibutuhkan.
Hal ini sesuai dengan Visi
Sekretariat Jenderal MPR
RI, yaitu Terwujudnya
Birokrasi Berkelas Dunia
dalam melayani Majelis
Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia, Alat
Kelengkapan dan
Masyarakat dan Misi
Sekretariat Jenderal MPR
RI, yaitu Memberikan
layanan prima sesuai
kebutuhan strategis MPR

Pelatihan Tusi/Tujuan Organisasi Organisasi
SMART ASN: perbendaharaan satuan
Penerapan Aspek SMART kerja MPR.
ASN, yaitu Aspek Tl/Literasi
Digital dan Aspek
Profesionalisme.
5. Perubahan a) Mencetak dokumen Kode a) Kode Billing dan Bukti NILAI-NILAI DASAR: Mendokumentasikan Dalam pelaksanaan

kegiatan Perubahan
Dokumentasi dan
Penomoran Bukti Bayar
dari Bank Satker Majelis
dan Laporan Monitoring
Potongan SPM (Satker
Pembayar)
mengimplementasikan
nilai dasar Berorientasi
Pelayanan, Akuntabel,
dan Adaptif serta
penerapan Kode Etik
dan Kode Perilaku
terkait Manajemen ASN
dan penerapan Aspek
SMART ASN yang
sesuai dengan Visi dan
Misi Sekretariat Jenderal
MPR RI serta bentuk
pelaksanaan dari salah
satu fungsi Bagian
Perbendaharaan Biro
Perencanaan dan
Keuangan.
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Kegiatan

Tahapan Kegiatan

Output / Hasil

Keterkaitan Substansi Mata
Pelatihan

Kontribusi Terhadap
Tusi/Tujuan Organisasi

Penguatan Nilai

Organisasi

Pembayar) disimpan dalam
SubFolder SPM.

Bukti:

a) Dokumen digital Kode
Billing dan Bukti Bayar

b) Folder baru di Folder
Sharing Biro Perencanaan
dan Keuangan dengan nama
PERPAJAKAN SATKER
MAJELIS dengan SubFolder
BUKTI BAYAR dan
SubFolder SPM

secara cepat tanpa harus
menunggu dokumen fisik
terlebh dahulu;

c) Adaptif: Memberi nama
dokumen digital Kode Billing
dan Bukti Bayar serta Laporan
Monitoring Potongan SPM
(Satker Pembayar) sesuai
dengan nomor urut yang ada
pada Register SSP dapat
memudahkan identifikasi
dokumen digital Kode Billing
dan Bukti Bayar Satker
Majelis.

MANAJEMEN ASN:
Penerapan Kode Etik dan
Kode Perilaku ASN, yaitu
melaksanakan tugasnya
dengan cermat dan disiplin
serta melaksanakan tugasnya
sesuai dengan perintah atasan
atau sejauh tidak bertentangan
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan
etika pemerintahan.

SMART ASN:

Penerapan Aspek SMART
ASN, yaitu Aspek Tl/Literasi
Digital dan Aspek
Profesionalisme.

RI dalam menjalankan
tugas konstitusional serta
Melaksanakan Reformasi
Birokrasi Sekretariat
Jenderal MPR RI
berdasarkan standar dan
praktik terbaik nasional.
Kegiatan ini juga
merupakan bentuk
pelaksanaan dari fungsi
Bagian Perbendaharaan
Biro Perencanaan dan
Keuangan yang berkaitan
dengan penyusunan
bahan evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan
tugas dan fungsi di
lingkungan Bagian
Perbendaharaan.
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Keterkaitan Substansi Mata
Pelatihan
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Tusi/Tujuan Organisasi

Penguatan Nilai

Organisasi

Penyimpanan
Bukti Potong PPh
dan PPN

a) Bukti potong yang sudah
terbit di laman DJP Online

langsung diunduh tiap bulannya.
Hasil unduhan berbentuk zip.

yang kemudian dilakukan
extract;
b) Menyimpan bukti potong

sesuai Alat Kelengkapan atau
Rekanan tiap bulannya di Folder
Sharing Biro Perencanaan dan

Keuangan.

Bukti Potong digital dalam
format pdf. dengan nama
jenis pajak (PPh/PPN) dan
NPWP yang tersimpan di
Folder PERPAJAKAN
SATKER MAJELIS
SubFolder BUKTI POTONG
berdasarkan nama Alat
Kelengkapan atau Rekanan
tiap periode pelaporannya.

Bukti:

a) Bukti potong digital
dengan format pdf.

b) SubFolder BUKTI
POTONG

NILAI-NILAI DASAR:

a) Berorientasi Pelayanan:
Mengunduh bukti potong yang
telah terbit tiap bulannya dapat
memudahkan proses
dokumentasi bukti potong
sehingga saat Alat
Kelengkapan MPR RI dan
Rekanan Setjen MPR RI
meminta bukti potong dapat
diberikan dengan cepat;

b) Akuntabel: Bertanggung
jawab dalam menyimpan Bukti
Potong secara bulanan yang
terorganisir dengan baik;

c) Adaptif: Sistem
penyimpanan pada Folder
Sharing sesuai Alat
Kelengkapan atau Rekanan
tiap bulannya memudahkan
dalam proses dokumentasi
bukti potong.

MANAJEMEN ASN:
Penerapan Kode Etik dan
Kode Perilaku ASN, yaitu
melaksanakan tugasnya
dengan jujur, bertanggung
jawab, dan berintegritas tinggi
serta melaksanakan tugasnya
dengan cermat dan disiplin.

Mengunduh dan
menyimpan bukti potong
yang telah terbit dari
laman DJP online tiap
bulannya dapat
memudahkan proses
dokumentasi bukti potong
sehingga apabila ada Alat
Kelengkapan MPR Rl
atau Rekanan Setjen
MPR RI meminta bukti
potong dapat diberikan
dengan cepat. Hal ini
sesuai dengan Visi
Sekretariat Jenderal MPR
RI, yaitu Terwujudnya
Birokrasi Berkelas Dunia
dalam melayani Majelis
Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia, Alat
Kelengkapan dan
Masyarakat dan Misi
Sekretariat Jenderal MPR
RI, yaitu Memberikan
layanan prima sesuai
kebutuhan strategis MPR
RI dalam menjalankan
tugas konstitusional serta
Melaksanakan Reformasi
Birokrasi Sekretariat
Jenderal MPR RI
berdasarkan standar dan
praktik terbaik nasional.

Dalam pelaksanaan
kegiatan Penyimpanan
Bukti Potong PPh dan
PPN
mengimplementasikan
nilai dasar Berorientasi
Pelayanan, Akuntabel
dan Adaptif serta
penerapan Kode Etik
dan Kode Perilaku
terkait Manajemen ASN
dan penerapan Aspek
SMART ASN yang
sesuai dengan Visi dan
Misi Sekretariat Jenderal
MPR RI serta bentuk
pelaksanaan dari salah
satu fungsi Bagian
Perbendaharaan Biro
Perencanaan dan
Keuangan.
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Keterkaitan Substansi Mata
Pelatihan

Kontribusi Terhadap
Tusi/Tujuan Organisasi

Penguatan Nilai

Organisasi

SMART ASN:

Penerapan Aspek SMART
ASN, yaitu Aspek Integritas,
Aspek Tl/Literasi Digital dan
Aspek Profesionalisme.

Kegiatan ini juga
merupakan bentuk
pelaksanaan dari fungsi
Bagian Perbendaharaan
Biro Perencanaan dan
Keuangan yang berkaitan
dengan penyusunan
bahan evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan
tugas dan fungsi di
lingkungan Bagian
Perbendaharaan.

Sosialisasi BANG
NOPAN

a) Membuat dan membagikan
undangan sosialisasi kepada

Kasubag, Kabag
Perbendaharaan dan Calon
Pranata Keuangan APBN
Terampil Satker Setjen;

b) Menjelaskan perbandingan
kondisi sebelum dan sesudah
penggunaan BANG NOPAN

serta manfaat yang dihasilkan.

Peserta sosialisasi
mengetahui dan memahami
BANG NOPAN.

Bukti:
a) Undangan sosialisasi
b) Foto kegiatan sosialisasi

NILAI-NILAI DASAR:

a) Akuntabel: Bertanggung
jawab dalam melaksanakan
Rancangan Aktualisasi hingga
hasilnya dapat disosialisasikan
kepada Bagian
Perbendaharaan Biro
Perencanaan dan Keuangan;
b) Kompeten: Dengan adanya
sosialisasi ini menunjukkan
keberhasilan dalam penerapan
Rancangan Aktualisasi;

¢) Harmonis: Saling bertukar
informasi mengenai adanya
penerapan BANG NOPAN dan
menampung saran dan
masukan terkait penerapan
BANG NOPAN;

d) Loyal: Menunjukkan
kontribusi kepada Instansi

Menjelaskan BANG
NOPAN agar seluruh
pihak yang terkait,
khususnya di Bagian
Perbendaharaan Biro
Perencanaan dan
Keuangan mengetahui
dan memahami mengenai
BANG NOPAN serta
dapat mendukung
penerapannya dalam
menunjang proses kerja
unit kerja. Hal ini sesuai
dengan Visi Sekretariat
Jenderal MPR R, yaitu
Terwujudnya Birokrasi
Berkelas Dunia dalam
melayani Majelis
Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia, Alat

Dalam pelaksanaan
kegiatan Sosialisasi
BANG NOPAN
mengimplementasikan
nilai dasar Akuntabel,
Kompeten, Harmonis,
Loyal dan Kolaboratif
serta penerapan Kode
Etik dan Kode Perilaku
terkait Manajemen ASN
dan penerapan Aspek
SMART ASN yang
sesuai dengan Visi dan
Misi Sekretariat Jenderal
MPR RI serta bentuk
pelaksanaan dari salah
satu fungsi Bagian
Perbendaharaan Biro
Perencanaan dan
Keuangan.
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Keterkaitan Substansi Mata

Kontribusi Terhadap

Penguatan Nilai

b) Melaporkan hasil perbaikan
dari konsultasi yang telah

ditandatangani oleh Mentor

dan Mentee;

sasaran untuk mencapai target

Jenderal MPR R, yaitu
Terwujudnya Birokrasi

e LA R L L Pelatihan Tusi/Tujuan Organisasi Organisasi
Setjen MPR RI, khususnya Kelengkapan dan
Bagian Perbendaharaan Biro Masyarakat dan Misi
Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal MPR
atas penerapan Rancangan RI, yaitu Memberikan
Aktualisasi dalam menunjang layanan prima sesuai
proses kerja di Unit Kerja; kebutuhan strategis MPR
e) Kolaboratif: Bekerja sama RI dalam menjalankan
dengan pihak-pihak terkait, tugas konstitusional serta
khususnya di Bagian Melaksanakan Reformasi
Perbendaharaan Biro Birokrasi Sekretariat
Perencanaan dan Keuangan Jenderal MPR RI
dalam penerapan Rancangan berdasarkan standar dan
Aktualisasi untuk jangka praktik terbaik nasional.
panjang. Kegiatan ini juga
merupakan bentuk
MANAJEMEN ASN: pelaksanaan dari fungsi
Penerapan Kode Etik dan Bagian Perbendaharaan
Kode Perilaku ASN, yaitu Biro Perencanaan dan
melaksanakan tugasnya Keuangan yang berkaitan
dengan jujur, bertanggung dengan penyusunan
jawab, dan berintegritas tinggi. | bahan evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan
SMART ASN: tugas dan fungsi di
Penerapan Aspek SMART lingkungan Bagian
ASN, yaitu Aspek Integritas Perbendaharaan.
dan Aspek Profesionalisme.

8. Evaluasi a) Berkonsultasi dengan Mentor | a) Laporan hasil evaluasi NILAI-NILAI DASAR: Evaluasi Pelaksanaan Dalam pelaksanaan
Pelaksanaan atas pelaksanaan tahapan dengan Mentor yang berisi a) Harmonis: Menerima saran | Tahapan Kegiatan pada kegiatan Evaluasi
Tahapan kegiatan dengan memberikan saran dan masukan dari dan masukan dari Mentor agar | Kegiatan 1-4 sesuai Pelaksanaan Tahapan
Kegiatan laporan secara tertulis; mentor dengan aktualisasi menjadi lebih tepat | dengan Visi Sekretariat Kegiatan pada Kegiatan

1-4
mengimplementasikan
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Keterkaitan Substansi Mata

Kontribusi Terhadap

Penguatan Nilai

Penerapan BANG
NOPAN

yang terlibat dalam penerapan
BANG NOPAN.

yang terlibat dalam
penerapan BANG NOPAN

a) Akuntabel: Menunjukkan
hasil bahwa BANG NOPAN

BANG NOPAN sesuai
dengan Visi Sekretariat

e LA R L L Pelatihan Tusi/Tujuan Organisasi Organisasi
dilakukan dengan Mentor b) Apabila ada hal yang perlu | b) Adaptif: Memperbaiki Berkelas Dunia dalam nilai dasar Harmonis,
berupa laporan secara tertulis. diperbaiki oleh Mentee, maka | bagian yang menurut Mentor melayani Majelis Adaptif dan Kolaboratif

hasil dari perbaikan tersebut | kurang maksimal untuk hasil Permusyawaratan Rakyat | serta penerapan Kode
diserahkan kepada mentor yang lebih optimal Republik Indonesia, Alat Etik dan Kode Perilaku
secara tertulis yang sudah c) Kolaboratif: Berkoordinasi Kelengkapan dan terkait Manajemen ASN
ditandatangani oleh mentee | dengan Mentor untuk menilai Masyarakat dan Misi dan penerapan Aspek
dan kemudian akan apakah aktualisasi sudah Sekretariat Jenderal MPR | SMART ASN yang
ditandatangani oleh mentor. | sesuai dengan sasaran dan RI, yaitu Memberikan sesuai dengan Visi dan
mencapai target serta layanan prima sesuai Misi Sekretariat Jenderal
Bukti: mendiskusikan mengenai hal kebutuhan strategis MPR | MPR RI serta bentuk
a) Laporan Evaluasi yang yang perlu diperbaiki atau RI dalam menjalankan pelaksanaan dari salah
ditandatangani oleh Mentor ditingkatkan. tugas konstitusional serta | satu fungsi Bagian
dan Mentee dalam bentuk Melaksanakan Reformasi | Perbendaharaan Biro
fisik dan digital MANAJEMEN ASN: Birokrasi Sekretariat Perencanaan dan
b) Laporan Hasil Perbaikan Penerapan Kode Etik dan Jenderal MPR RI Keuangan.
yang ditandatangani oleh Kode Perilaku ASN, yaitu berdasarkan standar dan
Mentor dan Mentee dalam melaksanakan tugasnya praktik terbaik nasional.
bentuk fisik dan digital dengan jujur, bertanggung Kegiatan juga merupakan
jawab, dan berintegritas tinggi. | bentuk pelaksanaan dari
fungsi Bagian
SMART ASN: Perbendaharaan Biro
Penerapan Aspek SMART Perencanaan dan
ASN, yaitu Aspek Integritas Keuangan yang berkaitan
dan Aspek Profesionalisme. dengan penyusunan
bahan evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan
tugas dan fungsi di
lingkungan Bagian
Perbendaharaan.
9. Testimoni a) Menghubungi pihak-pihak Video Testimoni pihak-pihak | NILAI-NILAI DASAR: Testimoni Penerapan Dalam pelaksanaan

kegiatan Testimoni
Penerapan BANG
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No.

Kegiatan

Tahapan Kegiatan

Output / Hasil

Keterkaitan Substansi Mata
Pelatihan

Kontribusi Terhadap
Tusi/Tujuan Organisasi

Penguatan Nilai

Organisasi

b) Membuat video testimoni
mengenai penerapan BANG
NOPAN dari pihak-pihak yang
terlibat.

Bukti:
Video Testimoni format .mp4

telah diimplementasikan
dengan testimoni dari pihak-
pihak yang terlibat;

b) Harmonis: Menampung
kesan, pesan, opini maupun
saran masukan dari piihak-
pihak yang terlibat mengenai
penerapan BANG NOPAN;
c) Adaptif: Menunjukkan hasil
implementasi dengan
membuat Video Testimoni;
d) Kolaboratif: Bekerja sama
dengan pihak-pihak yang
terlibat dengan penerapan
BANG NOPAN dalam
membuat Video Testimoni.

MANAJEMEN ASN:
Penerapan Kode Etik dan
Kode Perilaku ASN, yaitu
melaksanakan tugasnya
dengan jujur, bertanggung
jawab, dan berintegritas tinggi.

SMART ASN:

Penerapan Aspek SMART
ASN, yaitu Aspek Integritas,
Aspek Tl/Literasi Digital dan
Aspek Profesionalisme.

Jenderal MPR R, yaitu
Terwujudnya Birokrasi
Berkelas Dunia dalam
melayani Majelis
Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia, Alat
Kelengkapan dan
Masyarakat dan Misi
Sekretariat Jenderal MPR
RI, yaitu Memberikan
layanan prima sesuai
kebutuhan strategis MPR
RI dalam menjalankan
tugas konstitusional serta
Melaksanakan Reformasi
Birokrasi Sekretariat
Jenderal MPR RI
berdasarkan standar dan
praktik terbaik nasional.
Kegiatan juga merupakan
bentuk pelaksanaan dari
fungsi Bagian
Perbendaharaan Biro
Perencanaan dan
Keuangan yang berkaitan
dengan penyusunan
bahan evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan
tugas dan fungsi di
lingkungan Bagian
Perbendaharaan.

NOPAN
mengimplementasikan
nilai dasar Akuntabel,
Harmonis, Adaptif dan
Kolaboratif serta
penerapan Kode Etik
dan Kode Perilaku
terkait Manajemen ASN
dan penerapan Aspek
SMART ASN yang
sesuai dengan Visi dan
Misi Sekretariat Jenderal
MPR RI serta bentuk
pelaksanaan dari salah
satu fungsi Bagian
Perbendaharaan Biro
Perencanaan dan
Keuangan.

Tabel 5. Matriks Rancangan Aktualisasi
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B. Jadwal Kegiatan
JADWAL KEGIATAN AKTUALISASI

Matrik Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi

. Kegiatan/ JuLl AGUSTUS SEPTEMBER
o.

Tahapan Kegiatan I ] m (v |1 | m v |1 ] ]}

1. Penjelasan Rancangan
Aktualisasi kepada Kasubag
Perbendaharaan Belanja
Maijelis selaku Mentor dan
Coach

a) Bertemu dengan

Mentor melalui tatap muka
langsung untuk menjelaskan 3
isu yang diambil,

b) Penentuan isu utama

yang akan dibahas lebih lanjut
melalui Teknik Tapisan Isu
USG (Urgency, Seriuosness,
Growth)

c) Penjelasan penyebab
-penyebab isu menggunakan
Teknik Analisis Isu
menggunakan Fishbond
Diagram

d) Penjelasan Gagasan
Kreatif yang diambil dan
Matriks Rancangan
Aktualisasi

e) Bertemu dengan

Coach melalui media Zoom
untuk menjelaskan
Rancangan Aktualisasi yang
sudah disusun dan sudah
dikonsultasikan dengan
mentor.

2. Pembuatan Timeline
Pelaksanaan Rancangan
Aktualisasi

a) Menyusun Timeline
berisi uraian Tahapan
Kegiatan dan tanggal

pelaksanaannya;

b) Memberi tanda pada
tanggal pelaksanaan dengan
memberi warna pada sel tabel

3. Pembaruan Data Master
Register SSP

a) Memperbaiki format kolom
serta penulisan Nama dan
NPWP Rekanan Setjen MPR
RI yang telah terdaftar

b) Menambahkan data Nama
dan NPWP Rekanan Setjen
MPR RI yang baru
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No.

Kegiatan/
Tahapan Kegiatan

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

c) Menambahkan data Nama
dan NPWP Alat Kelengkapan
MPRRI

d) Memperbarui formula di
kolom Nama pada Register
SSP

Penggabungan Register SSP
PPh Unifikasi dan PPN
dengan Register SSP PPh 21

a) Menyesuaikan kolom
Register SSP dengan Data
SSP PPh Unifikasi, PPN dan
PPh 21

b) Memberikan penjelasan
mengenai data yang harus
diisikan dan sumber data
tersebut pada masing-masing
kolom Register SSP
menggunakan fitur Insert
Comment

c) Mengisi Data SSP PPh
Unifikasi, PPN dan PPh 21
dalam satu Register SSP

d) Menambahkan huruf “M”
dan “J” serta mengubah
jumlah angka dari 1 digit
menjadi 3 digit pada penulisan
nomor urut

e) Memberikan informasi cara
pengisian Data Master dan
Register SSP

Perubahan Dokumentasi dan
Penomoran Bukti Bayar dari
Bank Satker Majelis dan
Laporan Monitoring Potongan
SPM (Satker Pembayar)

a) Mencetak dokumen Kode
Billing dan dilampirkan
dengan Bukti Bayar

b) Melakukan scan dokumen
Kode Billing dan Bukti Bayar
menjadi satu dokumen
lengkap

¢) Mengunduh Laporan
Monitoring Potongan SPM
(Satker Pembayar) dari laman
OM-SPAN Kementerian
Keuangan

d) Menuliskan nomor urut dari
register pada hasil scan
dokumen Kode Billing dan
Bukti Bayar serta dokumen
digital Laporan Monitoring
Potongan SPM (Satker
Pembayar) dari laman OM-
SPAN Kementerian Keuangan
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No.

Kegiatan/
Tahapan Kegiatan

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

e) Menyimpan dokumen
digital dengan nama dokumen
sesuai nomor urut disertai
keterangan nomor UP/TUP
pada Register SSP di Folder
Sharing Biro Perencanaan
dan Keuangan berdasarkan
bulannya

Penyimpanan Bukti Potong
PPh dan PPN

a) Bukti potong yang sudah
terbit di laman DJP Online
langsung diunduh tiap
bulannya. Hasil unduhan
berbentuk zip. yang kemudian
dilakukan extract

b) Menyimpan bukti potong
sesuai Alat Kelengkapan atau
Rekanan tiap bulannya di
Folder Sharing Biro
Perencanaan dan Keuangan

Sosialisasi BANG NOPAN

a) Membuat dan membagikan
undangan sosialisasi kepada
Kasubag, Kabag
Perbendaharaan dan Calon
Pranata Keuangan APBN
Terampil Satker Setjen

b) Menjelaskan mengenai
BANG NOPAN

Evaluasi Pelaksanaan
Tahapan Kegiatan

a) Berkonsultasi dengan
Mentor atas pelaksanaan
tahapan kegiatan dengan
memberikan laporan secara
tertulis

b) Melaporkan hasil perbaikan
dari konsultasi yang telah
dilakukan dengan Mentor
berupa laporan secara tertulis

Testimoni Penerapan BANG
NOPAN

a) Menghubungi pihak-pihak
yang terlibat dalam penerapan
BANG NOPAN

b) Membuat video testimoni
mengenai penerapan BANG
NOPAN dari pihak-pihak yang
terlibat

Tabel 6. Jadwal Kegiatan Aktualisasi
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BAB V
PELAKSANAAN AKTUALISASI
A. Jadwal Kegiatan Aktualisasi
Matriks Jadwal Kegiatan Aktualisasi

No Kegiatan/ JULI 2022 AGUSTUS 2022
Tahapan Kegiatan [ Il 1] [\ | Il 1] \
1. Penjelasan Rancangan Aktualisasi

kepada Kasubag Perbendaharaan
Belanja Majelis selaku Mentor dan
Coach

a) Bertemu dengan Mentor melalui
tatap muka langsung untuk
menjelaskan 3 isu yang diambil;

21
Actual Jul
b) Penentuan isu utama yang akan
dibahas lebih lanjut melalui Teknik
Tapisan Isu USG (Urgency,
Seriuosness, Growth);

21
Actual Jul
c) Penjelasan penyebab-penyebab
isu menggunakan Teknik Analisis
Isu menggunakan Fishbond
Diagram;

21
Actual Jul
d) Penjelasan Gagasan Kreatif yang
diambil dan Matriks Rancangan
Aktualisasi;

21
Actual Jul
e) Bertemu dengan Coach melalui
media Zoom untuk menjelaskan
Rancangan Aktualisasi yang sudah
disusun dan sudah dikonsultasikan
dengan mentor.

22 | 27
Actual Jul | Jul

2. Pembuatan Timeline Pelaksanaan
Rancangan Aktualisasi

a) Menyusun Timeline berisi uraian
Tahapan Kegiatan dan tanggal
pelaksanaannya;

25
Actual Jul
b) Memberi tanda pada
tanggal pelaksanaan dengan
memberi warna pada sel tabel.
Actual S
Jul

3. Pembaruan Data Master Register
SSP

a) Memperbaiki format kolom serta
penulisan Nama dan NPWP




No Kegiatan/ JULI 2022 AGUSTUS 2022
Tahapan Kegiatan Il 1] \") | Il 1] \
Rekanan Setjen MPR RI yang telah
terdaftar;
01
Actual Agt
b) Menambahkan data Nama dan
NPWP Rekanan Setjen MPR RI
yang baru;
04
Actual Agt
c) Menambahkan data Nama dan
NPWP Alat Kelengkapan MPR R];
01
Actual Agt
d) Memperbarui formula di kolom
Nama pada Register SSP.
04
Actual Agt
4. Penggabungan Register SSP PPh
Unifikasi dan PPN dengan Register
SSP PPh 21
a) Menyesuaikan kolom Register
SSP dengan Data SSP PPh
Unifikasi, PPN dan PPh 21;
02
Actual Agt
b) Memberikan penjelasan
mengenai data yang harus diisikan
dan sumber data tersebut pada
masing-masing kolom Register SSP
menggunakan fitur Insert Comment;
02
Actual Agt
c) Mengisi Data SSP PPh Unifikasi,
PPN dan PPh 21 dalam satu
Register SSP;
04 | 09
Actual Agt | Agt
d) Menambahkan huruf “M” dan “J”
serta mengubah jumlah angka dari 1
digit menjadi 3 digit pada penulisan
nomor urut;
04 | 09
Actual Agt | Agt
€) Memberikan informasi cara
pengisian Data Master dan Register
SSP.
05 | 08
Agt | Agt
Actual 09
Agt
5. Perubahan Dokumentasi dan

Penomoran Bukti Bayar dari Bank
Satker Majelis dan Laporan
Monitoring Potongan SPM (Satker
Pembayar)
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No

Kegiatan/
Tahapan Kegiatan

JULI 2022

AGUSTUS 2022

v

a) Mencetak dokumen Kode Billing
dan dilampirkan dengan Bukti
Bayar;

Actual

29
Jul

b) Melakukan scan dokumen Kode
Billing dan Bukti Bayar menjadi satu
dokumen lengkap;

Actual

29
Jul

c) Mengunduh Laporan Monitoring
Potongan SPM (Satker Pembayar)
dari laman OM-SPAN Kementerian
Keuangan;

Actual

12
Agt

d) Menuliskan nomor urut dari
register pada hasil scan dokumen
Kode Billing dan Bukti Bayar serta
dokumen digital Laporan Monitoring
Potongan SPM (Satker Pembayar)
dari laman OM-SPAN Kementerian
Keuangan;

Actual

04
Agt

09
Agt

e) Menyimpan dokumen digital
dengan nama dokumen sesuai
nomor urut disertai keterangan
nomor UP/TUP pada Register SSP
di Folder Sharing Biro Perencanaan
dan Keuangan berdasarkan
bulannya.

Actual

04
Agt

09
Agt

Penyimpanan Bukti Potong PPh dan
PPN

a) Bukti potong yang sudah terbit di
laman DJP Online langsung diunduh
tiap bulannya. Hasil unduhan
berbentuk zip. yang kemudian
dilakukan extract;

Actual

16
Agt

b) Menyimpan bukti potong sesuai
Alat Kelengkapan atau Rekanan tiap
bulannya di Folder Sharing Biro
Perencanaan dan Keuangan.

Actual

18
Agt

Sosialisasi BANG NOPAN

a) Membuat dan membagikan
undangan sosialisasi kepada
Kasubag, Kabag Perbendaharaan
dan Calon Pranata Keuangan APBN
Terampil Satker Setjen;

Actual

23
Agt
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No Kegiatan/ JULI 2022 AGUSTUS 2022
Tahapan Kegiatan [ Il 1] \") | Il 1] \
b) Menjelaskan mengenai BANG
NOPAN.
23
Actual Agt
8. Evaluasi Pelaksanaan Tahapan
Kegiatan
a) Berkonsultasi dengan Mentor
atas pelaksanaan tahapan kegiatan
dengan memberikan laporan secara
tertulis;
24
Actual Agt
b) Melaporkan hasil perbaikan dari
konsultasi yang telah dilakukan
dengan Mentor berupa laporan
secara tertulis.
24
Actual Agt
9. Testimoni Penerapan BANG
NOPAN
a) Menghubungi pihak-pihak yang
terlibat dalam penerapan BANG
NOPAN
25
Agt
Actual 26
Agt
b) Membuat video testimoni
mengenai penerapan BANG
NOPAN dari pihak-pihak yang
terlibat
25
Agt
Actual 26
Agt

Tabel 7. Matriks Jadwal Kegiatan Aktualisasi

B. Penjelasan Tahapan Kegiatan
Seluruh Tahapan kegiatan aktualisasi telah dilaksanakan pada masa Habituasi,
bahkan ada beberapa tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan sebelum memasuki
masa Habituasi. Hal ini dikarenakan beberapa tahapan kegiatantersebut bersamaan
dengan proses Distance Learning.
B.1 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 1 (Penjelasan Rancangan
Aktualisasi kepada Kasubag Perbendaharaan Belanja
Majelis selaku Mentor dan Coach)
Kegiatan ini mengimplementasikan Nilai Dasar BerAKHLAK, vyaitu
Akuntabel, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Kegiatan ini juga
menggunakan pendekatan esensi Manajemen ASN yang terkait Kode Etik dan
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Kode Perilaku ASN, yaitu memberikan informasi secara benar dan tidak
menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi serta SMART ASN,
yaitu Aspek Profesionalisme.
1. Bertemu dengan Mentor melalui tatap muka langsung untuk
menjelaskan 3 isu yang diambil

Melakukan konsultasi dengan Mentor melalui tatap muka untuk membahas
mengenai 3 isu terkait tugas dan fungsi jabatan Calon Pranata Keuangan APBN
Terampil yang selanjutnya akan dipilih 1 isu utama. Ketiga isu tersebut
mengenai pelaporan pajak, pengiriman bukti potong dan pengarsipan dokumen
SPM. Mentor menyetujui 3 isu tersebut untuk dilanjutkan ke pembahasan
selanjutnya.

Tahapan Kegiatan ini dilaksanakan pada Minggu ke-Ill bulan Juli 2022 pada
tanggal 21 Juli. Waktu pelaksanaan tahapan kegiatan ini sesuai dengan Matriks
Rancangan Aktualisasi, namun dilaksanakan sebelum masa Habituasi. Hal ini
dikarenakan konsultasi dilakukan saat kegiatan Distance Learning untuk

keperluan penyusunan Rancangan Aktualisasi.

Gambar 13. Konsultasi dengan Mentor

2. Penentuan isu utama yang akan dibahas lebih lanjut melalui Teknik
Tapisan Isu USG (Urgency, Seriuosness, Growth)

Dari ketiga isu yang diambil, akan dipilih 1 isu utama yang akandicari
penyelesaiannya untuk diaktualisasikan. Pemilihan isu utama ini menggunakan
teknik tapisan isu USG (Urgency, Seriousness, Growth) dengan penentuan nilai
1: “sangat tidak” hingga nilai 5: “sangat iya”. Dengan menggunakan teknik
tapisan ini, maka diperoleh isu utama dengan nilai tertinggi berjumlah 14, yaitu
“Belum Optimalnya Data Master, Register Surat Setoran Pajak (SSP),
Dokumentasi Bukti Bayar dan Bukti Potong atas Pajak Penghasilan Unifikasi
(PPh Unifikasi ), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal
21 (PPh 21) di Satker Majelis Bagian Perbendaharaan Biro Perencanaan dan

Keuangan Setjen MPR RI Tahun 2022”.
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Mentor juga menyetujui isu ini sebagai isu utama karena dari ketiga isu

tersebut, isu ini merupakan isu prioritas yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

Tahapan Kegiatan ini dilaksanakan pada Minggu ke-lll bulan Juli 2022 pada

tanggal 21 Juli. Waktu pelaksanaan tahapan kegiatan ini sesuai dengan Matriks

Rancangan Aktualisasi, namun dilaksanakan sebelum masa Habituasi. Hal ini

dikarenakan konsultasi dilakukan saat kegiatan Distance Learning untuk

keperluan penyusunan Rancangan Aktualisasi.

B.2. Pemilihan Isu Prioritas

NO

(1]

JUMLAH

FRIORITAS

Belum Optimainya Data Master,
Register Surat Setoran Pajak (S5P),
Dokumentasi Bukti Bayar dan Bukh
Potong atas Pajak Penghasilan Unifikasi
(PPh Unifikasi ), Pajak Peambahan
Milai (PPN) dan Pajak Penghasilan
Pasal 21 {PPh 21) di Satker Majelis
Baglan Perbendaharaan Biro
Perencanaan dan Keuangan Setjen
MPR Rl Tahun 2022

n

(5]

Belum Optimalnya Pengiriman Bukti
Potong Pajak Penghasilan Unifikasi
(PPh Unifikasi), Pajak Pedambahan
Milai (PPN) dan Pajak Penghasilan
Pasal 21 (PPh 21) di Satker Majelis
Bagian Perbendsharaan Buiro
Perencanaan dan Keuangan Setjen
MPR Rl Tahun 2022

Belum Optimalnya Pengarsipan
Dokumen Surat Perintah Membayar
(SPM) dan Lampiran Pendukung Satker
Majel:s Bagian Perbendaharaan Biro
Perancanaan dan Keuangan Setjen
MPR Rl Tahun 2022

B

3. Penjelasan penyebab-penyebab isu menggunakan Teknik Analisis Isu

Tabel 4. Matrik Pemilihan lsu Prontas dencan Analiss USG

Gambar 14. Pemilihan Isu Prioritas

menggunakan Fishbond Diagram

Dalam mencari akar penyebab isu digunakan Teknik Analisis Isu Fishbond

Diagram dengan metode yang dipilih adalah Method, Machine dan Material.

Dengan metode ini, ditemukan 5 akar penyebab isu. Mentor menyetujui bahwa 5

akar penyebab tersebut yang harus diselesaikan. Tahapan Kegiatan ini

dilaksanakan pada Minggu ke-lll bulan Juli 2022 pada tanggal 21 Juli. Waktu

pelaksanaan tahapan kegiatan ini sesuai dengan Matriks Rancangan Aktualisasi,

namun dilaksanakan sebelum masa Habituasi. Hal ini dikarenakan konsultasi

dilakukan saat kegiatan Distance Learning untuk keperluan penyusunan

Rancangan Aktualisasi.
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Gambar 15. Penentuan Akar Penyebab
4. Penjelasan Gagasan Kreatif yang diambil dan Matriks Rancangan
Aktualisasi

Gagasan Kreatif yang dibuat untuk menyelesaikan isu adalah “Optimalisasi
Pelaporan PPh dan PPN dengan BANG NOPAN (Pembaruan Data Master,
Penggabungan Register SSP, Penomoran Bukti Bayar, dan Penyimpanan Bukti
potong) di Satker Maijelis Bagian Perbendaharaan Biro Perencanaan dan
Keuangan Setien MPR RI Tahun 2022" dengan disertai pembuatan Matriks
Rancangan Aktualisasi untuk menyusun jadwal pelaksanaan aktualisasi. Mentor
menyetujui Gagasan Kreatif dan Matriks Rancangan Aktualisasi.

Tahapan Kegiatan ini dilaksanakan pada Minggu ke-lll bulan Juli 2022 pada
tanggal 21 Juli. Waktu pelaksanaan tahapan kegiatan ini sesuai dengan Matriks
Rancangan Aktualisasi, namun dilaksanakan sebelum masa Habituasi. Hal ini
dikarenakan konsultasi dilakukan saat kegiatan Distance Learning untuk

keperluan penyusunan Rancangan Aktualisasi.

Gagasan Pemecahan Isu. Pyiepoter FFh dun PR

IF. Penowten Cult Dy

AT I H R 27 ANE St

Matriks Rancangan Aktusksas) Petatinan Dasar CPNE

Gambar 16. Gagasan Kreatif dan Matriks Rancangan Aktualisasi
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5. Bertemu dengan Coach melalui media Zoom untuk menjelaskan
Rancangan Aktualisasi yang sudah disusun dan sudah
dikonsultasikan dengan mentor.

Berkonsultasi dengan Coach melalui media Zoom mengenai Rancangan
Aktualisasi. Coach menyetujui Rancangan Aktualisasi dan mengoreksi beberapa
kesalahan penulisan untuk diperbaiki. Pada awalnya, konsultasi dengan Coach
akan dilakukan melalui media Zoom saja, namun pada pelaksanaannya dilakukan
dengan tatap muka juga. Penandatanganan Lembar Persetujuan sebagai bukti
bahwa Rancangan Aktualisasi telah disetujui oleh Mentor dan Coach.

Tahapan Kegiatan ini dilaksanakan pada Minggu ke-Ill bulan Juli 2022 pada
tanggal 21 Juli dan Minggu ke-IV bulan Juli 2022 pada tanggal 27 Juli. Waktu
pelaksanaan tahapan kegiatan ini sesuai dengan Matriks Rancangan Aktualisasi,
namun konsultasi melalui media Zoom dilaksanakan sebelum masa Habituasi.
Hal ini dikarenakan konsultasi dilakukan saat kegiatan Distance Learning untuk
keperluan penyusunan Rancangan Aktualisasi.

Gambar 18. Konsultasi dengan Coach melalui Tatap Muka
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LEMBAR PERSETUJUAN

PESERTA PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN I
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
ANGKATAN VIl TAHUN 2022

Jakarta, 27 Jul 2022
Mergetahu,
Caack

Gambar 19. Lembar Persetujuan Rancangan Aktualisasi

B.2 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 2 (Pembuatan Timeline
Pelaksanaan Rancangan Aktualisasi)

Kegiatan ini mengimplementasikan Nilai Dasar BerAKHLAK, vyaitu
Akuntabel, Kompeten, Adaptif, dan Kolaboratif. Kegiatan ini juga menggunakan
pendekatan esensi Manajemen ASN yang terkait Kode Etik dan Kode Perilaku
ASN, vyaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan
berintegritas tinggi serta SMART ASN, yaitu Aspek Integritas.

1. Menyusun Timeline berisi uraian Tahapan Kegiatan dan tanggal
Pelaksanaannya

Timeline atau jadwal kegiatan pelaksanaan aktualisasi disusun dengan
berisi 9 kegiatan dan 29 tahapan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada Minggu
ke-Ill dan ke-IV bulan Juli 2022 dan yang akan dilaksanakan pada Minggu ke-I
sampai ke-IV bulan Agustus 2022. Tahapan Kegiatan ini dilaksanakan pada
Minggu ke-IV bulan Juli 2022 pada tanggal 25 Juli. Waktu pelaksanaan tahapan
kegiatan ini sesuai dengan Matriks Rancangan Aktualisasi, namun tahapan
kegiatan ini dilaksanakan sebelum masa Habituasi. Hal ini dikarenakan
penyusunan Timeline dilakukan saat kegiatan Distance Learning untuk keperluan
penyusunan Rancangan Aktualisasi.
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Gambar 20. Penyusunan Timeline

2. Memberi tanda pada tanggal pelaksanaan dengan memberi warna pada sel
tabel
Pemberian highlight warna hijau pada sel tabel Timeline untuk memberikan
penegasan waktu pelaksanaan tahapan kegiatan agar sesuai dengan jadwal
yang ditentukan. Tahapan Kegiatan ini dilaksanakan pada Minggu ke-IV bulan
Juli 2022 pada tanggal 25 Juli. Waktu pelaksanaan tahapan kegiatan ini sesuai
dengan Matriks Rancangan Aktualisasi, namun tahapan kegiatan ini dilaksanakan
sebelum masa Habituasi. Hal ini dikarenakan pemberian Highlight pada Timeline
dilakukan saat kegiatan Distance Learning untuk Kkeperluan penyusunan

Rancangan Aktualisasi.

JBDWAL KEGIATAN AKTUALISAS:

oo giat

RS TS GEFTEMOE T
0] Lo e

Gambar 21. Pemberian Highlight pada Timeline
B.3 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 3 (Pembaruan Data Master
Register SSP)

Kegiatan ini mengimplementasikan Nilai Dasar BerAKHLAK, vyaitu
Berorientasi Pelayanan, Kompeten, dan Adaptif. Kegiatan ini juga menggunakan
pendekatan esensi Manajemen ASN yang terkait Kode Etik dan Kode Perilaku
ASN, yaitu melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin serta SMART
ASN, yaitu Aspek Tl/Literasi Digital dan Aspek Profesionalisme.
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1. Memperbaiki format kolom serta penulisan Nama dan NPWP Rekanan
Setjen MPR RI yang telah terdaftar
Format kolom dibuat menjadi 2 judul kolom, yaitu Nama dan NPWP dengan
pemberian warna merah pada Judul Kolom. Penulisan Nama Rekanan
menggunakan huruf kapital dan NPWP tanpa menggunakan spasi. Tahapan
Kegiatan ini dilaksanakan pada Minggu ke-I bulan Agustus 2022 pada tanggal
01 Agustus. Waktu pelaksanaan tahapan kegiatan ini sesuai dengan Matriks

Rancangan Aktualisasi.

A7 W

Gambar 22. Perbaikan Format Kolom serta Penulisan Rekanan Lama

A B

1 NPWP @ NANA REKANAN/ALAT KELENGKAPAN
2 |700T ANUGERSH 414 RENT CAR

ERLUAS
3| rooo: ARDIAN

AL
4 G357 BAMBANE SLTANTD [P MARGHAN

LI
5 0002 BENC¥HAR A PENGELLUARAN MAJELIS
50045 BENDOHARA PENGELLIARAN SETJEN MER R
7 016M CALADI LA SEMEILAN

Hdkat
& 66241 TV ADTELNA J8TA FRASETYA
9. 0301 Y ADY BINTANG PERMATA
10 [ 7874 CY AEKMNAGOK
110195 TV AGA AMANDE PUTRA
12 0317 W AGIL ANUGERAH
13 0252 TV AKASYR CATERING
14 2113 Y AKBAR TEHMINDO EHATAMA
15 0235 OV AKGARS BERSAMA MANDIRI
16 79210 N ALAFAZY INTI
17 7108 SV ALFA CIPTA MUKT|
18 0238 OV ALSYURAFA
19 055z OV ANAS DIGITAL PRINTING
20 0213 TN ANATA KESLRA
21 01874 TV ANUGRAH PRATAMA
22 10200 T ANUGRAH PUTRA FERDAMNS
L T TR PV Y=Y TN =TT Y T =rver=

Gambar 23. Format Kolom dan Penulisan Rekanan Lama
2. Menambahkan data Nama dan NPWP Rekanan Setjen MPR RI yang

Baru

Rekanan yang belum ada di Data Master ditambahkan dengan
menggunakan data Nama dan NPWP. Data rekanan yang baru ditambahkan
diberi warna kuning sehingga saat ada penambahan data rekanan baru kembali
dapat dilakukan insert row di baris paling terakhir. Tahapan Kegiatan ini
dilaksanakan pada Minggu ke-l bulan Agustus 2022 pada tanggal 04 Agustus.
Waktu pelaksanaan tahapan kegiatan ini sesuai dengan Matriks Rancangan

Aktualisasi.
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A

1 NPWP @ NANA REKANAN/ALAT KELENGKAPAN
1072 15251 PT Jaira CIFTA HOTEL
1073 [D0g15: FT JAMBD KLP|LEURAEA
1074 01731 CY TIDAR'S
1075 013504 FEPAN HIRWENS
1076f0a3an FT ARYADLITA KLITA BAL|
1077 12442 BT CHR ISV Yk REEK|
1078 31302 PT TIARA ABAD NIRMALA,
1079022380 FT PURICIEYA PROPERTY
1080 01346 FT LIFPO HARSWAC] TEH
1081 [Bas188 C% HENDRA KAR 1A LTAMS
1082 /B3130: PTRADIATIL ALFARIS GEMILANG
1083841538 Y MITRA USaHA

Gambar 24. Format Kolom dan Penulisan Rekanan Baru

3. Menambahkan data Nama dan NPWP Alat Kelengkapan MPR RI
Data Alat Kelengkapan ditambahkan ke Data Master berupa Nama dan
NPWP yang diberi warna hijau sehingga sama seperti Data Rekanan yang baru,
apabila ada penambahan Data Alat Kelengkapan yang baru kembali dapat
dilakukan insert row di baris terakhir. Tahapan Kegiatan ini dilaksanakan pada
Minggu ke-I bulan Agustus 2022 pada tanggal 01 Agustus. Waktu pelaksanaan

tahapan kegiatan ini sesuai dengan Matriks Rancangan Aktualisasi.

A A B
NAMA REKANAN/ALAT KELENGKAPAN

Gambar 25. Format Kolom dan Penulisan Alat Kelengkapan

4. Memperbarui formula di kolom Nama pada Register SSP

Adanya data yang ditambahkan ke Data Master, baik Rekanan maupun Alat
Kelengkapan, maka formula viookup pada kolom “Nama WP yang Dipotong”
diperbarui hingga baris terakhir. Hal inilah yang mendasari ketika menambahkan
data rekanan dan/atau alat kelengkapan yang baru pada Data Master melalui insert
row pada baris terakhir sehingga formula tersebut dapat terbarui secara otomatis.
Tahapan Kegiatan ini dilaksanakan pada Minggu ke-lI bulan Agustus 2022 pada
tanggal 04 Agustus. Waktu pelaksanaan tahapan kegiatan ini sesuai dengan

Matriks Rancangan Aktualisasi.
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Gambar 26. Pembaruan Formula pada Kolom Nama

fo | SULODIRPGE TRt WSt A5 HERE IFE G FALSE
F G H |

1

3 l 0 =] MAJELIS MAJELIS MAELIS PERMUSYAVARATAN RIBAT AGUNG WIDATAT
1 ] = MAIELIS MAJELE MLELIS PERMUSTAMARATARN R AT AGUNG WIDATAT
5 u = MAIELIS MAJELES ML ELIS PERMUSYMVMARSTAN RAAT AGUNG WIDATAT
[ ] fuu:] MAIELIS MAJELE ML ELS PERMUSTMMARATARN RUAT AGUING WIDETET
5 u fit=] MAIELIS MAJELES ML ELLS FERMUSTSMARSTAN FRATAT AGLING WIDS AT
S ] i) MAIELIS MAJELIS MAELIS PERMUSTMMARATAN RACIAT AGLNG WIDEAT
il 0 ;] MAJELIS MAJELES MAELIS PERMUSTAVARATAN RAHYAT AGLING WIDATAT
10 ] i)z MAJELIS MAJELES MAELIS PERMUSY AVARATAN RAHTAT AGUNG WIDAYAT
11 [] i) MAIELIS MAJELE MLELLS PERMUSTMMARATAN RAAT AGLNG WIDANAT
12 ] Juile] WAL IS MAJELE MAELIS PERMUSY AVARATIN RiVOAT AGLING WIDAYAT
13 1 ;] MAELIS MAJELES MAELIS PERMUSTAVARATAN RATAT AGUNG WIDATAT
14 ] e MAJELIS MAJELES MAELIS PERMUSYANARATAN RBCIAT AGUNG WIDATAT
15 [ (el MAELIS MAIELE MAELS PERMUSYAVARATAN R TAT AGLING WIDEAT
16 [ ;] MAJELIS MAJELES MAELS PERMIST AVARATAN RAHYAT AGUNG WIDaTaT
17 ] e (MAJELIS MAJELES MAELIS PERMUSYAVWARATAN REHTAT AGLING WID&T&T
1% n ;] MAJELIS MAJELES MAJELLS PERMUSTAVWARATAN REHTAT AGUNG WIDATET
19 ] (5 MAJELIS MAJELES MAELLS PERMUSTAVARATAN RAOAT AGUNG WIDSET
20 1 s MAJELIS MAJELES MAELIS PERMUSTAVWARATAN RAHCTAT AGUNG WIDSSET
21 ] ] IMAIELLS MAJELES MAELIS FERMUSYAVARATAN RAAT AGUNG WIDSET
briv} 1] (] [MAIELIS MAJIELIS MAELIS PERMUSTAVARATAN RRAT AGUNGWIDSYAT
23 [] e A IEL IS MAIEL IS IS ELIS FERMUS AMMARATAN RUAT AGUNG WIDAYET

Gambar 27. Formula pada Kolom Nama
B.4 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 4 (Penggabungan Register SSP
PPh Unifikasi dan PPN dengan Register SSP PPh 21)

Kegiatan ini mengimplementasikan Nilai Dasar BerAKHLAK, vyaitu
Berorientasi Pelayanan, Kompeten, Adaptif, dan Kolaboratif. Kegiatan ini juga
menggunakan pendekatan esensi Manajemen ASN yang terkait Kode Etik dan
Kode Perilaku ASN, yaitu melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin
serta SMART ASN, yaitu Aspek Tl/Literasi Digital dan Aspek Profesionalisme.

1. Menyesuaikan kolom Register SSP dengan Data SSP PPh Unifikasi,

PPN dan PPh 21

Register SSP PPh Unifikasi dan Register SSP PPh 21 mempunyai kolom
Register SSP yang berbeda, namun padahal data yang diisikan pada kolom
kedua register tersebut sama, sehingga untuk menggabungkan kedua Register
SSP tersebut diperlukan penyesuaian kolom. Tahapan Kegiatan ini
dilaksanakan pada Minggu ke-I bulan Agustus 2022 pada tanggal 02 Agustus.
Waktu pelaksanaan tahapan kegiatan ini sesuai dengan Matriks Rancangan

Aktualisasi.
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Gambar 28. Penyesuaian Kolom Register SSP

2. Memberikan penjelasan mengenai data yang harus diisikan dan sumber

data tersebut pada masing-masing kolom Register SSP menggunakan
fitur Insert Comment

Kolom Register SSP yang sudah disesuaikan, selanjutnya diberikan
penjelasan mengenai data apa yang harus diisikan pada kolom tersebut dan
menyertakan sumber data tersebut menggunakan fitur insert comment. Seperti
contoh pada Gambar 29, Judul kolom “NPWP WP yang dipotong” terdapat fitur
Insert Comment yang menjelaskan bahwa kolom tersebut diisi dengan NPWP
Rekanan atau Alat Kelengkapan dan sumber data ada di Register UP/TUP
(Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan). Tahapan Kegiatan ini
dilaksanakan pada Minggu ke-l bulan Agustus 2022 pada tanggal 02 Agustus.

Waktu pelaksanaan tahapan kegiatan ini sesuai dengan Matriks Rancangan

Aktualisasi.
P G H |
NFEWP WP MPR RI:
T o B o
<
3 1] 03 251 PTJ8A CPFTAHOTEL T PT J&8YA CIPTA HITEL
4 1] 01 893 PT DELTASARIADPRATAMA FTDELTASARI ADIPRATAMA
5 o 01 34f PT LPPD KARAVAC], TEH. FTLPPD KARMNACI, TBK
[ i 3t 3g7 PT TODY BANGUN SENTDSA [HOTEL SATIKS BINTARD) FT TOZY BANGUN SENTDSA HOTEL SANTIA BINTARC)
T 1 01413 FT O] MITRE NS ANTARS FT L I TRA MUSANTARS
2 i 07625 T STaR INFERLIM FT STAR IMPERLIM
£} o 02 751 PT CAHAYA GRAHA KENCANS PT CAHAYA GRAHA HEHCAHS
10 a 71487 PT LORENA LATERSA PROPERTI FT LORENS LATERSIA PROPERT
11 1] 01 893 FT CELTASARI ADPRATAMA FTDELTASARI ADIPRATAMA
1z 1] a1 013 v DEW PRIMA v DEWI PRI
1= i 84013 Clv DEWW PRIMS, Ty CEWIPRING
14 U 84013 v DB PRIMA 0 CEWI PRI,
15 0 84013 C DV PRI v CEWIPRIMA
15 u 4813 [ DEW PRIMA CW DEWI PRIMA
17 a 94 813 Y DEWT FRMA CVDEWIPRIMS
18 o 84813 C DEAW PRIMA O DEWIPRIMA
13 a a1 743 PT J&wWa TENGAH CTTRA BOGA PT JAWATENGAH CITRA BOGA
= 0 01 743 PT Ly TENGAH CITRA BOGA PT leyvits TENGAH CITRA BOGA
2L o a1 743 PT-1804 TEMGAH CTRA BOGA PT ot TEMGAH CITRA BOGA
22 1] o 743 PT Ly TENGAH CTRA BOGA PT LA TEHGAH CITRA BOGA.
= o ar 743 PT LawA TENGAH CITRA BOGA, PT JAWATENGAH CITRABOGA

Gambar 29. Penjelasan pada Kolom Register SSP
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3. Mengisi Data SSP PPh Unifikasi, PPN dan PPh 21 dalam satu Register

SSP

Setelah kolom Register SSP disesuaikan, maka mulai mengisi data SSP
PPh Unifikasi dan PPH 21 pada Register yang sama. Data SSP yang digunakan
adalah penyetoran pajak periode Juli 2022 dengan jumlah 4 UP (UP ke-14, UP
ke-15, UP ke-21, dan UP ke-22) dan 4 TUP (TUP ke-9, TUP ke-33, TUP ke-34,
dan TUP ke-35). Pengisian Register SSP dilakukan dengan mengambil data
pajak tiap UP/TUP dari Register UP/TUP, kecuali kolom "Nama WP yang
dipotong” dan “Jumlah DPP” karena menggunakan formula. Tahapan Kegiatan
ini dilaksanakan pada Minggu ke-l bulan Agustus 2022 pada tanggal 04 Agustus
dan Minggu ke-ll bulan Agustus 2022 pada tanggal 09 Agustus. Terdapat
penambahan waktu di Minggu ke-ll bulan Agustus karena adanya pembuatan
tata cara pengisian yang merupakan salah satu tahapan kegiatan aktualisasi
yang oleh Mentor harus dilakukan pengerjaan terlebih dahulu serta terpotong

hari Sabtu dan Minggu.
e

Gambar 30. Pengisian Register SSP

B | =IFGAND[BS=FR R EFY) = ATUNGT WIDEHAT!Y ST

i i | M N

Nomor angg i Mo.
Ei) Bukti Potong - Eukti Potang - DPF = Pajak Yang Dipoto .| Ut -
2
0O0001835 i I wem
4 1000001538 ] 1 wainoz
5 1000001657 ! 1 oo
3 006001634 p T weooa
7 1000001878 ! 1] aioos
B | “HI0D00 1640 ] 11 A0S
5 | 1000001641 ] I
wl 1000001643 ] T wnee
11 § 1000001643 ] I
1z 1000001544 ) | oo
13 HONI0TE4 ) 1 Wota
14 000001648 | i saotn
15 1000001847 ! | w0
15 1000901643 ] 1 o
17 1000001649 i1 ot
12 1000001650 1] woin
19 1000001B51 ] T mnin
0 000001652 | mao1o
2l 100001653 i | mdoio
22 000001654 | sunin
=/ 00001558 ] I
=B P T "

Gambar 31. Formula pada kolom Jumlah DPP
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4. Menambahkan huruf “M” dan “J” serta mengubah jumlah angka dari 1

digit menjadi 3 digit pada penulisan nomor urut

Bukti Bayar dan Laporan Monitoring Potongan SPM (Satker Pembayar)
yang sama antara Satker Majelis dan Satker Setjen mengharusnya adanya
pembeda dalam hal penomoran arsip sehingga untuk Satker Majelis format
Nomor Urut diubah menjadi: MJXXX, “MJ” berarti Majelis sedangkan “XXX”
untuk nomor urutnya. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 32, di kolom
Nomor Urut tercantum “MJ001, MJ002, MJ003, dan seterusnya. Tahapan
Kegiatan ini dilaksanakan pada Minggu ke-I bulan Agustus 2022 pada tanggal
04 Agustus dan Minggu ke-ll bulan Agustus 2022 pada tanggal 09 Agustus.
Terdapat penambahan waktu di Minggu ke-ll bulan Agustus karena adanya
pembuatan tata cara pengisian yang merupakan salah satu tahapan kegiatan
aktualisasi yang oleh Mentor harus dilakukan pengerjaan terlebih dahulu serta

terpotong hari Sabtu dan Minggu.

K L 1A N 0 P
Tanggal Jumlah Jumiah

1 Bukti Potong DPP Pajak Yang Dipotong
= :

3 13 Juli 2023 ] MO0 LR 14
4 13 Juli 2022 i hJ002 P 14
5 13 Juli 2023 | MJOOS UP 14
] 13 Juli 2023 | MLI004 ur 14
7 13 Juli 2027 ! MJ005 P 14
i) 13 Juli 20232 i JO0E LR 14
9 13 Jub 2022 | MJOOT upP 14
10 13 Juli 2023 | MJODS upP 14
=4l 20 Juli 2023 ] M.J00g UP 15
12 20 Juli 2023 i MO0 LR A
1z 20 Juli 2022 hJO10 UR b
14 20 Juli 2029 - MJOT0 upP 21
2 20 Juli 2023 | MO0 urP 1
16 20 Juli 2022 i MJo10 P 21
17 20 Juli 2023 | K010 LR bl
18 20 Juli 2022 i MJo10 P a1
15 20 Juli 2023 | M.JO10 U 21
=0 20 Juli 2023 | MJO10 P 21
21 20 Jul 2023 i 010 LR a1
22 20 Juli 2022 MJO10 P el
23 20 Juli 2022 - MJO10 Up al
= T PR, wanan e e

Gambar 32. Format Nomor Urut
5. Memberikan informasi cara pengisian Data Master dan Register SSP

Membuat panduan cara pengisian Data Master dan Register SSP dalam
bentuk Infografis yang dicantumkan pada Register SSP dengan membuat
lembar kerja baru. Tahapan Kegiatan ini dilaksanakan pada Minggu ke-I bulan
Agustus 2022 pada tanggal 05 Agustus dan Minggu ke-Il bulan Agustus 2022
pada tanggal 08 dan 09 Agustus. Terdapat penambahan waktu di Minggu ke-ll
bulan Agustus karena adanya penambahan informasi yang harus dijelaskan

serta terpotong hari Sabtu dan Minggu.
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PANDUAN PENGISIAN
DATA MASTER &
-REGISTER SSP

Gambar 34. Panduan Cara Pengisian Data Master dan Register SSP
B.5 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 5 (Perubahan Dokumentasi dan
Penomoran Bukti Bayar dari Bank Satker Majelis dan Laporan
Monitoring Potongan SPM (Satker Pembayar))

Kegiatan ini mengimplementasikan Nilai Dasar BerAKHLAK, yaitu
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, dan Adaptif. Kegiatan ini juga menggunakan
pendekatan esensi Manajemen ASN yang terkait Kode Etik dan Kode Perilaku
ASN, vyaitu melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin serta
melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau sejauh tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika
pemerintahan. Selain itu, kegiatan ini juga menggunakan pendekatan esensi

SMART ASN, yaitu Aspek Tl/Literasi Digital dan Aspek Profesionalisme.
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1. Mencetak dokumen Kode Billing dan dilampirkan dengan Bukti Bayar

Bukti Bayar yang sebelumnya dilakukan pengarsipan langsung dan Kode
Billing hanya dilakukan arsip secara digital, mulai saat ini Kode Billing akan
dicetak dan dilampirkan dengan Bukti Bayar. Hal ini dikarenakan adanya
informasi pada Kode Billing yang tidak ada pada Bukti Bayar, yaitu Masa Pajak
dan Jenis Pembayaran (UP/TUP). Tahapan Kegiatan ini dilaksanakan pada
Minggu ke-IV bulan Juli 2022 pada tanggal 29 Juli. Waktu pelaksanaan tahapan
kegiatan ini lebih cepat dari Matriks Rancangan Aktualisasi karena dokumen Bukti

Bayar sudah diterima dari Juru Bayar Perjadin dan Pengadministrasi Umum.

A,

Gambar 35. Mencetak Kode Billing

i B

il i
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Gambar 36. Kode Billing Dilampirkan dengan Bukti Bayar
2. Melakukan scan dokumen Kode Billing dan Bukti Bayar menjadi satu
dokumen lengkap
Setelah mencetak Kode Billing dan dilampirkan dengan Bukti Bayar, kedua
dokumen tersebut dilakukan scanning menjadi 1 dokumen utuh sebagai arsip
digital. Tahapan Kegiatan ini dilaksanakan pada Minggu ke-IV bulan Juli 2022
pada tanggal 29 Juli. Waktu pelaksanaan tahapan kegiatan ini lebih cepat dari
Matriks Rancangan Aktualisasi karena dokumen Bukti Bayar sudah diterima dari
Juru Bayar Perjadin dan Pengadministrasi Umum serta dokumen sudah lengkap
secara fisik.
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Gambar 37. Scanning dokumen Kode Billing dan Bukti Bayar

Gambar 38. Dokumen Digital Kode Billing dan Bukti Bayar
3. Mengunduh Laporan Monitoring Potongan SPM (Satker Pembayar) dari
laman OM-SPAN Kementerian Keuangan

Membuka laman OM-SPAN Kementerian Keuangan dan login untuk
mengunduh Laporan Monitoring Potongan SPM (Satker Pembayar). Laporan ini
diperlukan untuk mengisi Register SSP yang terkait dengan PPh 21. Tahapan
Kegiatan ini dilaksanakan pada Minggu ke-ll bulan Agustus 2022 pada tanggal
12 Agustus. Waktu pelaksanaan tahapan kegiatan ini sesuai dengan Matriks
Rancangan Aktualisasi.
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Hai! Selamat datang di Layanan Online
Kementerian Keuangan.

Gambar 39. Laman OM-SPAN
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Gambar 40. Dokumen Digital Laporan Monitoring Potongan SPM
(Satker Pembayar)

. Menuliskan nomor urut dari register pada hasil scan dokumen Kode
Billing dan Bukti Bayar serta dokumen digital Laporan Monitoring
Potongan SPM (Satker Pembayar) dari laman OM-SPAN
Kementerian Keuangan

Pada pengisian Register SSP terdapat tahap pemberian Nomor Urut
dengan format baru yang telah dibuat. Nomor Urut tersebut dicantumkan pada
dokumen digital Kode Billing dan Bukti Bayar serta dokumen digital Laporan
Monitoring Potongan SPM (Satker Pembayar). Seperti yang ditunjukkan pada
Gambar 42 dan Gambar 43, pada dokumen digital tercantum Nomor Urut format
terbaru di bagian pojok kanan atas dokumen. Tahapan Kegiatan ini
dilaksanakan pada Minggu ke-l bulan Agustus 2022 pada tanggal 04 Agustus
dan Minggu ke-ll bulan Agustus 2022 pada tanggal 09 Agustus. Waktu
pelaksanaan tahapan kegiatan ini dilaksanakan lebih cepat pada Minggu ke-I
bulan Agustus 2022 karena Bukti Bayar telah diterima sehingga sudah dapat
dilakukan pengisian pada Register SSP.
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Gambar 41. Penulisan Nomor Urut pada Dokumen Digital Bukti Bayar dan
Laporan Monitoring Potongan SPM (Satker Pembayar)

MJOO1]
B o

Gambar 42. Dokumen Digital Kode Billing dan Bukti Bayar
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Gambar 43. Dokumen Digital Laporan Monitoring Potongan SPM
(Satker Pembayar)

5. Menyimpan dokumen digital dengan nama dokumen sesuai nomor urut

disertai keterangan nomor UP/TUP pada Register SSP di Folder
Sharing Biro Perencanaan dan Keuangan berdasarkan bulannya

Dokumen digital Kode Billing dan Bukti Bayar serta dokumen digital
Laporan Monitoring Potongan SPM (Satker Pembayar) yang sudah
dicantumkan nomor urut masing-masing disimpan pada Folder PERPAJAKAN
SATKER MAJELIS di Folder Sharing Biro Perencanaan dan Keuangan. Untuk
dokumen digital Kode Billing dan Bukti Bayar, nama diubah sesuai dengan
Nomor Urut dan ditambah dengan jenis pembayaran (UP/TUP) serta disimpan
dalam subfolder BUKTI BAYAR sedangkan untuk dokumen digital Laporan
Monitoring Potongan SPM (Satker Pembayar) diubah dengan Nomor Urut saja
dandisimpan dalam subfolder SPM. Tahapan Kegiatan ini dilaksanakan pada
Minggu ke-l bulan Agustus 2022 pada tanggal 04 Agustus dan Minggu ke-ll
bulan Agustus 2022 pada tanggal 09 Agustus. Waktu pelaksanaan tahapan
kegiatan ini dilaksanakan lebih cepat pada Minggu ke-l bulan Agustus 2022
karena Bukti Bayar telah diterima sehingga sudah dapat dilakukan pengisian
pada Register SSP.

Gambar 44. Penyimpanan dan Penulisan Nama File Dokumen Digital Kode
Billing dan Bukti Bayar serta Laporan Monitoring Potongan SPM (Satker Pembayar)
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Gambar 45. Folder Penyimpanan Dokumen Digital Kode Billing dan
Bukti Bayar
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Gambar 46. Folder Penyimpanan Dokumen Digital Laporan Monitoring Potongan
SPM (Satker Pembayar)

B.6 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 6 (Penyimpanan Bukti Potong PPh
dan PPN)

Kegiatan ini mengimplementasikan Nilai Dasar BerAKHLAK, yaitu
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, dan Adaptif. Kegiatan ini juga menggunakan
pendekatan esensi Manajemen ASN yang terkait Kode Etik dan Kode Perilaku
ASN, vyaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan
berintegritas tinggi serta melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin.
Selain itu, kegiatan ini juga menggunakan pendekatan esensi SMART ASN, yaitu
Aspek Integritas, Aspek Tl/Literasi Digital dan Aspek Profesionalisme.

1. Bukti potong yang sudah terbit di laman DJP Online langsung diunduh tiap
bulannya. Hasil unduhan berbentuk zip. yang kemudian dilakukan extract.

Pengisian Register SSP yang telah selesai, dilanjutkan dengan Pelaporan

Pajak Periode Juli 2022. Pelaporan Pajak telah dapat dilakukan pada tanggal
15 Juli 2022. Bukti Potong yang telah terbit langsung diunduh dari laman DJP
Online dalam bentuk zip. yang kemudian dilakukan extract. Tahapan Kegiatan
ini dilaksanakan pada Minggu ke-lll bulan Agustus 2022 pada tanggal 16
Agustus. Waktu pelaksanaan tahapan kegiatan ini sesuai dengan Matriks

Rancangan Aktualisasi.
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Gambar 48. Pelaporan PPh Unifikasi dan PPN
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Gambar 49. Pelaporan PPh 21
2. Menyimpan bukti potong sesuai Alat Kelengkapan atau Rekanan tiap bulannya

di Folder Sharing Biro Perencanaan dan Keuangan.

Bukti Potong PPh Unifikasi dan PPh 21 hasil extract disimpan dalam folder
PERPAJAKAN SATKER MAJELIS dengan subfolder BUKTI POTONG yang
dibedakan berdasarkan jenis pajak dan periode perpajakan. Untuk PPh
Unifikasi, bukti potong juga dibedakan berdasarkan Rekanan. Tahapan
Kegiatan ini dilaksanakan pada Minggu ke-Ill bulan Agustus 2022 pada tanggal
18 Agustus. Waktu pelaksanaan tahapan kegiatan ini sesuai dengan Matriks
Rancangan Aktualisasi.
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Gambar 50. Penyimpanan

PP Unifikas

Bukti Potong PPh Unifikasi

Gambar 51. Penyimpanan Bukti Potong PPh 21

B.7 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 7 (Sosialisasi BANG NOPAN)

Kegiatan

ini mengimplementasikan Nilai

Dasar

BerAKHLAK, vyaitu

Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal dan Kolaboratif. Kegiatan ini juga

menggunakan pendekatan esensi Manajemen ASN yang terkait Kode Etik dan

Kode Perilaku ASN, yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung

jawab, dan berintegritas tinggi serta Aspek SMART ASN, yaitu Aspek Integritas

dan Aspek Profesionalisme.

1. Membuat dan membagikan undangan sosialisasi kepada Kasubag, Kabag

Perbendaharaan dan Calon Pranata Keuangan APBN Terampil Satker Setjen

Sosialisasi BANG NOPAN telah dilaksanakan yang dihadiri oleh perwakilan

staf Biro Perencanaan dan Keuangan yang terkait dengan perpajakan.
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Perwakilan Biro Perencanaan dan Keuangan menyambut baik atas aktualisasi
yang akan dilaksanakan dan mendukung penuh dalam implementasinya. Dalam
sosialisasi ini, Kabag Perbendaharaan tidak dapat hadir karena sedang sakit.
Tahapan Kegiatan ini dilaksanakan pada Minggu ke-IV bulan Agustus 2022
pada tanggal 23 Agustus. Waktu pelaksanaan tahapan kegiatan ini sesuai

dengan Matriks Rancangan Aktualisasi.

SUKRTTARIAT JENDERAL
MASTLIS PERMUSYAWARATAN RAXYAT
RIPUBLIX INDONTSIA

Gambar 52. Undangan Sosialisasi BANG NOPAN
2. Menjelaskan perbandingan kondisi sebelum dan sesudah penggunaan BANG

NOPAN serta manfaat yang dihasilkan

Pada tahapan kegiatan ini dijelaskan mengenai perbandingan alur
pekerjaan pelaporan pajak sebelum dan sesudah pelaksanaan aktualisasi.
Mulai dari Data Master yang sudah diperbarui dan diperbaiki formatnya, Register
SSP yang digabung dan kolom-kolom yang disesuaikan, penambahan formula
pada Register SSP agar pengisian lebih otomatis, penyusunan panduan
pengisian Data Master dan Register SSP, penomoran Bukti Bayar dan Laporan
Monitoring Potongan SPM (Satker Pembayar), hingga penyimpanan Bukti
Potong. Tahapan Kegiatan ini dilaksanakan pada Minggu ke-IV bulan Agustus
2022 pada tanggal 23 Agustus. Waktu pelaksanaan tahapan kegiatan ini sesuai

dengan Matriks Rancangan Aktualisasi.
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Gambar 53. Sosialisasi BANG NOPAN

SEKRETVARIAT JENDERAL
MAICLIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Inlan feadarai Gador Suinnare Momor & kot Pusat 10370
T A FakimE $TEE LAY, webstr | mpngoid

DAFTAR HADIR PESERTA SOLIALISASI BANG NOPAN
PADA TANGGAL 28 AGUSTUS 2022

DI LAKARTA
| No | wama | Bagian | Tanda Tangan
. : .
|1 ] Ayeg Lot | fond . ot W |
2| O i e | bl et |
1

Jetkar Mogel

[ha Berted e

1% s edals Tk

.ﬁ 1 hurmgwah araha Fensgngm Aresd

b Aw0 feone | ben |

T (Wb, Heldom | pugtis —
B | Mg Owtowant Perbendubonin

Gambar 54. Daftar Hadir Sosialisasi BANG NOPAN
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Gambar 55. Laporan Singkat Sosialisasi BANG NOPAN
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B.8 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 8 (Sosialisasi BANG NOPAN)

Kegiatan ini mengimplementasikan Nilai Dasar BerAKHLAK, vyaitu
Harmonis, Adaptif dan Kolaboratif. Kegiatan ini juga menggunakan pendekatan
esensi Manajemen ASN yang terkait Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, yaitu
melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas
tinggi serta Aspek SMART ASN, vyaitu Aspek Integritas dan Aspek
Profesionalisme.

1. Berkonsultasi dengan Mentor atas pelaksanaan tahapan kegiatan dengan
memberikan laporan secara tertulis

Melaporkan hasil aktualisasi kepada Mentor yang kemudian Mentor

memberikan saran dan masukan, yaitu format NPWP diubah format General
menjadi format Text, menjelaskan dampak aktualisasi pada alur pekerjaan di
laporan aktualisasi, dan memperagakan aktualisasi saat presentasi final.
Tahapan Kegiatan ini dilaksanakan pada Minggu ke-IV bulan Agustus 2022

pada tanggal 24 Agustus. Waktu pelaksanaan tahapan kegiatan ini sesuai

i

dengan Matriks Rancangan Aktualisasi.

Gambar 56. Evaluasi dengan Mentor
2. Melaporkan hasil perbaikan dari konsultasi yang telah dilakukan dengan Mentor

berupa laporan secara tertulis

Saran dan masukan dari mentor saat konsultasi pelaksanaan aktualisasi
langsung dilakukan, yaitu pada poin perubahan format NPWP. Tahapan
Kegiatan ini dilaksanakan pada Minggu ke-IV bulan Agustus 2022 pada tanggal
24 Agustus. Waktu pelaksanaan tahapan kegiatan ini sesuai dengan Matriks

Rancangan Aktualisasi.
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EVALUASI AKTUALISASI
Optimalisasi Pelaporan PPh dan PPN dengan BANG NOPAN (Pembaruan
Data Master, Penggabungan Register 55P,Penomoran Bukti Bayar, dan
Penyimpanan Bukti Potong) di Satker Majelis Bagian Perbendaharaan
Biro Perencanaan dan Keuangan Saetjen MPR RI Tahun 2022

o, | SaranMasukan | Bolusf
ﬁmm:«mﬁ'ﬁﬁf
| lebih mudah mencar Bukii Polong pads Folder | divbah dengan menghilangkan spass

Sharing
2| Parlelssan mengenal dampak skiuslisasl | Penjelasan kendis ahur pekersan |
tertadap alur pexersan sabehem dan sesudah dilsxukan

aktualisas! pada laporsn final

“|

Memperagakan alur pekeraan atas dampas

Mamb st Videa dengan [ scmn

abfualisasi recordsr aias dampak skiualsesl yang
akan dipreseniasikan saat seminar final
Jakarta, 24 Agustus 2022
Mengetahui,
Mentee Mentor

mimad |mren Alamsyah
NIP. 15970606 202203 1 003

(

Ak
NIF, 18810910 202012 2 001

Gambar 57. Laporan Evaluasi Aktualisasi

LAPORAN PERBAIKAN
Optimalisasl Pelaparan PPh dan PPN dongan BANG NOPAN (Pembaruan

Data Master, Penggab Regt

SSP.P Buikti Bayar, dan

Penyimpanan Bukti Potong) di Satker Majelis Bagian Perbendaharaan
Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen MPR RI Tahun 2022
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Jakarta, 24 Agustus 2022

NiP. 19970606 202203 1 003

Mengetahul,
Mantor

¢ M

LSE. Ax
NIP. 18910910 202012 2 001

Gambar 58. Laporan Perbaikan

80



B.9 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 9 (Testimoni Penerapan BANG
NOPAN)

Kegiatan ini mengimplementasikan Nilai Dasar BerAKHLAK, yaitu
Akuntabel, Harmonis, Adaptif dan Kolaboratif. Kegiatan ini juga menggunakan
pendekatan esensi Manajemen ASN yang terkait Kode Etik dan Kode Perilaku
ASN, yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan
berintegritas tinggi serta Aspek SMART ASN, yaitu Aspek Integritas, Aspek
Tl/Literasi Digital dan Aspek Profesionalisme.

1. Menghubungi pihak-pihak yang terlibat dalam penerapan BANG
NOPAN

Menghubungi Kasubag Perbendaharaan Belanja Majelis yang juga selaku

mentor, Juru Bayar, Pengadministrasi Umum dan Analis Pengelolaan Keuangan
untuk mendapatkan testimoni atas implementasi BANG NOPAN yang telah
dilaksanakan. Tahapan Kegiatan ini dilaksanakan pada Minggu ke-IV bulan
Agustus 2022 pada tanggal 25 dan 26 Agustus. Waktu pelaksanaan tahapan
kegiatan ini sesuai dengan Matriks Rancangan Aktualisasi.

2. Membuat video testimoni mengenai penerapan BANG NOPAN dari pihak-pihak
yang terlibat

Melakukan perekaman video testimoni kepada 4 pihak yang telah

dihubungi. Setelah itu, melakukan penyatuan video untuk dibentuk sebuah video
testimoni yang utuh mengenai implementasi BANG NOPAN. Tahapan Kegiatan
ini dilaksanakan pada Minggu ke-IV bulan Agustus 2022 pada tanggal 25 dan
26 Agustus. Waktu pelaksanaan tahapan kegiatan ini sesuai dengan Matriks

Rancangan Aktualisasi.

Gambar 59. Perekaman Video Testimoni
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. Stakeholder
Dalam penerapan Aktualisasi ini, melibatkan sejumlah pihak, yaitu:

1.

Calon Pranata Keuangan APBN Terampil.

Berperan utama dalam pelaksanaan Aktualisasi yang mana sebagai penyusun
Aktualisasi yang dapat disebut sebagai koordinator yang memastikan bahwa
tahapan kegiatan telah dilaksanakan seluruhnya.

Kasubag Perbendaharaan Belanja Majelis

Atasan dari Calon Pranata Keuangan APBN Terampil yang juga selaku mentor
berperan membimbing, mengawasi dan mengevaluasi Aktualisasi dari tahap
perencanaan hingga tahap pelaksanaan.

Biro Perencanaan dan Keuangan, khususnya Bagian Perbendaharaan

Pegawai di Biro Perencanaan dan Keuangan, khususnya di Bagian
Perbendaharaan ikut mengawal pelaksanaan Aktualisasi ini yang pada akhirnya
akan memberikan testimoni mengenai hasil dari pelaksanaan Aktualisasi.

Alat Kelengkapan MPR RI dan Rekanan Setjen MPR Rl

Pihak yang menerima hasil dari pelaksanaan Aktualisasi yang mana memperoleh
Bukti Potong dengan cepat saat melakukan permintaan kepada Biro Perencanaan
dan Keuangan Setjen MPR RI.

. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala

No. | Tahapan Kegiatan | Kendala | Solusi

Kegiatan 1: Penjelasan Rancangan Aktualisasi kepada Kasubag Perbendaharaan Belanja
Maijelis selaku Mentor dan Coach.

1.

Bertemu dengan Mentor melalui
tatap muka langsung untuk Tidak ada -
menjelaskan 3 isu yang diambil.

Penentuan isu utama yang akan
dibahas lebih lanjut melalui Teknik
Tapisan Isu USG (Urgency,
Seriuosness, Growth).

Tidak ada -

Penjelasan penyebab-penyebab isu
menggunakan Teknik Analisis Isu Tidak ada -
menggunakan Fishbond Diagram.

Penjelasan Gagasan Kreatif yang
diambil dan Matriks Rancangan Tidak ada -
Aktualisasi.

Bertemu dengan Coach melalui
media Zoom untuk menjelaskan
Rancangan Aktualisasi yang sudah
disusun dan sudah dikonsultasikan
dengan mentor.

Tidak ada -
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No. |

Tahapan Kegiatan

Kendala

| Solusi

Kegiatan 2: Pembuatan Timeline Pelaksanaan Rancangan Aktualisasi.

Menyusun Timeline berisi uraian

6. Tahapan Kegiatan dan tanggal Tidak ada -
pelaksanaannya.
Memberi tanda pada tanggal

7. pelaksanaan dengan memberi warna Tidak ada -

pada sel tabel.

Kegiatan 3: Pembaruan Data Master Register SSP.

Memperbaiki format kolom serta
penulisan Nama dan NPWP

8. Rekanan Setjen MPR RI yang telah Tidak ada )
terdaftar.
Menambahkan data Nama dan
9. NPWP Rekanan Setjen MPR RI yang Tidak ada -
baru.
Mengikuti ejaan
Penulisan Nama Alat | Bahasa Indonesia
10 Menambahkan data Nama dan Kelengkapan yang yang benar dari
" | NPWP Alat Kelengkapan MPR RI. berbeda-beda secara | penulisan huruf
format. kapital pada nama
dan gelar.
Adanva Saat akan
ya menambah data
kemungkinan
Rekanan dan/atau
penambahan
Alat Kelengkapan
Memperbarui formula di kolom Nama Rekanan dan/atau yang baru
1. Alat Kelengkapan '

pada Register SSP.

pada Data Master
sehingga formula
harus selalu
disesuaikan.

melakukan insert row
pada baris terakhir
sehingga formula
akan otomatis
menyesuaikan.

Kegiatan 4: Penggabungan Register SSP PPh Unifikasi dan PPN de

PPh 21.

ngan Register SSP

Menyesuaikan kolom Register SSP

12. | dengan Data SSP PPh Unifikasi, Tidak ada -
PPN dan PPh 21.
Memberikan penjelasan mengenai
data yang harus diisikan dan sumber
13. | data tersebut pada masing-masing Tidak ada -
kolom Register SSP menggunakan
fitur Insert Comment.
a) Pengerjaan
panduan pengisian
Data Master dan a) Penambahan
Register SSP yang waktu pengerjaan di
harus dikerjakan Minggu ke-Il, yang
terlebih dahulu seharusnya selesai
Mengisi Data SSP PPh Unifikasi, karena prioritas dari | di Minggu ke-I.
14. | PPN dan PPh 21 dalam satu Mentor dan waktu b) Pembuatan

Register SSP.

pengerjaan yang
terpotong hari Sabtu
dan Minggu

b) Penghitungan
Jumlah DPP yang
masih dilakukan
manual.

formula untuk
menghitung Jumlah
DPP secara otomatis
berdasarkan Jumlah
Pajak yang Dipotong.
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No. Tahapan Kegiatan Kendala Solusi
Pengerjaan panduan
pengisian Data
Master dan Register
Menambahkan huruf “M” dan “J” S.SP yang harus. Penam.bahan. waktu
. . dikerjakan terlebih pengerjaan di
serta mengubah jumlah angka dari 1 :

15. . A : dahulu karena Minggu ke-Il, yang
digit menjadi 3 digit pada penulisan o . .
nomor urut prioritas dari Mentor | seharusnya selesai

’ dan waktu di Minggu ke-I.
pengerjaan yang
terpotong hari Sabtu
dan Minggu.
Adanya penambahan | Penambahan waktu
. . . . informasi serta waktu | pengerjaan di
Memberikan informasi cara pengisian . ;
16. pengerjaan yang Minggu ke-Il, yang

Data Master dan Register SSP.

terpotong hari Sabtu
dan Minggu.

seharusnya selesai
di Minggu ke-I.

Kegiatan 5: Perubahan Dokumentasi dan Penomoran Bukti Bayar dari Bank Satker Majelis
dan Laporan Monitoring Potongan SPM (Satker Pembayar).

17.

Mencetak dokumen Kode Billing dan
dilampirkan dengan Bukti Bayar.

Tidak ada

18.

Melakukan scan dokumen Kode
Billing dan Bukti Bayar menjadi satu
dokumen lengkap.

Tidak ada

19.

Mengunduh Laporan Monitoring
Potongan SPM (Satker Pembayar)
dari laman OM-SPAN Kementerian
Keuangan.

Tidak ada

20.

Menuliskan nomor urut dari register
pada hasil scan dokumen Kode
Billing dan Bukti Bayar serta
dokumen digital Laporan Monitoring
Potongan SPM (Satker Pembayar)
dari laman OM-SPAN Kementerian
Keuangan.

Tidak ada

21.

Menyimpan dokumen digital dengan
nama dokumen sesuai nomor urut
disertai keterangan nomor UP/TUP
pada Register SSP di Folder Sharing
Biro Perencanaan dan Keuangan
berdasarkan bulannya.

Tidak ada

Kegiatan 6: Penyimpanan Bukti Potong PPh

dan PPN.

22.

Bukti potong yang sudah terbit di
laman DJP Online langsung diunduh
tiap bulannya. Hasil unduhan
berbentuk zip. yang kemudian
dilakukan extract.

Tidak ada

23.

Menyimpan bukti potong sesuai Alat
Kelengkapan atau Rekanan tiap
bulannya di Folder Sharing Biro
Perencanaan dan Keuangan.

Penyimpanan Bukti
Potong PPh 21
membutuhkan waktu
yang lebih lama jika
harus melakukan
rename dokumen
digital bukti potong
sesuai nama Alat
Kelengkapan.

Hasil extract
dokumen digital Bukti
Potong PPh 21 tidak
dilakukan rename
sehingga saat akan
mencari Bukti Potong
tersebut
menggunakan
NPWP Alat
Kelengkapan karena
pada nama asli file
terdapat NPWP.
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No. | Tahapan Kegiatan Kendala Solusi
Kegiatan 7: Sosialisasi BANG NOPAN.
Kabag Ketidakhadiran
. Perbendaharaan
Membuat dan membagikan Kabag
L selaku Bendahara
undangan sosialisasi kepada . Perbendaharaan
Pengeluaran Setjen . .
24. | Kasubag, Kabag Perbendaharaan tidak dapat digantikan oleh
dan Calon Pranata Keuangan APBN pat Kasubag
. . menghadiri
Terampil Satker Setjen. ST Perbendaharaan
Sosialisasi karena .
. Setjen.
sakit.
Menijelaskan perbandingan kondisi
sebelum dan sesudah penggunaan . )
25. BANG NOPAN serta manfaat yang Tidak ada
dihasilkan.
Kegiatan 8: Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Kegiatan.
Berkonsultasi dengan Mentor atas
26. pelaksanaan tahgpan kegiatan Tidak ada )
dengan memberikan laporan secara
tertulis.
Sesuai saran dan
masukan dari
mentor, mengubah
format NPWP dari
General menjadi Menggunakan fitur
Melaporkan hasil perbaikan dari Text secara manual 99 .
; ) : Ms. Excel, yaitu Text
konsultasi yang telah dilakukan sehingga .
27. to Columns sehingga
dengan Mentor berupa laporan membutuhkan waktu
. format seluruh data
secara tertulis. yang lama karena :
otomatis berubah.
data Rekanan dan
Alat Kelengkapan
yang mencapai 1251
data.
Kegiatan 9: Testimoni Penerapan BANG NOPAN
Menghubungi pihak-pihak yang
28. | terlibat dalam penerapan BANG Tidak ada -
NOPAN.
Membuat video testimoni mengenai
29. | penerapan BANG NOPAN dari Tidak ada -
pihak-pihak yang terlibat.

Tabel 8. Kendala dan Solusi pada Tahapan Kegiatan

E. Analisis Dampak
Adanya implementasi aktualisasi akan membawa dampak yang positif bagi alur
kerja yang terkait.
implementasi aktualisasi BANG NOPAN.
E.1 Data Master
Pada awalnya, Data Master terdapat pada masing-masing Register SSP,
baik pada Register SSP PPH Unifikasi dan PPN maupun Register PPh 21. Selain
terpisah, Data Master juga tidak diperbarui serta format kolom dan penulisan nama

Berikut merupakan kondisi sebelum dan sesudah adanya

dan NPWP Rekanan dan Alat Kelengkapan tidak baku. Hal ini menyebabkan
informasi Rekanan Setjen MPR RI dan Alat Kelengkapan MPR RI kurang lengkap
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dan terpisah serta dalam pengisian Register SSP mengalami kesulitan karena data

pada kolom Nama Rekanan dan Alat Kelengkapan diisi manual.
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Gambar 60. Data Master Register SSP PPh Unifikasi dan PPN
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Gambar 61. Data Master Register SSP PPh 21

Master | PPh 21 Final | *
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Setelah Aktualisasi BANG NOPAN dilakukan, Data Master kedua Register
SSP digabung, melakukan perbaikan pada format kolom dan penulisan Nama dan
NPWP Rekanan dan Alat Kelengkapan, serta melakukan pembaruan data atas
Rekanan yang belum ditambahkan dan seluruh Alat Kelengkapan pada Data
Master. Hal ini berdampak pada informasi Rekanan dan Alat Kelengkapan menjadi
lebih lengkap dan menjadi satu data utuh yang mana tidak terpecah ke dalam
beberapa lembar kerja.

Dalam pengisian kolom Nama juga tidak lagi diisi manual menggunakan
formula dengan ketentuan saat menambahkan data Rekanan dan Alat
Kelengkapan menggunakan insert row pada baris terakhir. Untuk itu, Data
Rekanan yang baru dan Alat Kelengkapan diberikan warna yang berbeda. Untuk
Data Rekanan yang baru diberikan warna kuning, sedangkan data Alat
Kelengkapan diberikan warna hijau, sehingga saat akan melakukan penambahan,

data tidak tercampur.

B151 - fx O SAMAK KA
A B
1
1066 01552 FT HOTEL AMOMSOLO SARANATAMS,
1067 63 139 FT DINAMIKA PILAR EXPRESS
1068 55 837 ARIS YULIYANTO
1069 03 306 PT CTRA KUNINGAN PERSADA
1070 63 124 FT KARUNIZ FUTUH ALIM
1071 71 326 FT KHAR ISMa& MADA BEMILANG
1072 03 251 FT J&ya CIFTA HOTEL
1073 90 615 PT JAMEC KUPI LELRASS,
10?4_ 01 731 CV TIDAR'S
1075 01 450 PAPAN NIRVANS
1076 03 373 PT ARYADUTA KLUTA BAL
1077 02 442 PT CHRISYVI AN REJEK]
1078 313202 FT TIARA ABAD | MIRMALA,
1079 02 339 FT FLRI DIEY4 PROPERTY
1080 01 346 FT LIPPO KARAWAC] TEK
1081 63 518 T HENDRA KARYA UTAMA
1082 83 130 FT RADIATIL ALFARIS GEMILANG
1083 54 153 OV MITRA USAHS
1084 07 146 H Rambe Karmarul Zaman, MSc, M
1085 09 B51 Wartin Hutabarat, SH
1086 24 J60 Frot Or Bachar Aly, W&
L Watvie o oA o Clriea LI b B s AriBalk RO

Panduan Fengisian Register S5P Data Master Register 51 |

Gambar 62. Data Master Register SSP Gabungan

E.2 Register SSP
Sesuai penjelasan pada E.1 Data Master, bahwa pada awalnya Register
SSP terpisah antara PPh Unifikasi dan PPN dengan PPh 21 dengan penyimpanan
kedua Register SSP tersebut dalam folder yang berbeda. Hal ini menyebabkan
dalam pengisian Register SSP menimbulkan resiko double input data. Register

87



SSP dibuat secara bulanan sehingga kesulitan dalam mendapatkan informasi
jumlah pajak yang dilakukan pungut, setor dan lapor dalam setahun, semester,
atau triwulan.

Dalam pengisian Register SSP juga masih ada beberapa kolom data yang
dapat diisi secara otomatis menggunakan formula, namun masih diisi secara
manual. Format Nomor Urut yang ada pada Register SSP Majelis sama dengan
Nomor Urut yang ada pada Register SSP Setjen. Hal ini menimbulkan kesulitan
dalam mengidentifikasi Nomor Urut dokumen pajak antar Satker Majelis dan

Setjen.
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Gambar 63. Register SSP PPh Unifikasi dan PPN
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Gambar 64. Register SSP PPh 21
Setelah pelaksanaan Aktualisasi BANG NOPAN, Register SSP

digabungkan menjadi 1 Register utuh sehingga meminimalisir potensi double input

serta disimpan dalam 1 Folder bersama khusus Perpajakan bernama
‘PERPAJAKAN SATKER MAJELIS” yang nantinya seluruh kertas kerja dan
dokumen terkait Perpajakan Majelis akan disimpan dalam folder ini. Register SSP
Gabungan ini juga diisi untuk Masa Pajak selama 1 tahun sehingga dapat
menyajikan data jumlah pajak yang dilakukan pungut, setor dan lapor dalam
setahun, semester maupun triwulan. Pada kolom “Jumlah DPP” dibuat formula
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dengan berdasarkan pada Jumlah Pajak yang dipotong sehingga tidak lagi
dilakukan pengisian secara manual. Dengan Register SSP Gabungan ini,
Pelaporan Pajak dapat dilakukan pada tanggal 15 yang biasanya dilakukan pada
tanggal 19 atau tepat pada tanggal batas pelaporan pajak, yaitu tanggal 20.
Format Nomor Urut juga telah dibuat dengan format baru sehingga dapat
lebih mudah dalam mengidentifikasi dokumen Satker Majelis. Nomor Bukti Potong
yang pada awalnya tidak diisi, pada Register Gabungan telah dilakukan pengisian
sehingga informasi mengenai pajak menjadi lebih detail. Kertas kerja Data Master
dan Register SSP Terpisah hanya bisa digunakan oleh pengguna utama, namun
pada Register SSP Gabungan ini telah dibuat Panduan Pengisian Data Master dan
Register SSP sehingga pengguna lain dapat mengakses kerja kerja Register SSP

(user friendly).

N s

Gambar 65. Register SSP Gabungan
E.3 Dokumentasi Bukti Bayar dan Laporan Monitoring Potongan SPM (Satker

Pembayar)

Bukti bayar yang diperoleh dari Juru Bayar dan Pengadministrasi Umum
tanpa ada lampiran Kode Billing. Padahal, terdapat informasi yang tidak ada dalam
Bukti Bayar, namun tercantum pada Kode Billing, yaitu Jenis Pembayaran
(UP/TUP) dan Masa Pajak sehingga saat mengalami kesulitan dalam melakukan
pengisian Register SSP karena saat melakukan pengisian Register SSP
membutuhkan informasi Jenis Pembayaran untuk mencari laporan karwas yang
datanya akan dimasukkan ke Register SSP. Selain itu, sulit dalam mencari arsip
fisik Bukti Bayar dengan hanya mengandalkan informasi yang tercantum pada
Bukti Bayar tersebut.
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Gambar 66. Bukti Bayar
Atas uraian masalah tersebut, maka dalam pelaksanaan Aktualisasi BANG

NOPAN, Kode Billing dicetak dan dilampirkan sesuai dengan Bukti Bayarnya serta
dilakukan scanning menjadi 1 dokumen utuh sehingga lebih mudah dalam
melakukan pengisian Register SSP dan dalam mencari Arsip Fisik Bukti Bayar.
Arsip Digital Bukti Bayar juga disimpan dalam Folder “PERPAJAKAN SATKER
MAJELS” dengan SubFolder “BUKTI BAYAR”. Selain itu, untuk memudahkan
dalam mencari Arsip Bukti Bayar, baik dalam fisik maupun digital, maka di dalam
arsip digital dicantumkan Nomor Urut yang ada pada Register SSP. Arsip digital
Bukti Bayar juga disimpan dengan nama file Nomor Urut dan Jenis Pembayaran
(UP/TUP) ke berapa.
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Gambar 67. Bukti Bayar dan Kode Billing
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Gambar 68. Penyimpanan Bukti Bayar secara Digital

E.4 Penyimpanan Bukti Potong

Bukti Potong yang telah terbit tidak langsung disimpan di dalam folder
Sharing melainkan menunggu permintaan dari Rekanan dan/atau Alat
Kelengkapan. Hal ini menyebabkan pengiriman Bukti Potong menjadi lebih lama
dan sulit karena harus mencari di laman DJP Online serta secara kearsipan, tidak
ada arsip digital Bukti Potong.

Pada pelaksanaan Aktualisasi BANG NOPAN, Bukti Potong yang telah
terbit langsung diunduh dari laman DJP Online dengan format zip. yang dilakukan
extract sehingga disimpan dalam format pdf. di dalam Folder “PERPAJAKAN
SATKER MAJELIS”. Dalam folder tersebut, Bukti Potong dibagi ke dalam 2 folder
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yang berbeda, yaitu PPh Unifikasi dan PPh 21. Dalam PPh Unifikasi , Bukti Potong
dibagi kembali dalam folder berbeda berdasarkan Rekanan. Dengan adanya
penyimpanan Bukti Potong dalam folder ini, maka pengarsipan Bukti Potong secara
digital sudah ada dan meningkatkan kemudahan dalam menyediakan Bukti Potong
saat ada permintaan dari Rekanan dan/atau Alat Kelengkapan. Cara mencari Bukti
Potong dalam folder dapat menggunakan Nama atau NPWP Rekanan atau Alat
Kelengkapan.

e

Gambar 70. Penyimpanan Bukti Potong PPh 21
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BAB VI
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Aktualisasi BANG NOPAN telah mencapai target dalam meningkatkan efisiensi
dan efektivitas Pelaporan Pajak Satker Majelis Setjen MPR RI. Pelaporan Masa Pajak

Juli 2022 yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2022 dapat dilakukan pada tanggal

15 Agustus 2022. Penyimpanan Bukti Potong secara digital juga telah dapat dilakukan

sehingga dalam penyediaan Bukti Potong atas permintaan dari Rekanan dan/atau Alat

Kelengkapan lebih mudah dan lebih cepat.

Hal ini  menunjukkan bahwa  Aktualisasi BANG NOPAN telah
mengimplementasikan Nilai Dasar BerAKHLAK, yaitu:

1. Berorientasi Pelayanan; kemudahan dalam menyediakan Bukti Potong atas
permintaan Rekanan dan/atau Alat Kelengkapan.

2. Akuntabel; Register SSP memuat informasi jumlah Bukti Potong yang dilakukan
pungut, setor dan lapor pajak Satker Majelis secara tahunan, semester, triwulan
dan bulanan.

3. Kompeten; Penggabungan Register SSP dalam memudahkan perekaman data
SSP Pajak dengan pembuatan formula untuk pengisian data secara otomatis.

4. Harmonis; Pembuatan video testimoni atas dampak aktualisasi BANG NOPAN
yang menunjukkan dukungan atas pelaksanaan aktualisasi.

5. Loyal; Penyusunan dan Pelaksanaan Rancangan Aktualisasi BANG NOPAN
hingga target yang diharapkan telah tercapai.

6. Adaptif; Pembuatan folder khusus Perpajakan yang bernama “PERPAJAKAN
SATKER MAJELIS” di Folder Sharing Biro Perencanaan dan Keuangan untuk
menyimpan seluruh kertas kerja dan dokumen yang berhubungan dengan
Perpajakan Majelis.

7. Kolaboratif; Sosialisasi Bang NOPAN yang dihadiri oleh perwakilan staf Biro
Perencanaan dan Keuangan yang menunjukkan kemauan untuk bekerja sama
agar target yang diharapkan tercapai.

Selain menerapkan Nilai Dasar BerAKHLAK, aktualisasi BANG NOPAN juga
menggunakan pendekatan esensi Manajemen ASN dan SMART ASN, yaitu:

1.  Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang
memerlukan informasi — Aspek Integritas; Register SSP memuat informasi jumlah

pajak yang dilakukan pungut, setor dan lapor

93



2. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi
— Aspek Profesionalisme; Pelaporan pajak yang dilakukan pada tanggal 15
sebelum batas pelaporan tanggal 20.

3. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin — Aspek Tl/Literasi Digital;
Penggabungan dan Penambahan formula pada Register SSP untuk pengisian
yang lebih efektif dan efisien serta penyimpanan Bukti Potong pada Folder khusus
perpajakan di Folder Sharing Biro Perencanaan dan Keuangan.

B. SARAN
Adapun saran dari penulis untuk Sekretariat Jenderal MPR RI, khususnya Biro

Perencanaan dan Keuangan, agar BANG NOPAN tetap dijalankan dalam alur kerja

Pelaporan Pajak Satker Majelis, bahkan dapat dikembangkan menjadi lebih efektif dan

efisien lagi yang salah satunya dapat dilihat dari segi otomatisasi lembar kerja.

Untuk ke depannya, diharapkan BANG NOPAN juga dapat menyelesaikan isu
mengenai Pengiriman Bukti Potong secara rutin tanpa didahului permintaan terlebih
dahulu dari Rekanan MPR RI dan/atau Alat Kelengkapan Setjen MPR RI.
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FORMULIR ALAT BANTU PENGENDALIAN MENTOR
PADA PELAKSANAAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CPNS TAHUN 2022

Nama Peserta : Mochammad Imron Alamsyah Nama Mentor : Agung Widayat, S.E., Ak.
NIP : 199706062022031003
Unit Kerja : Sekretariat Jenderal MPR Rl
Jabatan : Calon Pranata Keuangan APBN Terampil '
Isu Kegiatan : Belum Optimainya Data Master, Register Surat Setoran Pajak (SSP), Dokumentasi Bukti Bayar dan Bukti Potong Pajak
Penghasilan Unifikasi (PPh Unifikasi), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)
di Satker Majelis Bagian Perbendaharaan Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen MPR RI Tahun 2022
Qutput ]
Kepiatan Keterkaitan
Tahapan Kontribusi
. Terhadap Substansi Mata - Penguatan Nilal Paraf
No. | Tanggal Kegiatan Pormotthan Pelatihan terhgdap Visl-lﬂisl Organisasi Catatan Mentor Mentor
o rganisas
Kegiatan 1: Penjelasan Rancangan Aktualisasi kepada Kasubag Perbendaharaan Belanja Majelis selaku Mentor dan Coach
IT 21 Juii a) Bertemu a) Isu utama NILAI-NILAI Kegiatan Penjelasan | Dalam pelaksanaan
2022 dengan Mentor untuk dibahas | DASAR: Rancangan kegiatan Penjelasan ‘
melalui tatap lebih lanjut a) Akuntabel: Aktualisasi kepada Rancangan |
muka langsung sudah Panjelasan Kasubag Aktualisasi kepada
uriuk menjelaskan | ditentukan; kepada Mentor Perbendaharaan Kasubag |
3 isu yang diambll; | b) Gagasan dan Coach Belanja Majelis Perbendaharaan | a
b) Penentuan isu Kreatif untuk menunjukkan selaku Mentor dan Belanja Majelis selaku | / 7 M lua ‘
utama yang akan | menyelesaikan | transparansi atas | Coach dapat Mentor dan Coach
dibahas lebih isu utarma Rancangan membantu dalam mengimplementasikan
lanjut melalui sudah Aktualisasi yang menerapkan Nilai Dasar Akuntabel,
Teknik Tapisan ditemukan; akan diterapkan Rancangan Harmonis, Loyal,
Isu USG ¢) Kegiatan dan | pada instansi, Aktualisasi yang Adaptif, dan
{Urgency, tahapan khususnya Biro sesuai dengan Visi | Kolaboratif serta
Serivosness, kegiatan untuk | Perencanaan dan | Sekretariat Jenderal | penerapan Kode Etik
Growth), mewujudkan Keuangan; MPR R, yaitu dan Kode Perilaku
¢) Penjelasan Gagasan Kreatif | b) Harmonis: Terwujudnya terkait Manajemen
penyebab- sudah tersusun. | Melibatkan pihak- | Birokrasi Berkelas ASN dan penerapan
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penyabab isu Bukti: pihak terkait agar | Dunia dalam Aspek SMART ASN |
menggunakan a) Folo kegiatan | dzpat menserima melayani Majelis yang sesuai dengan
Teknik Analisis Isu | konsultasi garan dan Permusyawaratan Visi dan Misi
menggunakan dengan Mentor | masukan terkait Rakyat Republik Sekretariat Jenderal }
Fishbond dan Coach imptementasi Indonesia, Alat MPR RI serta bentuk
Diagram,; b} Matriks Rancangan Kelengkapan dan pelaksanaan dari
d}Penjelasan Rancangan Aktualisasi; Masyarakat dan Misi | salah satu fungsi |
Gagasan Kreatif Aktualisasi c) Loyal Sekretariat Jenderal | Bagian |
yang diambil dan | ¢) Form Menunjukkan MPR R, yaitu Perbendaharaan Biro
Matriks Persetujuan komitmen untuk Memberikan Perencanaan dan
Rancangan Mentor dan membuai dan layanan prima Keuangan. |
Aktualisasi; Coach menerapkan sesuai kebutuhan '
2. 22 Juli e) Bertemu Rancangan strategis MPR RI '
dan 27 | dengan Coach Aktualisasi di Biro | dalam menjalankan !
Juli melalui media Perencanaan dan | tugas konstitusional |
2022 Zoom untuk Keuangan; serta Melaksanakan
menjelaskan d) Adaptif: Reformasi Birokrasi \/ 7’ V{’W
Rancangan Melakukan Sekretariat Jenderal
| Aktualisasi yang rencana inovasi | MPR Ri
| sudah disusun dalam bekerja berdasarkan standar
dan sudah sesuai tugas yang | dan prakiik terbaik
! dikonsultasikan diberikan di Biro nasional. Kegiatan
dengan mentor. Perencanaan dan | ini juga merupakan
Keuangan; bentuk pelaksanaan
. e) Kolaboratif: dari fungsi Bagian
Bekerja sama Perbendaharaan
dengan pihak- Biro Perencanaan
pihak terkait, dan Keuangan yang
khususnya di Biro | berkaitan dengan
Perencanaan dan | penyiapan
Keuangan dalam | perumusan
pembuatan kebijakan dan
Rancangan pelaksanaan
Aktualisasi dan perbendaharaan
penerapannya. satuan kerja MPR.
MANAJEMEN
ASN:
Penerapan Kode
' Etik dan Kods
' Perilaku ASN,
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yaitu memberikan
informasi secara
benar dan tidak
menyesatkan
kepada pihak lain
yang memeriukan
informasi,

SMART ASN:
Penerapan Aspek
SMART ASN,
yaitu Aspek
Profesionalisme.

Kegiatan 2: Pembuatan Timefine Pelaksanaan Rancangan Aktualisasi

[ 3. 25 Juli a) Menyusun Terbentuknya NILAI-NILAI Kegiatan Dalam pelaksanaan
2022 Timeline berisi Timeline DASAR: Pembuatan Timeline | kegiatan Pembuatan
uraian Tahapan Pelaksanaan a) Akuntabel: Pelaksanaan Timeline Pelaksanaan
Kegiatan dan Tzhapan Membuat Timefine | Rancangan Rancangan / VM rasnen
| tanggal Kegiatan sebagai bukti Aktualisasi Aktualisasi ’
| pelaksanaannya; Matriks keseriusan untuk | membantu mengimplementasikan
b) Mermberi tanda | Rancangan menerapkan menyelesaikan nilai dasar Akuntabel,
pada tanggal Aktualisasi. Rancangan penerapan Kompeten dan Adaptif |
pelaksanaan Aktualisasi Rancangan seria penerapan Kade
dengan memberi Bukti: sehingga dapat Aktualisasi tepat Etik dan Kode
warna pada sel Timeline dipercaya oleh wakiu yang sesuai Perilaku terkait
. tabel. Pelaksanaan Mentor, Coach dengan Visi Manajemen ASN dan
Tahapan dan pitak-pihak Sekretariat Jenderal | penerapan Aspek
Kegiatan yang terkait, MPR RI, yaitu SMART ASN serta
Matriks khususnya di Biro | Terwujudnya yang sesuai dengan
Rancangan Ferencanaan dan | Birokrasi Berkelas Visi dan Misi
Aktualisasi Keuangan;, Dunia dalam Sekretariat Jenderal
b} Kompeten: melayani Majetis MPR Rl serta bentuk |
Melakukan usaha | Permusyawaratan pelaksanaan dari {
terbaik untuk Rakyat Republik salah satu fungsi I
menerapkan Indonesia, Alat Bagian |
Rancangan Kelengkapan dan Perbendaharaan Biro
Aktualisasi Masyarakat dan Misi | Perencanaan dan
dengan membuat | Sekretariat Jenderal | Keuangan.
Timeline agar MPR Ri, yaitu
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selesai tepat pada | Memberikan il
waktunya dan layanan prima
dengan hasil yang | sesuai kebutuhan |
optimal; strategis MPR RI ;
¢) Adaptif: Siap dalam menjalankan |
menghadapi tugas konstitusional {
perubahan serta Melaksanakan
apabila terdapat Reformasi Birokrasi
kendala dalam Sekretariat Jenderal
pelaksanaan MPR RI

aktualisasi, maka | berdasarkan standar
dengan Timeline | dan prakiik terbaik
dapat disusun nasional. Kegiatan
kembali rencana ini juga merupakan
penerapan agar bentuk pelaksanaan

selesai tepat dari fungsi Bagian

waktu. Perbendaharaan
Biro Perencanaan

MANAJEMEN dan Keuangan yang

ASN: berkaitan dengan

Fenerapan Kode | penyiapan

Etik dan Kode parumusan

Perilaku ASN, kebijakan dan

yaitu pelaksanaan

melaksanakan perbendaharaan

tugasnya dengan | satuan kerja MPR.
jujur, bertanggung
jawab dan
berintegritas
tinggi.

SMART ASN: |
Penerapan Aspek
SMART ASN, ’
yaitu Aspek

Integritas. |
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Keglatan 3: Pembaruan Data Master Register SSP

4, 01 a) Memperbaiki
Agustus | format kolom serta
2022 penulisan Nama
dan NPWP
Rekanan Setjen
MPR Ri yang
telah terdaftar;
5. 04 b) Menambahkan
Agustus | data Nama dan
2022 NPWP Rekanan
Setjen MPR R
yang baru,
6. 01 ¢} Menambahkan
Agustus | data Nama dan
2022 NPWP Alat
Kelengkapan MPR
Ri;
7. 04 d)y Memperbarui
Agustus | formula di kolom
2022 Narna pada
Register SSP.

aj Data Master
yang lebih rapi
dengan data
yang terbary
mengenai
Nama dan
NPWP Alat
Kelengkapan
MPR Rl dan
Rekanan Setjen
MPR Ri;

b} Formula di
kolom Nama
Register SSP
yang sudah
disesuaikan
sehingga data
terbaru juga
akan muncut
secara
otomatis.

Bukti:

Data Master
dan Register
SSP dalam
bentuk Kertas
Kerja Ms. Excel

NILAI-NILAI
DASAR:

a) Berorientasi
Pelayanan:
Mempercepat
pengisian data
Alat Kelengkapan
dan Rekanan
pada Register
SSP sehingga
proses penerbitan
Bukti Potong
menjadi lebih
cepat juga;

b) Kompeten:
Menambahkan
data nama dan
NPWP Alat
Kelengkapan
MPR R! dan
Rekanan Setjen
MPR Ri pada data
master sehingga
data menjadi lebih
terbaru dan
muncul secara
otomatis di
Register SSP;

¢) Adaptif:
Meningkatkan
kualitas Data
Master dengan
memperbaiki
format kolom serta
penulisan nama
dan NPWP agar
lebih jelas dan
rapi. Memperbarui

Kegiatan
Pembaruan dan
peningkatan kualitas
Data Master
Register SSP dapat
menciptakan proses
kefa yang optimal
sesuai dengan Visi
Sekretariat Jenderal
MPR R, yaitu
Terwujudnya
Birokrasi Berkelas
Dunia dalam
melayani Majelis
Permusyawaratan
Rakyat Republik
Indonesia, Alat
Kelengkapan dan
Masyarakat dan Misi
Sekretariat Jenderal
MPR RI, yaitu
Memberikan
layanan prima
sesuai kebutuhan
strategis MPR RI
dalam menjalankan
tugas konstitusional
serta Melaksanakan
Reformasi Birokrasi
Sekretariat Jenderal
MPR RI
berdasarkan standar
dan praktik terbaik
nasicnal. Kegiatan
ini juga merupakan
bentuk pelaksaraan
dari fungsi Bagian
Perbendaharaan

Dalam pelaksanaan
kegiatan Pembaruan
Data Master Register
SSP
mengimplementasikan ‘
nilai dasar

Berorientasi ,

l/formaf//
ﬁru«m‘

gmm‘ za, et

Pelayanan, Kompeten
dan Adaptif serta
penerapan Kode Etik
dan Kode Perilaku
terkait Manajemen

ASN dan penerapan
Aspek SMART ASN
yang sesuai dengan ‘
Visi dan Misi
Sekretariat Jenderal

VI fertrns

MPR RI! serta bentuk
pelaksanaan dari
salah satu fungsi
Bagian
Perbendaharaan Biro
Perencanaan dan
Keuangan. |

S/ Torlataars
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formula di kolom
nama pada
Register SSP
sehingga nama
Alat Kelengkapan
dan Rekanan
yang baru
ditambahkan pada
data master
muncul secara
otomatis.

MANAJEMEN
ASN:

Penerapan Kode
Etik dan Kode
Perilaku ASN,
yaitu
melaksanakan
tugasnya dengan
cermat dan
disiplin.

SMART ASN:
Penerapan Aspek
SMART ASN,
yaitu Aspek
TI/Literasi Digital
dan Aspek
Profesionalisme.

Biro Perencanaan
dan Keuangan yang
berkaitan dengan
penyiapan
perumusan
kebijakan dan
pelaksanaan
perbendaharaan
satuan kerja MPR.

Kegiatan 4: Penggabungan Register

SSP PPh Unifikasi dan PPN dengan Register $SP PPh 21

8 |02 a) Menyesuaikan | a)Terbentuknya | NILAI-NILAI Kegiatan Dalam pelaksanaan

Agustus | kolom Register Register SSP DASAR: Penggabungan kegiatan \/

2022 SSP dengan Data | Gabungan PPh | a) Berorientasi Register SSP PPh Penggabungan 7 0(" bew s
3SP PPh Unifikasi, PPN | Pelayanan: Unifikasi dan PPN Register SSP PPh Ly
Unifikasi, PPN dan | dan PPh 21 Memberikan dengan Register Unifikasi dan PPN W ﬂ‘ﬂ
PPh 21; yang format penjefasan pada | SSP PPh 21 dapat | dengan Register SSP = 7
b) Memberikan kolomnya kolom Register memudahkan dalam | PPh 21 ] 7 7
penjelasan sudah SSP dan proses perekaman mengimplementasikan
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mengenai data
yang harus
diisikan dan
sumber data
tersebut pada
masing-masing
kolom Register
SSP
menggunakan fitur
Insert Comment,

9. 04 ¢) Mengisi Data
Agustus | SSP PPh
2022 Unifikasi, PPN dan
Jany PPh 21 dalam
satu Register
09 SSP;
AGUSTUS | d) Menambahkan
huruf"M” dan *J”
A2 serta mengubah
jumiath angka dari
1 digit menjadi 3
digit pada
penulisan nomor
urut;
10, 05)0_3’ e} Memberikan
informasi cara
den 09 pengisian Data
Ao 1S0US | Master dan
2082 Register S3P.

disesuaikan
dengan data
dari masing-
masing jenis
pajak dan
sudah berisi
penjelasan;

b) Nomor urut
akan menjadi
seperti berikut:
“MJ001";

¢) Infografis
yang berisi cara
pengisian Data
Master dan
Register SSP.

Bukti:

a) Register SSP
datam bernituk
Kertas Kerja
Ms. Excel

b} Infografis
yang tercantum
di lembar kerja
baru Register
8SP

membuat
Infografis
mengenai cara
pengisian Register
S8P dapat
memudahkan
pengguna lain
dalarn
menggunakan
Register SSP
(User Friendly),
b} Kompeten:
Menambahkan
huruf “M” dan *J°
serta mengubah
jumlah angka dari
1 menjadi 3 digit
pada nomor urut
bermanfaat agar
dapat lebih mudah
dalam
mengidentifikasi
dokumen Satker
Majelis;

¢} Adaptif:
Menyesuaikan
koiom pada
lembar kerja
Register S&P
sesuai dengan
data yang akan
diisi dari masing-
masing jenis pajak
agar seluruh data
dapat terekam
dengan lengkap
dan jelas;

d} Kolaboratif:
Mengisi data SSP
PPh Unifikasi dan
PPN dalam satu

data SSP unfuk
kepentingan
pelaporan pajak
yang sesuai dengan
Visi Sekretariat
Jenderal MPR RI,
yaitu Terwujudnya
Birokras| Berkelas
Dunia dalam
melayani Majelis
Permusyawaratan
Rakyat Republik
Indonesia, Alat
Kelengkapan dan
Masyarakat dan Misi
Sekretariat Jenderat
MPR R, yaitu
Memberikan
layanan prima
sesuai kebutuhan
strategis MPR RI
dalam menjalankan
tugas konstitusional
serta Melaksanakan
Reformasi Birokrasi
Sekretariat Jenderal
MPR RI
berdasarkan standar
dan praktik terbaik
nasional. Kegiatan
ini juga merupakan
bentuk pelaksanaan
dari fungsi Bagian
Perbendaharaan
Biro Perencanaan
dan Keuangan yang
berkaitan dengan
penyiapan
perumusan
kebijakan dan
pelaksanaan

nilai dasar
Berorientasi
Pelayanan,
Kompeten, Adaptf
dan Kolaboratif serta
penerapan Kode Etik
dan Kode Perilaku
terkait Manajermen
ASN dan penerapan
Aspek SMART ASN
yang sesuai dengan
Visi dan Misi
Sekretariat Jenderal
MPR Rl serta bentuk
pelaksanaan dari
salah satu fungsi
Bagian
Perbendaharaan Biro
Perencanaan dan
Keuangan.

|
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register dengan
PPh 21 agar data
tidak terpisah
sehingga
perekaman data
menjadi lebih
efektif dan efisien.

MANAJEMEN
ASN:

Penerapan Kode
Etik dan Kods
Perilaku ASN,
yaitu
melaksanakan
tugasnya dengan
cermat dan
disiplin.

SMART ASN:
Penerapan Aspek
SMART ASN,
yaitu Aspek
Tl/Literasi Digital
dan Aspek
Profesionalisme.

perbendaharaan
satuan kerja MPR,

}

Keglatan 5: Perubahan Dokumentasi dan Penomoran Bukti Bayar dari Bank Satker Majelis dan Laporan Monitoring Potongan SPM (Satker Pembayar)

11, | 29 Juii a) Mencetak a} Kode Billing NILAI-NILAI Mendokumentasikan | Dalam pelaksanaan {
2022 dokumen Kode dan Bukti Bayar | DASAR: Kode Bifling dan kegiatan Perubahan \/

Billing dan menjadi satu a) Berorientasi Kode Bayar menjadi | Dokumentasi dan 75/-04&‘“
ditampirkan dokumen Petayanan: dokumen yang Penomoran Bukti
dengan Bukti iengkap, baik Melampirkan lengkap serta Bayar dari Bank
Bayar; secara fisik Kode Billing pada | menyimpan Satker Maijelis dan
b) Melakukan maupun digital; | Bukti Bayar, dokumen Kode Laporan Monitoring r
scan dokuren b) Pada melakukan scan Bilfing, Kode Bayar | Potongan SPM
Kode Billing dan dokumen digital | pada kedua dan Laporan (Satker Pembayar)
Bukti Bayar Kode Billing dan | dokumen tersebut | Monitoring Potongan | mengimplementasikan
menjadi satu Bukti Bayar sehingga menjadi | SPM (Satker nilai dasar
dokumen lengkap: | tercantum dokumen yang Pembayar) sebagai | Berorientasi l
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12. |ix ¢) Mengunduh
& Laporan
popists Maonitoring
2092 Potongan SPM
{Satker
Pembayar) dari
laman OM-SPAN
Kementerian
Keuangan;
13. | 04 d) Menuliskan
Agustus | nomor urut dari
2022 register pada hasil

scan dokumen
ode Billing dan
Bukti Bayar serta
dokumen digital
Laporan
Monitoring
Potongan SPM
{Satker
Pembayar) dari
laman OM-SPAN
Kementerian
Keuangan;

€} Menyimpan
dokumen digital
dengan nama
dokumen sesuai
nomor urut disertai
keterangan nomor
UPITLIP pada
Register SSP di
Folder Sharing
Biro Perencanaan
dan Keuangan
berdasarkan
bulannya.

nomor s
sesual register
dengan format
yang terbaru;

¢) Dokumnen
digital Kode
Billing dan Bukti
Bayar diberi
nama dengan
format sebagai
berikut; "MJOX
(UP/TUP XX},
d)
Pembentukan
Folder baru
khusus untuk
dokumen dan
kertas kerja
yang terkait
dengan
Perpajakan di
Satker Majelis
dengan nama
Folder
PERPAJAKAN
SATKER
MAJELIS,
Untuk dokumen
digitat Kode
Bilfing dan Bukti
Bayar disimpan
dalam
SubFolder
BUKTI BAYAR,
sedangkan
untuk dokumen
digitat Laporan

lengkap dan
mengunduh
Laporan
Monitoring
Potongan SPM
(Satker
Pembayar) dapat
memberikan
informasi yang
lebih utuh dan
jelas saat
dokumen
digunakan oleh
pihak yang
berkepentingan
atau untuk
kegiatan yang
membutuhkan
dokumen tersebut;
b} Akuntabel:
Bertanggung
jawab dalam
menyimpan
dekumen digital
Kode Billing dan
Bukti Bayar serta
Laporan
Monitoring
Potongan SPM
(Satker
Pembayar) di
Folder Sharing
Biro Perencanaan
dan Keuangan
sebagai arsip
digital sehingga
apabila ada pihak

arsip digital dapat
memudahkan pihak
yang
berkepentingan
dalam mencari
dokumen tersebut
saat dibutuhkan. Hat
ini sesuai dengan
Visi Sekretariat
Jenderal MPR R,
yaitu Terwujudnya
Birokrasi Berkelas
Dunia dalam
melayani Majelis
Peirmusyawaratan
Rakyat Republik
Indonesia, Alat
Kelengkapan dan
Masyarakat dan Misi
Sekretarizt Jenderal
MPR RI, yaitu
Memberikan
layanan prima
sesuai kebutuhan
strategis MPR R
datam menjatankan
tugas konstitusional
serta Melaksanakan
Reformasi Birokrasi
Sekretariat Jenderal
MPR RI

berdasarkan standar

dan praktik terbaik
nasional. Kegiatan
ini juga merupakan
bentuk pelaksanaan
dari fungsi Bagian

Monitoring yang Perbendaharaan
Potongan SPM | membutuhkan Biro Perencanaan
{Batker dokumen tersebut | dan Keuangan yang
Pembayar) dapat diberikan berkaitan dengan

Pelayanan,
Akuntabel, dan
Adaptif serta
penerapan Kode Etik
dan Kode Perilaku
terkait Manajermen
ASN dan penerapan
Aspek SMART ASN
yang sesuai dengan
Visi dan Misi
Sekretariat Jenderal
MPR RI serta bertuk
pelaksanaan dari
salah satu fungsi
Bagian
Perbendaharaan Biro
Perencanaan dan
Keuangan.
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disimpan dalam
SubFolder
SPM

Bukti:

a) Dokumen
digitat Kode
Billing dan Bukti
Bayar

b) Folder haru
di Folder
Sharing Biro
Perencanaan
dan Keuangan
dengan nama
PERPAJAKAN
SATKER
MAJELIS
dengan
SubFolder
BUKT! BAYAR
dan SubFolder
SPM

secara cepat
tanpa harus
menunggu
dokumen fisik
terlebh dahulu;
¢} Adaptif:
Memberi nama
dokumen digital
Kode Bilfing dan
Bukti Bayar serta
Laporan
Monitoring
Potongan SPM
{Satker
Pembayar) sesuai
dengan nomor
urut yang ada
pada Register
SSP dapat
memudahkan
identifikasi
dokumen digital
Kode Billing dan
Bukti Bayar Satker
Majelis.

MANAJEMEN
ASN:

Penerapan Kode
Etik dan Kode
Perilaku ASN,
yaitu
melaksanakan
tugasnya dengan
cermat dan
disiplin serta
metaksanakan
tugasnya sesuai
dengan perintah
atasan atau
sejauh tidak

penyusunan bahan
evaluasi dan
pelaporan
pelaksanaan tugas
dan fungsi di
iingkungan Bagian
Perbendaharaan.
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bertentangan
dengan ketentuan
peraturan
perundang-
undangan dan
etika
pemerintahan.

SMART ASN:
Penerapan Aspek
SMART ASN,
yaitu Aspek
Tl/Literasi Digital
dan Aspek
Profesionalisme.

Kegiatan 6: Penyimpanan Bukti Potong PPh dan PPN

14.

it
JeTers
2092

a) Bukti potong
yang sudah terbit
di laman DJP
Oniine langsung
diunduh tiap
builannya. Hasil
unduhan
berbentuk zip.
yang kemudian
ditakukan exfract;

15.

13
Agustus
LOAR

b} Menyimpan
bukti potong
sesuai Alat
Kelengkapan atau
Rekanan tiap
bulannya di Folder
Sharing Biro
Perencanaan dan
Keuangan.

Bukti Potong
digital dalam
format pdf.
dengan nama
jenis pajak
{PPh/PPN) dan
NPWP yang
tersimpan di
Folder
PERPAJAKAN
SATKER
MAJELIS
SubFolder
BUKT!
POTONG
berdasarkan
nama Alat
Kelengkapan
atau Rekanan
tiap periode
pelaporannya.

NILAI-NILAI
DASAR:

a) Berorientasi
Pelayanan:
Mengunduh bukt
potong yang telah
terbit tiap
bulannya dapat
memudahkan
proses
dokumentasi bukdi
potong sehingga
saat Alat
Kelengkapan
MPR Ri dan
Rekanan Setjen
MPR R! meminta
bukti potong dapat
diberikan dengan
cepat;

b) Akuntabel:
Bertanggung
jawahb dalam

Mengunduh dan
menyimpan bukti
potong yang telah
terbit dari laman
DJP online tiap
bulannya dapat
memudahkan
proses dokumentasi
bukti potong
sehingga apabila
ada Alat
Kelengkapan MPR
Rl atau Rekanan
Setjen MPR Ri
meminta bukti
potong dapat
diberikan dengan
cepat. Hal ini sesuai
dengan Visi
Sekretariat Jenderal
MPR RI, yaitu
Terwujudnya
Birokrasi Berkelas

Dalam pelaksanaan
kegiatan
Panyimpanan Bukti
Potong PPh dan PPN
mengimplementasikan
nilai dasar
Berorientasi
Pelayanan, Akuntabel
dan Adaptif serta
penerapan Kode Etil
dan Kode Perilaku
terkait Manajemen
AS3N dan penerapan
Aspek SMART ASN
yang sesuai dengan
Visi dan Misi
Sekretariat Jenderal
MPR RI serta bentuk
pelaksanaan dari
salah satu fungsi
Bagian
Perbendaharaan Biro

L | =SS
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tugasnya dengan
jujur, bertanggung

Integritas, Aspek
Tl/Literasi Digital

Reformasi Birokrasi

MANAJEMEN Sekretariat Jenderal
ASN: MPR RI

Penerapan Kode | berdasarkan standar
Etik dan Kode dan praktik terbaik
Perilaku ASN, nasional. Kegiatan
yaitu ini juga merupakan
melaksanakan bentuk pelaksanaan

dari fungsi Bagian
Perbendaharaan

jawab, dan Biro Perencanaan
berintegritas tinggi | dan Keuangan yang
serta berkaitan dengan
melaksanakan penyusunan bahan
tugasnya dengan | evaluasi dan
cemat dan pelaporan
disiplin. pelaksanaan tugas
dan fungsi di
SMART ASN: lingkungan Bagian
Penerapan Aspek | Perbendaharaan,
SMART ASN,
yaitu Aspek

Bukti: menyimpan Bukti | Dunia dalam Perencanaan dan
a) Bukti potong | Potong secara melayani Majelis Keuangan.
digital dengan bulanan yang Permusyawaratan
format pf. terorganisir Rakyat Republik
b) SubFolder dengan baik; Indonesia, Alat
BUKT! ¢) Adaptif: Sistem | Kelengkapan dan
POTONG penyimpanan Masyarakat dan Misi
pada Folder Sekretariat Jenderal
Sharing sesuai MPR R, yaitu
Alat Kelengkapan | Memberikan
atau Rekanan tiap | layanan prima
bulannya sesuai kebutuhan
memudahkan strategis MPR RI
dalam proses dalam menjalankan
dokumentasi bukti | tugas konstitusional
potong. serta Melaksanakan
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dan Aspei
Profesionalisme.

Kegiatan 7: Sosialisasi BANG NOPAN

16. |13 a) Membuat dan Peserta NILAKLNILAY Menjelaskan BANG | Dalam pelaksanaan
membagikan sosiakisasi DASAR: NOPAN agar kegiatan Sosialisasi
AU | undangan mengetahui dan | a) Akuntabel: seluruh pihak yang | BANG NOPAN ‘/
093 sosialisasi kepada | memahami Bertanggung terkait, khususnya di | mengimplementasikan (al ”
Kasubag, Kabag BANG NOPAN. | jawab dalam Bagian nilai dasar Akuntabel, or po
Perbendaharaan melaksanakan Perbendaharaan Kormpeten, Harmonis,
dan Calon Pranata | Bukti: Rancangan Biro Perencanaan Loyal dan Kolaboratif
Keuangan APBN | a) Undangan Aktualisasi hingga | dan Keuangan serta penerapan Kode
Terampil Satker sosialisasi hasilnya dapat mengetahui dan Etik dan Kode
Setjen; b} Fofo kegiatan | disosialisasikan memahami Perilaku teriait
sosialisasi kepada Bagian mengenai BANG Manajemen ASN dan
17. 23 b) Menjelaskan Perbendaharaan | NOPAN serta dapat | penerapan Aspek
) perbandingan Biro Perencanazan | mendukung SMART ASN yang
A«gUS‘EﬁS kondisi sebelum dan Keuangan; penerapannya sesuai dengan Visi V
dan sesudah b} Kempeten: dalam menunjang dan Misi Sekretariat
Q023 penggunaan Dengan adanya proses kerja unit Jenderat MPR R VVMW
BANG NOPAN sosialisasi ini kerja. Hal ini sesuai | serta bentuk
serta manfaat menunjukkan dengan Visi pelaksanaan dari
yang dihasilkan. keberhasilan Sekretariat Jenderal | salah satu fungsi
dalam penerapan | MPR R, yaitu Bagian
Rancangan Terwujudrnya Perbendaharaan Biro
Aktualisasi; Birokrasi Berkelas Perencanaan dan
¢) Harmonis: Dunia dalam Keuangan.
Saling bertukar melayani Majelis
informasi Permusyawaratan
mengenai adanya | Rakyat Republik
penerapan BANG | Indonesia, Alat
NOPAN dan Kelengkapan dan
menampung Masyarakat dan Misi
saran dan Sekretariat Jenderal
masukan terkait MPR RI, yaitu
penerapan BANG | Memberikan
NOPAN; layanan prima
d) Loyal: sesuai kebutuhan
Menunjukkan strategis MPR RI
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kontribusi kepada
Instansi Setien
MPR R,
khususnya Bagian
Perbendaharaan
Biro Perencanaan
dan Keuangan
atas penerapan
Rancangan
Aktualisasi dalam
menunjang proses
kerja di Unit Kerja;
e} Kolaboratif:
Bekerja sama
dengan pihak-
pihak terkait,
khususnya di
Bagian
Perbendaharaan
Biro Perencanaan
dan Keuangan
dalam penerapan
Rancangan
Aktualisasi untuk
jangka panjang.

MANAJEMEN
ASN:

Penerapan Kode
Etik dan Kode
Perilaku ASN,
yaitu
melaksanakan
tugasnya dengan
jujur, bertanggung
jawab, dan
berintegritas
tinggi.

datam menjalankan
tugas konstitusional
serta Melaksanakan
Reformasi Birokrasi
Sekretariat Jenderal
MPR RI
berdasarkan standar
dan praktik terbaik
nasional. Kegiatan
ini juga merupakan
bentuk pelaksanaan
dari fungsi Bagian
Perbendaharaan
Biro Perencanaan
dan Keuangan yang
berkaitan dengan
penyusunan bahan
evaluasi dan
pelaporan
pelaksanaan lugas
dan fungsi di
lingkungan Bagian
Perbendaharaan.
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SMART ASN:
Penerapan Aspek
SMART ASN,
yaitu Aspek
Integritas dan
Aspek
Profesionalisrne.

Kegiatan 8: Evaiuasi Pelaksanaan Tahapan Kegiatan pada Kegiatan 1-4

18.

24
AGUSHS

2005

a} Berkonsultasi
dengan Mentor
atas pelaksanaan
tahapan kegiatan
pada kegiatan 1-4
dengan
memberikan
laporan secara
tertulis;

19.

24
Agustl
202

b) Melaporkan
hasil perbaikan
dari konsultasi
yarg telah
ditakukan dengan
Mentor berupa
laporan secara
tertulis.

8) Laporan hasil
evaluasi
dengan Mentor
yang berisi
saran dan
masukan dari
mentor dengan
ditandatangani
oleh Mentor dan
Mentee,

b) Apabila ada
hat yang perlu
diperbaiki oleh
Mentee, maka
hasil dari
perbaikan
tersebut
diserahkan
kepada mentor
secara tertulis
yang sudah
ditandatangani
oleh mentee
dan kemudian
akan

ditandatangani | dan mencapai Reformasi Birokrasi

oleh mentor. target serta Sekretariat Jenderal
mendiskusikan MPR RI

Bukdi: mengenai hal berdasarkan standar

a) Laporan yang perlu dan praktik terbaik

Evaluasi yang nasional. Kegiatan

NILA-NILAI
DASAR:

&) Harmonis:
Menerima saran
dan masukan dari
Mentor agar
aktualisasi
menjadi lebih
tepat sasaran
untuk mencapai
target

b} Adaptif:
Memperbaiki
bagian yang
menurut Mentor
kurang maksimal
untuk hasil yang
lebih optimal

c) Kolaboratif;
Berkoordinasi
dengan Mentor
untuk menilai
apakah aktualisasi
sudah sesuai
dengan sasaran

Evaiuasi
Pelaksanaan
Tahapan Kegiatan
pada Kegiatan 1-4
sesuai dengan Visi
Sekretariat Jenderal
MPR RI, yaitu
Terwujudnya
Birokrasi Berkelas
Dunia dalam
melayani Majelis
Permusyawaratan
Rakyat Republik
Indonesia, Alat
Kelengkapan dan
Masyarakat dan Misi
Sekretariat Jenderal
MPR R, yaitu
Memberikan
layanan prima
sesuai kebutuhan
strategis MPR R
dalam menjalankan
tugas kenstitusional
serta Melaksanakan

Dalam pelaksanaan
kegiatan Evaluasi
Pelaksanaan
Tahapan Kegiatan
pada Kegiatan 1-4
mengimplementasikan
nilai dasar Harmonis,
Adaptif dan
Kolaboratif serta
penerapan Kode Etik
dan Kode Perilaku
terkait Manajermen
ASN dan penerapan
Aspek SMART ASN
yang sesuai dengan
Visi dan Misi
Sekretariat Jenderal
MPR Rl serta bentuk
pelaksanaan dari
salah satu fungsi
Bagian
Perbendaharaan Biro
Perencanaan dan
Keuangan.
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ditandatangani | diperbaiki atau juga merupakan
oleh Mentor dan | ditingkatkan bentuk pelaksanaan
Mentee dalam | MANAJEMEN dari fungsi Bagian
bentuk fisik dan | ASN: Perbendaharaan
digital Penerapan Kode | Biro Perencanaan
b) Laporan Etik dan Kode dan Keuangan yang
Hasil Perbaikan | Perilaku ASN, berkaitan dengan
yang yaitu penyusunan bahan
ditandatangani | melaksanakan evaluasi dan
oleh Mentor dan | tugasnya dengan | pelaporan
Mentee dalam | jujur, bertanggung | pelaksanaan tugas
bentuk fisik dan | jawab, dan dan fungsi di
digital berintegritas lingkungan Bagian
tinggi. Perbendaharaan.
SMART ASN:
Penerapan Aspek
SMART ASN,
yaitu Aspek
Integritas dan
Aspek
Profesionalisme.
Kegiatan 9: Testimoni Penerapan BANG NOPAN
20. | 2B don | @) Menghubungi Video Testimoni | NILAI-NILAI Testimoni Dalam pelaksanaan
Agm\:us pthak-pihak yang pihak-pihak DASAR: Penerapan BANG kegiatan Testimoni
tetlibat dalam yang terlibat a) Akuntabet: NOPAN sesuai Penerapan BANG l/ (e &” P
2022 penerapan BANG | dalam Menunjukkan hasil | dengan Visi NOPAN
NOPAN, penerapan bahwa BANG Sekretariat Jenderal | mengimplementasikan
21. s cbn A b) Membuat video | BANG NOPAN | NOPAN telah MPR R, yaitu nilai dasar Akuntabel,
testimoni diimplermentasikan | Terwujudnya Harmonis, Adaptif dan
A‘)‘v“ws mengenai Bukti: dengan testimoni | Birokrasi Berkelas Kolaboratif serta 1/
2.9, penerapan BANG | Video Testimoni | dari pihak-pihak Dunia dalam penerapan Kode Etik MP"""
20 NOPAN dari format .mp4 yang terlibat; melayani Majelis dan Kode Penilaku
pihak-pihak yang b) Harmonis: Permusyawaratan terkait Manajemen
terlibat. Menampung Rakyat Republik ASN dan penerapan
kesan, pesan, Indonesia, Alat Aspek SMART ASN
opini maupun Kelengkapan dan yang sesuai dengan
saran masukan Masyarakat dan Misi | Visi dan Misi
dari piihak-pihak Sekretariat Jenderal | Sekretariat Jenderal
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yang terlibat MPR RI, yaitu MPR Ri serta bentuk
mengenai Memberikan pelaksanaan dari
penerapan BANG | layanan prima salah satu fungsi
NOPAN; sesuai kebutuhan Bagian
¢) Adaptif: strategis MPR Rl Perbendaharaan Biro
Menunjukkan hasil | dalam menjalankan | Perencanaan dan
implementasi fugas konstitusional | Keuangan.
dengan membuat | serta Melaksanakan
Video Testimoni; Reformasi Birokrasi
d) Kolaboratif: Sekretariat Jenderal
Bekerja sama MPR RI
dengan pihak- berdasarkan standar
pihak yang terlibat | dan praktik terbaik
dengan nasional. Kegiatan
penerapan BANG | juga merupakan
NOPAN datam bentuk pelaksanaan
membuat Video dari fungsi Bagian
Testimoni. Parbendaharaan
Biro Perencanaan
MANAJEMEN dan Keuangan yang
ASN: berkaitan dengan
Penerapan Kode | penyusunan bahan
Etik dan Kode evaluasi dan
Perilaku ASN, pelaporan
yaitu pelaksanaan tugas
melaksanakan dan fungsi di
tugasnya dengan | lingkungan Bagian
jujur, bertanggung | Perbendaharaan.
jawab, dan
berintegritas
tinggi.
SMART ASN:
Penerapan Aspek
SMART ASN,
yaitu Aspek
Integritas, Aspek
Tl/Literasi Digital
dan Aspek
Profesionalisme.




2. Lampiran Formulir Alat Bantu Pengendalian Coach
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FORMULIR ALAT BANTU PENGENDALIAN COACH
PADA PENYUSUNAN RANCANGAN DAN PELAKSANAAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CPNS TAHUN 2022

Nama : Mochammad imron Alamsyah Nama Coach: Naomi Adiana, B.Sc., M.H.
Instansi . Sekretariat Jenderal MPR RI
NIP : 169706062022031003
Tanda
Tanggal Isu Permasalahan Yang . . . .
No. Pembimbingan Dibahas Media Komunikasi Rekomendasi Pembimbingan | 'I::ag::
Timetne ack gang erjul enowmbah | _ Tivelme 49 berdade harut ado penyebean)
L. 108 Agustug ;.m:J“-ﬁqu , saran dari pengld!. Bukts latap Mutkeer Peravdnsnes perieiaton df lageroe steol, §
kegiotan, laporan Nyngduan Bukh Keglolen ado FOto ot ongpron , 0. Mingy
NSRS rargp fek LoPoE® T den 3 diper™g N |
3. |12 Agustug 2022 MIngguan pado wtagoo ke-1don | Totap Muwa Dilariutican e lapcron sagguo Q—s‘
Ye -2

Koo Tercioeh oo |
3. |26 Aosks oo m;\ﬁw oL Y -3 oo Yo DieriyAies e \egron sriiopen o4 \ﬁ:

Kongotnst Sengpoat beoren Mingged Via Zoom Olcdprtan Ke. Aty FRNYUSCD \@?ﬁ'

4 |06 Sepmber 2o )
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3. Lampiran Laporan Aktualisasi Minggu ke-1 dan ke-2
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Laporan Aktualisasi Minggu ke-1 dan ke-2

Nama : Mochammad Imron Alamsyah

NIP : 189706062022031003

Unit Kerja . Subbagian Perbendaharaan Belanja Majelis, Bagian
Perbendaharaan, Biro Perencanaan dan Keuangan
Sekretariat Jenderal MPR Rl

Isu : Belum Optimalnya Data Master, Register Surat Setoran Pajak
(SSP), Dokumentasi Bukti Bayar dan Bukti Potong Pajak
Penghasilan Unifikasi (PPh Unifikasi), Pajak Pertambahan
Nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) di
Satker Majelis Bagian Perbendaharaan Biro Perencanaan dan
Keuangan Setjen MPR Rl Tahun 2022

Gagasan : Optimalisasi Pelaporan PPh dan PPN dengan BANG NOPAN
(Pembaruan Data Master, Penggabungan Register SSP,
Penomoran Bukti Bayar, dan Penyimpanan Bukti Potong) di
Satker Majelis Bagian Perbendaharaan Biro Perencanaan dan
Keuangan Setjen MPR RI Tahun 2022

No. Kegiatan Evidence
1. | Penjelasan Rancangan
Aktualisasi kepada
Kasubag
Perbendaharaan Belanja
Majelis selaku Mentor
dan Coach

Tahapan kegiatan fa:
Bertemu dengan Mentor
melalui tatap muka langsung
untuk menjelaskan 3 isu yang
diambil

Tanggal Pelaksanaan:
21 Juli 2022
{Minggu ke-lIt bulan Juli)

OutputiHasil:
Tiga isu yang diajukan
disetujui oleh Mentor.
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Outputitasil:
Isu utama telah ditentukan
dan disetujui oleh Mentor.

Tahapan kegiatan 1c:
Penjelasan penyebab-
penyebab isu
menggunakan Teknik
Analisis Isu menggunakan
Fishbond Diagram.

Tanggal Pelaksanaan:
21 Juli 2022
(Minggu ke-IIt bulan Juli)

OutputiHasil:
Akar penyebab isu telah
ditemukan.

Tahapan kegiatan 1d:
Penjelasan Gagasan
Kreatif yang diambil dan
Matriks Rancangan
Aktualisasi.

Tanggal Pelaksanaan:
21 Juli 2022
(Minggu ke-1Il bulan Juli}

- QutputiHasil:
(Gagasan Kreatif telah
ditetapkan dan Matriks
Rancangan Aktualisasi
telah dibuat.
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Tahapan kegiatan 1e:
Bertemu dengan Coach
melalui media Zoom untuk
menjelaskan Rancangan
Aktualisasi yang sudah
disusun dan sudah
dikonsultasikan dengan

mentor.
LFMRAR FERICT1LAR Tanggal Pelaksanaan:
I ana 04 AT N A GO G AN 22 dan 27 Juli 2022
D {Minggu ke-lll dan ke-IV
bulan Juli}
Outputitasil:

Mentor dan Coach
mengetahui dan
menyetujui Rancangan
Aktualisasi.

2. Pembuatan Timeline
Pelaksanaan Rancangan
Aktualisasi

Tahapan kegiatan 2a:

Menyusun Timeline berisi uraian Tahapan
Kegiatan dan tanggal pelaksanaannya;
Tahapan kegiatan 2b:

Memberi {anda pada

tanggal pelaksanaan dengan memberi
warna pada sel tabel.
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Tanggal Pelaksanaan:
25 Juli 2022
(Minggu ke-1V bulan Juli)

QutputiHasil:
Timeline pelaksanaan akiualisasi
telah disusun.

3. Pembaruan Data Master

Register SSP Tahapan kegiatan 3a:

Memperbaiki format kolom
serta penulisan Nama dan
NPWP Rekanan Setjen MPR
Rl yang telah terdaftar.
Tahapan kegiatan 3c:
Menambahkan data Nama
dan NPWP Alat
Kelengkapan MPR RI,

Tanggal Pelaksanaan:
01 Agustus 2022
{Minggu ke-l bulan
Agustus)

OutputiHasil:

1) Format kolom Nama dan
NPWP Rekanan menjadi
lebih rapi, pada bagian
penataan kolom, font dan
font size

2) Data Nama dan NPWP
Alat Kelengkapan MPR RI
telah ditambahkan
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Tahapan kegiatan 3b:
Menambahkan data Nama
dan NPWP Rekanan Setjen
MPR Ri yang baru

Tanggal Pelaksanaan:
04 Agustus 2022
{Minggu ke-|l bulan Agustus)

OutputiHasil:

Nama dan NPWP Rekanan
Setjen MPR RI yang baru
telah ditambahkan ke Data
Master

Tahapan kegiatan 3d:
Memperbarui formula di
kolom Nama pada Register
S8P

Tanggal Pelaksanaan:
04 Agustus 2022
{Minggu ke-l bulan Agustus)

OutputiHasil:

Formula kolom Nama WP
yang Dipotong pada Register
SS8P telah diperbarui sesuai
dengan data yang telah
ditambahkan pada Data
Master
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4, Penggabungan Register
SSP PPh Unifikasi dan
PPN dengan Register
SSP PPh 21

Tahapan kegiatan 4a:
Menyesuaikan kolom
Register SSP dengan Data
S8P PPh Unifikasi, PPN dan
PPh 21

Tahapan kegiatan 4b:
Memberikan penjelasan
mengenai data yang harus
diisikan dan sumber data
tersebut pada masing-
masing kolom Register SSP
menggunakan fitur Insert
Comiment

Tanggal Pelaksanaan:
02 Agustus 2022
{Minggu ke-l bulan Agustus)

OutputiHasil:

1) Kolom Register SSP telah
disesuaikan dengan data
tiap Jenis Pajak

2) insert Comment berisi

I . § o i penjelasan telah

e ' = ditambahkan pada tiap
I kolom

i
(AR R R R A MR AR
]

Tahapan kegiatan 4c:
Mengisi Data SSP PPh
Unifikasi, PPN dan PPh 21
dalam satu Register SSP
Tahapan kegiatan 4d:
Menambahkan huruf “M” dan
“J” serta mengubah jumlah
angka dari 1 digit menjadi 3
digit pada penulisan nomor
urut

Tanggal Pelaksanaan:

04 dan 09 Agustus 2022
{Minggu ke-l dan ke-ll bulan
Agustus)

OutputiHasil:
Data SSP tiap Pajak telah
diisi dalam satu Register SSP
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Tahapan kegiatan 4e:
Memberikan informasi cara
pengisian Data Master dan

PANDUAN ) Register SSP
PENGISIAN 4
REGISTER S5p  fL08

Tanggal Pelaksanaan:
05, 08 dan 09 Agustus
2022

{Minggu ke-l dan ke-ll
bulan Agustus)

OutputiHasil:

Cara Pengisian Data
Master dan Register SSP
telah dibuat dalam bentuk
infografis
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5. Perubahan Dokumentasi
dan Penomoran Bukti
Bayar dari Bank Satker
Majelis dan Laporan
Monitoring Potongan
SPM (Satker Pembayar)

Tahapan kegiatan 5a:
Mencetak dokumen Kode
Billing dan dilampirkan
dengan Bukti Bayar

Tanggal Pelaksanaan:
29 Juli 2022
(Minggu ke-IV bulan Juli)

Outputitasil:

Kode Billing telah dicetak
dan telah dilampirkan
dengan Bukti Bayar
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Tahapan kegiatan 5b:
Melakukan scan dokumen
Kode Bilfing dan Bukti
Bayar menjadi satu
dokumen lengkap

Tanggal Pelaksanaan:
29 Juli 2022
{Minggu ke-1V bulan Juli)

OutputiHasil:

Kode 8ifling dan Bukti
Bayar telah di scan
menjadi 1 dokumen
lengkap
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Tahapan kegiatan 5d:
Menuliskan nomor urut
dari register pada hasil
scan dokumen Kode
Billing dan Bukti Bayar
serta dokumen digital
Laporan Monitoring
Potongan SPM (Satker
Pembayar) dari faman

. OM-SPAN Kementerian
|  Keuangan

I

|

Tanggal Pelaksanaan:
04 dan 09 Agustus 2022
(Minggu ke-I dan ke-l
bulan Agustus)

. OutputiHasil:
Kode Bilfing dan Bukti
Bayar telah dicantumkan
Nomor Urut sesuai
' | Register SSP dengan
format MJXXX

'f. MI001|
MEBNIT
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Tahapan kegtatan 5e:
Menyimpan dokumen
digital dengan nama
dokumen sesuai nomor
urut disertai keterangan
nomor UP/TUP pada
Register SSP di Folder
Sharing Biro Perencanaan
dan Keuangan
berdasarkan bulannya

Tanggal Pelaksanaan:
04 dan 09 Agustus 2022
(Minggu ke-l dan ke-Il
builan Agustus)

OutputiHasil:

Dokumen digital Kode
Bifling dan Bukti Bayar
telah disimpan pada Folder
' p— PERPAJAKAN SATKER

= ol MAJELIS, SubFoider

et L BUKTI BAYAR

i

Jakarta, 12 Agustus 2022

Mengetahui,
Coach Mentor
e
Naomi Adiana, B.S¢., M.H Agung Widayat, S.E., Ak,

NIP. 19910910 202012 2 001 NIP. 18790308 200502 1 001



4. Lampiran Laporan Aktualisasi Minggu ke-3
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Laporan Aktualisasi Minggu ke-3

Nama : Mochammad Imron Alamsyah

NIP . 199706062022031003

Unit Kerja  : Subbagian Perbendaharaan Belanja Majelis, Bagian
Perbendaharaan, Biro Perencanaan dan Keuangan
Sekretariat Jenderal MPR RI

Isu : Belum Optimalnya Data Master, Register Surat Setoran Pajak
(SSP), Dokumentasi Bukti Bayar dan Bukti Potong Pajak
Penghasilan Unifikasi (PPh Unifikasi), Pajak Pertambahan
Nilai (PPN}, dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) di
Satker Majelis Bagian Perbendaharaan Biro Perencanaan dan
Keuangan Setjen MPR Rl Tahun 2022

Gagasan : Optimalisasi Pelaporan PPh dan PPN dengan BANG NOPAN
(Pembaruan Data Master, Penggabungan Register SSP,
Penomoran Bukti Bayar, dan Penyimpanan Bukti Potong) di
Satker Majelis Bagian Perbendaharaan Birc Perencanaan dan
Keuangan Setjen MPR Rl Tahun 2022

No. Kegiatan Evidence
6. | Penyimpanan Bukii
Potong PPh dan PPN

Tahapan kegiatan 6a:

Bukti potong yang sudah
terbit di laman DJP Online
langsung diunduh tiap
bulannya. Hasil unduhan
berbentuk zip. yang kemudian
dilakukan extract

Tanggal Pelaksanaan:
16 Agustus 2022
(Minggu ke-lll bulan Agustus)
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OutputiHasil;
Script berhasil diunggah
ke Laman DJP Onfine
pada tanggal 15 Agustus.
Bukti yang potong yang
teiah terbit diunduh pada
tanggal 16 Agustus
dengan format zip. dan
dilakukan extract pada
folder PERPAJAKAN
i - SATKER MAJELIS
Som——— dengan SubFolder BUKTI
T POTONG > JULI » PPh
21/PPh Unifikasi

Tahapan kegiatan 6b:
Menyimpan bukti potong
sesuai Alat Kelengkapan atau
Rekanan tiap bulannya di
Folder Sharing Biro
Perencanaan dan Keuangan

Tanggal Pelaksanaan:
18 Agustus 2022
(Minggu ke-iil bulan Agustus)
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OutputiHasit:

Untuk PPh Unifikasi
bukti potong dengan
format PDF hasil extract
telah disimpan
berdasarkan Rekanan
sedangkan PPh 21 tetap
dijadikan satu dengan
ketentuan saat mencari
Bukti Potong cukup
dengan NPWP Alat
Kelengkapan saja.

Jakarta, 26 Agustus 2022

Mengetahut,
Coach Mentor
Ve
Naomi Adiana, B.Sc., M.H Agung Widdyat, S.E., Ak.

NiP. 19910910 202012 2 001 NIP. 19790309 200502 1 001



5. Lampiran Laporan Aktualisasi Minggu ke-4
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Nama
NIP
Unit Kerja

Isu

Gagasan

Laporan Aktualisasi Minggu ke-4

: Mochammad Imron Alamsyah
: 199706062022031003
. Subbagian Perbendaharaan Belanja Majelis, Bagian

Perbendaharaan, Biro Perencanaan dan Keuangan
Sekretariat Jenderal MPR Rl

: Belum Optimalnya Data Master, Register Surat Setoran Pajak

(SSP), Dokumentasi Bukti Bayar dan Bukti Potong Pajak
Penghasitan Unifikasi (PPh Unifikasi), Pajak Pertambahan
Nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) di
Satker Majelis Bagian Perbendaharaan Biro Perencanaan dan
Keuangan Setjen MPR Rl Tahun 2022

: Optimalisasi Pelaporan PPh dan PPN dengan BANG NOPAN

(Pembaruan Data Master, Penggabungan Register SSP,
Penomoran Bukti Bayar, dan Penyimpanan Bukti Potong) di
Satker Majelis Bagian Perbendaharaan Biro Perencanaan dan
Keuangan Setjen MPR Rl Tahun 2022

No. Kegiatan Evidence

NOPAN

7. Sosialisasi BANG

Tahapan kegiatan 7a:
Membuat dan membagikan
undangan sosialisasi kepada
Kasubag, Kabag
Perbendaharaan dan Calon
Pranata Keuangan APBN
Terampil Satker Setjen
Tahapan Kegiatan 7b:
Menjelaskan mengenai
BANG NOPAN

Tanggal Pelaksanaan:
23 Agustus 2022
(Minggu ke-1V bulan Agustus)
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Outputitasil:

Sosialisasi BANG NOPAN
telah dilaksanakan yang
dihadiri oieh perwakilan
staf Biro Perencanaan dan
Keuangan yang terkait
dengan perpajakan.
Perwakilan Biro
Perencanaan dan
Keuangan menyambut
baik atas akiualisasi yang
akan dilaksanakan dan
mendukung penuh dalam
implementasinya.
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8. Evaluasi Pelaksanaan
Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan 8a:
Berkonsultasi dengan Mentor
atas pelaksanaan tahapan
kegiatan dengan memberikan
laporan secara tertulis
Tahapan kegiatan 8b:
Melaporkan hasil perbaikan
dari konsultasi yang telah
dilakukan dengan Mentor
berupa laporan secara tertulis

Tanggal Pelaksanaan:
24 Agustus 2022
(Minggu ke-1V bulan Agustus)

OutputiMasil;

Mentor memberikan saran
dan masukan mengenai
format NPWP yang sebaiknya
diubah dan hal tersebut telah
dilakukan sesuai dengan
faporan perbaikan. Selain itu,
Mentor memberikan saran
dan masukan dalam
pembuatan laporan final yang
mana harus diberi penjelasan
mengenai keadaan sebelum
dan sesudah aktualisasi serta
peragaan alur pekerjaan atas
dampak aktualisasi yang
dilakukan saat seminar final
aktualisasi
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9. | Testimoni Penerapan
BANG NOPAN

Tahapan kegiatan 9a:
Menghubungi pihak-pihak
yang terlibat dalam
penerapan BANG NOPAN
Tahapan kegiatan 9h:
Membuat video testimoni
mengenai penerapan BANG
NOPAN dari pihak-pihak yang
terlibat

Tanggal Pelaksanaan:
25 dan 26 Agustus 2022
{(Minggu ke-IV bulan Agustus)

OutputiHasil:

Video testimoni implementasi
BANG NOPAN telah selesai
dibuat dengan melibatkan
Kasubag Perbendaharaan
Belanja Majelis yang juga
selaku mentor, Analis
Pengelolaan Keuvangan,
Pengadministrasi Umum dan
Juru Bayar sebagai pihak
yang terlibat dalam alur kerja
BANG NOPAN

Coach

Naomi Adiana, B.Sc., M.H
NIP. 19910910 202012 2 001

Jakarta, 06 September 2022
Mengetahui,
Mentor

4

Agung at, S.E.  Ak.
NIP. 197903084200502 1 001




6. Lampiran Undangan, Daftar Hadir dan Laporan Singkat Sosialisasi BANG NOPAN



SEKRETARIAT JENDERAL
MAUJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6, Jakarta Pusat 10270
Telepon 57895285 Faksimili 57895178, website : mpr.go.id

Nomor : B-2260A/KU.02.01/B-V/SetjenMPR/08/2022 Jakarta, 23 Agustus 2022
Sifat : Biasa

Lampiran -

Hal : Sosialisasi BANG NOPAN

Yth.

Perwakilan Staf Biro Perencanaan dan Keuangan

di

Jakarta

Dengan hormat kami mengundang Saudara pada “Sosialisasi BANG NOPAN “ , yang
akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 23 Agustus 2022

Waktu : 09.00-11.00 WiB

Tempat : Ruang Rapat Biro Perencanaan dan Keuangan MPR RI, [antai 6

Berkenaan dengan hal itu, kami mohon kehadiran Saudara pada acara tersebut, Atas

perhatian dan kehadiran Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Sub Bagian
Perbendaharaan Majelis
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Agung Widayat, S.E., Ak
NIP. 19720309 200502 1 001
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DAFTAR HADIR PESERTA SOSIALISASI BANG NOPAN

PADA TANGGAL 23 AGUSTUS 2022
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LAPORAN SINGKAT
SOSIALISASI BANG NOPAN

Nama Kegiatan : Sosialisasi Bang NOPAN

Hari/Tanggal : 23 Agustus 2022

Pukul 109.00-11.00

Tempat Kegiatan  : Ruang Rapat Biro Perencanaan dan Keuangan
Sekretariat Jenderal MPR RI

Jumlah Peserta : 10 Peserta

Sosialisasi dimulai pada pukul 09.02 yang dihadiri oleh 10 orang peserta. Kabag
Perbendaharaan tidak dapat hadir karena sedang sakit sehingga digantikan oleh Kasubag
Perbendaharaan Setjen.

BANG NOPAN merupakan aktualisasi untuk menyelesaikan isu mengenai pelaporan
perpajakan di Satker Majelis Biro Perencanaan dan Keuangan. BANG NOPAN sendiri
merupakan singkatan dari Pembaruan Data Master, Penggabungan Register SSP, Penomoran
Bukti Bayar dan Penyimpanan Bukti Potong.

Pembaruan Data Master dimaksudkan untuk melakukan pembaruan data Rekanan
Setjen MPR RI dan Alat Kelengkapan MPR RI meliputi Nama dan NP WP, Ha! ini dilakukan
karena terdapat data dari Rekanan baru yang belum ditambahkan. Bahkan, data seluruh Alat
Kelengkapan juga belum ada di Data Master sehingga hal ini berpengaruh pada pengisian
Register SSP yang masih menggunakan cara manual untuk mengisi kolom Nama Rekanan
dan Alat Kelengkapan. Padahal, pada kolom Nama sudah terdapat formuta untuk pengisian
secara otomatis. Dengan adanya pembaruan Data Master, maka data lebih lengkap sehingga
pengisian kolom Nama pada Register SSP dilakukan secara otomatis. Untuk Data Rekanan

yang baru diberikan warna kuning sedangkan Alat Kelengkapan diberikan warna hijau
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sehingga saat akan menambahkan data Rekanan dan/atau Alat Kelengkapan yang baru
kembali dapat disesuaikan agar data tetap urut. Saat melakukan penambahan data baru, ada
ketentuan untuk harus melakukan insert row pada baris terakhir agar formula pada kolom
Nama dapat terbarui secara otomatis.

Penggabungan Register SSP dilakukan untuk meningkatak efektivitas pengisian
Register SSP. Sebelumnya, Register SSP terpisah antara PPh Unifikasi dan PPN dengan PPh
21 yang diisi secara bulanan. Sefain itu, terdapat kolom yang seharusnya dapat diisi secara
otomatis namun masih diisi secara manual Hal ini menyebabkan terpisahnya data pajak
sehingga tidak dapat dilihat jumlah pajak yang dilakukan pungut, setor dan lapor secara
tahunan, semester maupun triwnlan. Selain itu, pengisian Register SSP kurang efisien dan
efektif. Oleh karena itu, dibentuklah Register SSP Gabungan yang mana seluruh data pajak,
baik PPH Unifikasi, PPN maupun PPH 21 direckam dalam satu Register. Selain itu, dibuat
formula pada kolom Jumlah DPP sehingga pengisian tidak lagi dilakukan secara manual,
melainkan secara otomatis. Hal ini meningkatkan akuntabilitas Satker Majelis dalam segi
perpajakan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaporan perpajakan yang
dibuktikan dengan pelaporan pajak masa Juli 2022 yang dapat dilakukan pada tanggal 15
Agustus 2022 sebelum batas pelaporan pada tanggal 20.

Penomoran Bukti Bayar antara Satker Majelis dengan Satker Setjen yang ada pada
Register SSP memiliki format yang sama sehingga meningkatkan potensi dokumen
tercampur dan kesulitan dalam pencarian dokumen, terutama dokumen fisik apabila
dibutuhkan. Selain itu, Bukti Bayar belum ditampirkan dengan Kode Billing. Padahal,
terdapat informasi yang mana di Kode Billing tercantum namun pada Bukti Bayar tidak ada,
yaitu Masa Pajak dan Jenis Pembayaran. Atas permasalahan ini, maka untuk selanjutnya
Kode Billing akan dicetak dan dilampirkan dengan Bukti Bayarnya masing-masing.
Kemudian, akan dilakukan scarnning pada kedua dokumen tersebut menjadi 1 dokumen utuh.

Pada hasil scan dokumen Kode Billing dan Bukti Bayar dicantumkan Nomor Urut yang ada
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pada Register SSP. Kegiatan ini berdampak pada kemudahan dalam pengisian Register SSP
yang mana salah satu datanya adalah Jenis Pembayaran yang saat ini dapat dilihat pada scan
Kode Billing dan kemudahan dalam mencari arsip fisik maupun digita! Bukti Bayar.

Penyimpanan Bukti Potong tidak dilakukan langsung saat Bukti Potong tersebut terbit
dari laman DJP Online. Dalam artian, belum ada pengarsipan secara digital terhadap Bukti
Potong secara rutin tiap bulan. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam menyediakan Bukti
Potong atas permintaan dari Rekanan dan/atau Alat Kelengkapan. Penyediaan Bukti Potong
membutuhkan waktu yang lama sehingga berakibat juga pada lamanya pengiriman Bukti
Potong kepada Rekanan dan/atau Alat Kelengkapan. Setelah implementasi aktualisasi
BANG NOPAN ini, Bukti Potong yang telah terbit langsung diunduh dari laman DJP Online
dan disimpan pada Folder khusus PERPAJAKAN bernama “PERPAJAKAN SATKER
MAJELIS” pada Folder Sharing Biro Perencanaan dan Keuangan. Atas pengarsipan ini,
maka penyediaan dan pengiriman Bukti Potong kepada Rekanan dan/atau Alat Kelengkapan
menjadi lebih cepat.

Akhir sesi dari sosialisasi ini adalah sesi tanya jawab serta saran dan masukan dari
peserta sosialisasi sesuai lampiran Tanya Jawab serta Saran dan Masukan. Setelah sesi ini,
Sosialisasi BANG NOPAN ditutup dan berakhir pada pukul 10.45 WIB,
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Sesi Tanya Jawab:

1.

Mas Daus: Untuk Pengarsipan dokumen digital Bukti Potong sendiri, setelah setahun
apakah tetap ada di Folder Sharing atau seperti apa perlakuannya?

Jawaban: Setelah setahun, maka dokumen digital Bukti Potong akan disimpan di folder
loka! komputer. Hal ini mencegah agar ruang penyimpanan pada Folder Sharing tidak

penuh.

. Nabila: Saat proses unggah, apakah memungkinkan jika script upload Bukti Potong

dijadikan satu script?
Jawaban: Untuk saat ini, kemungkinan itu masth belum bisa mengingat format script

upload tiap jenis pajak berbeda. Apabila dipaksakan, khawatimya proses upload akan
gagal.

. Lintang: Apakah pengiriman Bukti Potong harus dilakukan setelah ada permintaan?

Apakah tidak bisa langsung dikirim saja?

Jawaban: Proses pengiriman Bukti Potong yang berjalan saat ini adalah menunggu
permintaan Bukti Potong dari Rekanan dan/atau Alat Kelengkapan karena belum adanya
data koordinator masing-masing Rekanan dan/atau Alat Kelengkapan. Mungkin ke
depannya, isu ini bisa diselesaikan mengingat sebenarnya isu ini menjadi isu ketiga saya
namun prioritas isu utama adatah isu yang saya angkat sekarang. Tetapi pada aktualisasi
ini, penyediaan Bukti Potong telah difasilitasi lebih cepat dengan adanya penyimpanan
dokumen digital Bukti Potong sehingga pengiriman akan lebih cepat.
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7. Lampiran Evaluasi Aktualisasi



EVALUASI AKTUALISASI
Optimalisasi Pelaporan PPh dan PPN dengan BANG NOPAN (Pembaruan
Data Master, Penggabungan Register SSP,Penomoran Bukti Bayar, dan
Penyimpanan Bukti Potong) di Satker Majelis Bagian Perbendaharaan
Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen MPR Rl Tahun 2022

No. Saran/Masukan Solusi
1. | Format NPWP pada Register SSP diubah agar Format NPWP yang semula ada spasi
lebih mudah mencari Bukti Potong pada Fofder | diubah dengan menghilangkan spasi
Sharing
2. | Penjelasan mengenai dampak aktualisasi Penjelasan kondisi alur pekerjaan
terhadap alur pekerjaan sebelum dan sesudah dilakukan
aktualisasi pada laporan final
3. | Memperagakan alur pekerjaan atas dampak Membuat video dengan fitur screen
aktualisasi recorder atas dampak aktualisasi yang
akan dipresentasikan saat seminar final
Jakarta, 24 Agustus 2022
Mengetahui,
Mentee Mentor

b

Mochammad Imron Alamsyah Agung Widayat, S.E., Ak
NIP. 19970606 202203 1 003 NIP. 19910910 202012 2 001




8. Lampiran Laporan Perbaikan



LAPORAN PERBAIKAN
Optimalisasi Pelaporan PPh dan PPN dengan BANG NOPAN (Pembaruan
Data Master, Penggabungan Register SSP,Penomoran Bukti Bayar, dan
Penyimpanan Bukti Potong) di Satker Majelis Bagian Perbendaharaan
Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen MPR Rl Tahun 2022

No. SaranMasukan Solusi

1. | Format NPWP pada Register SSP diubah Format NPWP yang semula format General
agar lebih mudah mencari Bukti Potong pada | diubah menjadi format Tex¢

Foider Sharing

Jakarta, 24 Agustus 2022
Mengetahui,
Mentor

ochammad imron Alamsyah, A.Md
NIP. 19970606 202203 1 003




